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Agama, Etika Protestan, dan
Nilai-nilai Moral

SEJAUH INI, BUKU INI TELAH MENJELASKAN BAHWA OTORITAS AGAMA-
agama mapan dalam publik masyarakat-masyarakat pasca-industri
telah diperlemah (dan terutama di kalangan strata sosial yang lebih
aman dari masyarakat-masyarakat ini). Bagian kesimpulan dari buku
ini menggeser fokus dari menjelaskan sekularisasi ke meneliti pe-
ngaruh agama pada fenomena sosial dan politik yang penting. Apa
dampak-dampak dari sekularisasi? Lebih khusus, sampai tingkat
mana proses ini mengikis nilai-nilai sosial, keyakinan-keyakinan
moral, dan ajaran-ajaran etis gereja; memperkecil peran gereja,
organisasi berdasar-keyakinan, dan modal sosial dalam masyarakat
sipil; memperlemah basis tradisional dari dukungan suara bagi
partai-partai keagamaan; dan memperlemah makna simbolis
identitas keagamaan dalam situasi-situasi konflik etnis yang begitu
mendalam? Jika proses sekularisasi tersebut terjadi pada wilayah-
wilayah yang kita andaikan, maka kita berharap bahwa religiusitas
akan terus mendedahkan jejak yang kuat pada masyarakat dan
politik di negara-negara berkembang, namun kekuatannya akan
memudar di banyak masyarakat industri dan pasca-industri.

Para sosiolog, ilmuwan politik, dan ekonom telah lama berusaha
untuk memahami bagaimana sistem-sistem keyakinan tertentu meng-
hasilkan perbedaan-perbedaan lintas-negara yang terus bertahan
dalam hal nilai-nilai budaya. Dalam Bab 6 kita memperlihatkan
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bagaimana agama membantu membentuk sikap terhadap peran-
peran gender, dan sikap terhadap aborsi, perceraian, dan
homoseksualitas.! Bab ini mengulas dampak agama pada orientasi
kerja dan sikap-sikap ekonomi yang lebih luas, yang bertolak dari
teori yang sangat berpengaruh dalam sosiologi agama: klaim Max
Weber bahwa etika Protestan menghasilkan semangat kapitalisme.
Kita juga menganalisa bagaimana agama membentuk nilai-nilai
moral, termasuk standar-standar etis seperti kejujuran dan penyuap-
an, serta keyakinan-keyakinan tentang persoalan hidup dan mati,
termasuk eutanasia, bunuh diri, dan aborsi. Kesimpulan tersebut
mengkaji implikasi-implikasi dari temua-temuan kita dan bagaimana
semua itu memengaruhi pemahaman akan proses perubahan nilai.

Tesis Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme

Argumen Weber tentang asal-usul kapitalisme modern merupakan
salah satu argumen paling berpengaruh dalam sejarah ilmu sosial,
yang memancing pembuktian dan penyangkalan oleh para sosiolog,
sejarawan, ahli psikologi, ekonom, dan antropolog pada abad ke-
20.2 Persoalan utama yang ia kaji berkenaan dengan mengapa
Revolusi Industri, modernisasi ekonomi, dan kapitalisme borjuis
pertama-tama muncul di Barat, dan terutama dalam masyarakat-
masyarakat Barat yang Protestan ketimbang Katolik, dan bukan di
tempat lain. Weber menyatakan bahwa perubahan hukum dan
perdagangan, perkembangan kelembagaan, dan penemuan-
penemuan teknologi di Eropa itu sendiri tidak memadai sebagai
suatu penjelasan yang memuaskan; masyarakat-masyarakat yang
lain telah mengembangkan perbankan, lembaga kredit, dan sistem
hukum, serta fondasi-fondasi ilmu pengetahuan, matematika, dan
teknologi. Ia melihat bahwa syarat-syarat material bagi kapitalisme
terdapat di banyak peradaban awal, termasuk munculnya kelas
pedagang yang terlibat dalam perdagangan dan perniagaan di
China, Mesir, India, dan dunia lama, jauh sebelum Reformasi
Protestan.’ Namun, menurut Weber, apa yang tidak ada pada semua
itu, adalah etos budaya yang khas dan khusus. Bagi Weber, nilai-nilai
yang terkait dengan Reformasi Protestan dan doktrin-doktrin
Calvinis-lah yang melahirkan semangat kapitalisme Barat.*
Protestantisme asketis mendalilkan bahwa orang memiliki ke-
wajiban untuk bekerja dengan rajin, untuk menghasilkan keuntung-
an finansial, dan menabung dengan hati-hati. Tujuan bekerja dan
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mengumpulkan sumber daya bukan hanya untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan material minimal, apalagi untuk meng-
hamburkan keuntungan pada kemewahan material dan kesenangan
hedonistik duniawi dalam hidup, namun bekerja dilihat sebagai
suatu kewajiban moral yang dijalankan demi dirinya sendiri:
“Sebaliknya, kerja harus dijalankan seolah-olah ia pada dirinya
sendiri adalah suatu tujuan absolut, suatu panggilan.” Etika
Protestan menafsirkan aktivitas-aktivitas etis bukan sebagai
asketisme monastik yang menolak kehidupan ini, melainkan lebih
sebagai pemenuhan kewajiban-kewajiban duniawi. Dengan demi-
kian, menurut Weber, kebajikan-kebajikan seperti kerja keras,
semangat berusaha, dan ketekunan merupakan fondasi budaya
utama bagi pasar dan investasi kapitalisme: “Kejujuran bermanfaat,
karena ia menjamin penghargaan; demikian juga ketepatan waktu,
kerja keras, kesederhanaan, dan itulah alasan mengapa mereka
semua adalah kebajikan yang bernilai”.° Oleh karena itu etika
Protestan oleh Weber dipahami sebagai serangkaian keyakinan
moral yang unik tentang kebajikan kerja keras dan perolehan
ekonomi, perlunya inisiatif kepengusahaan individu, pahala-pahala
Tuhan yang adil. Nilai-nilanya yang khusus menekankan disiplin-
diri, kerja keras, kebaikan menabung, kejujuran pribadi, individual-
isme, dan kemandirian, yang semuanya dianggap menghasilkan
syarat-syarat budaya yang paling kondusif bagi ekonomi pasar,
usaha pribadi, dan kapitalisme borjuis di Barat.

Harus ditegaskan bahwa Weber tidak mengklaim bahwa kelas
pedagang dan bankir, para pemilik toko dan bangsawan industri
yang begitu ambisius dan rajin juga merupakan umat Protestan yang
paling saleh dan asketis; sebaliknya, ia menyatakan bahwa “orang-
orang yang paling memiliki semangat kapitalisme cenderung acub
tak acub, jika bukan memusuhi, terhadap Gereja.”” Dengan demi-
kian, ia tidak mengandaikan adanya suatu hubungan tingkat-
individu antara kesalehan pribadi, kebiasaan hadir di gereja, dan
kesetiaan pada etika kerja Protestan. Sebaliknya, etos budaya ini
dianggap tersebar luas, dan memengaruhi baik orang-orang saleh
maupun atheis, dalam masyarakat-masyarakat Protestan. Usaha apa
pun untuk menganalisa teori Weberian tersebut dengan demikian
harus diuji pada tingkat-makro, bukan pada tingkat-individu.

Tesis Weberian ini, seperti tesis-tesis klasik lain dalam bidang ini,
telah memancing perdebatan dan kritik yang begitu luas selama
abad terakhir.® Banyak dari karya-karya tersebut berfokus pada
pemahaman akan hubungan historis antara Protestantisme dan
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munculnya kapitalisme; sebagai contoh, Tawney, dan kemudian
Samuelson, mempertanyakan arah kausalitas dalam hubungan ini,
dan menyatakan bahwa perkembangan awal kapitalisme di Eropa
akhir Abad Pertengahan mendahului dan mendorong berbagai
perubahan budaya berikutnya, seperti individualisme yang lebih
besar dan sikap-sikap yang lebih akuisitif yang mendorong
pengadopsian dan penyebaran Protestantisme.’ Kalangan sejarawan
berselisih tentang apakah aktivitas-aktivitas ekonomi dalam
kenyataannya paling berkembang, seperti diklaim Weber, di
Republik Belanda abad ke-17 di mana Calvinisme merupakan
budaya dominan.!"” Kaum ekonom telah meneliti apakah agama
sekarang ini menghasilkan sikap-sikap budaya yang kondusif bagi
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi; sebagai contoh Guiso,
Sapienza, dan Zingales memberikan beberapa bukti terbatas yang
mendukung argumen ini, dan menemukan bahwa religiusitas terkait
dengan sikap-sikap seperti kepercayaan sosial, yang kondusif bagi
jalannya pasar bebas dan lembaga-lembaga lain; namun ketika
membandingkan sikap-sikap ekonomi tertentu dalam kelompok-
kelompok keagamaan Kristen, baik dalam budaya Protestan
maupun Katolik, mereka menemukan hasil-hasil campuran.!
Sosiologi politik juga mengkaji isu-isu ini; karya sebelumnya oleh
Granato dan Inglehart memperlihatkan suatu hubungan yang kuat
antara angka pertumbuhan ekonomi tingkat-makro dan beberapa
nilai inti dari etika Protestan Weberian (yang tidak khas bagi
masyarakat-masyarakat Protestan sekarang ini)—termasuk penekan-
an pada nilai-nilai otonomi individu dan pencapaian ekonomi.'?
Kita kurang memiliki bukti-bukti historis untuk mengkaji
kondisi-kondisi budaya pada masa ketika kapitalisme berkembang
di Barat. Namun jika tesis Weber tersebut benar, kita mungkin meng-
harapkan bahwa budaya Protestantisme itu akan meninggalkan
suatu warisan yang terus ada dalam nilai-nilai yang masih terlihat
sekarang ini. Untuk mengembangkan argumen-argumen ini lebih
jauh, di sini kita akan berfokus pada hipotesis inti Weberian, yakni
bahwa dibandingkan dengan mereka yang hidup dalam semua
budaya keagamaan lain (khususnya masyarakat-masyarakat
Katolik), masyarakat-masyarakat Protestan memperlihatkan etika
kerja paling kuat yang kondusif bagi kapitalisme modern, misalnya
menganggap kerja sebagai suatu kewajiban dan lebih memilih pasar
dibanding negara. Selain itu, Weber menegaskan bahwa aspek
penting dari Protestantisme berkenaan dengan ajaran tentang
standar-standar etik yang lebih luas, antara lain kejujuran, kesiapan
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menaati hukum, dan tanggung jawab, yang bertindak sebagai
fondasi bagi kepercayaan bisnis, transaksi-transaksi yang terpercaya,
dan pemenuhan perjanjian secara sukarela. Karena klaim Weber itu
berkenaan dengan efek-efek budaya tingkat-sosial, kita berfokus
untuk menganalisa nilai-nilai tingkat makro ketika mengklasifikasi-
kan masyarakat berdasarkan budaya keagamaan yang dominan,
dengan menggunakan kategori-kategori yang dikembangkan dalam
Tabel 2.2.8% Kita menggambarkan rata-rata distribusi sikap-sikap
berdasarkan budaya keagamaan, kemudian menggunakan model-
model multivariat untuk mengontrol berbagai faktor yang telah kita
perlihatkan sebagai sangat terkait dengan kuatnya nilai-nilai dan
praktik-praktik keagamaan. Hal ini mencakup tingkat perkembang-
an manusia. Kita menganggap bahwa masyarakat-masyarakat yang
sama-sama memiliki warisan Protestan masih memperlihatkan suatu
keterkaitan dalam hal nilai-nilai dasar, namun bahwa kekuatan-
kekuatan kemajuan kemudian mengubah warisan budaya dari
tradisi-tradisi keagamaan tersebut. Dengan demikian, Inglehart
menyatakan:

Dalam sejarah Barat, munculnya Etika Protestan—suatu sistem nilai
materialistik yang tidak hanya menoleransi akumulasi ekonomi
namun juga mendorong hal itu sebagai sesuatu yang heroik dan
terpuji—merupakan suatu perubahan budaya utama yang membuka
jalan bagi kapitalisme dan industrialisasi. Namun persis karena
mereka mencapai tingkat keamanan ekonomi yang tinggi,
masyarakat-masyarakat Barat yang pertama mengalami industri-
alisasi, perlahan mulai menekankan nilai-nilai pasca-materialis, yang
lebih memprioritaskan kualitas hidup yang lebih tinggi ketimbang
pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, munculnya nilai-nilai pasca-
materialis tersebut membalikkan kemunculan Etika Protestan.
Sekarang ini, kembaran fungsional dari Etika Protestan tersebut
paling kuat di Asia Timut dan sedang memudar di Eropa Protestan,

ketika perkembangan teknologis dan perubahan budaya menjadi
global.!*

Jika benar, kita akan menafsirkan etika Protestan tersebut sebagai
serangkaian nilai yang paling umum dalam masyarakat-masyarakat
yang mengalami kelangkaan. Nilai-nilai itu mungkin kondusif bagi
penekanan pada pertumbuhan ekonomi, namun sejauh mereka
mencerminkan suatu lingkungan kelangkaan, mereka akan cen-
derung memudar dalam kondisi-kondisi kemakmuran.
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Bukti-bukti bagi Etika Protestan

Etika Kerja

Nilai-nilai apa yang intrinsik pada kapitalisme dan bagaimana etos
kerja Protestan bisa diukur dengan paling baik? Studi-studi
psikologi sosial telah menggunakan skala-skala multi-item yang
mendetail untuk mengukur orientasi pada kerja, meskipun suatu
kajian menyeluruh (meta-review) yang sistematis atas kepustakaan
tersebut menemukan bahwa studi-studi itu umumnya diuji
berdasarkan kelompok-kelompok kecil, dan bukan berdasarkan
sampel-sampel acak dari keseluruhan populasi yang secara nasional
representatif.’” Studi-studi ini mengandaikan bahwa skala-skala
yang paling tepat untuk mengukur sikap-sikap terhadap kerja
hendaknya bersifat multidimensi, karena tesis Weberian itu
memprediksikan bahwa etika Protestan tersebut mencakup
serangkaian nilai-nilai personal yang kondusif bagi pertumbuhan
awal kapitalisme.'® Tabel 7.1 memperlihatkan item-item dari Survei
Nilai-nilai Dunia yang dipilih untuk mengkaji nilai-nilai kerja dalam
bab ini. Analisa faktor dengan menggunakan analisa komponen
utama menyingkapkan bahwa item-item ini masuk ke dalam tiga
dimensi utama. (1) Keuntungan-keuntungan intrinsik dari kerja,
yang mencakup item-item seperti prioritas yang diberikan orang
pada berbagai kesempatan dalam kerja mereka untuk menggunakan
inisiatif, untuk mencapai sesuatu, untuk mendapatkan penghargaan,
dan untuk memunyai pekerjaan yang menarik. (2) Dimensi kedua
berkenaan dengan imbalan-imbalan material dari kerja, yang
menunjukkan bahwa orang-orang yang menghargai jam-jam yang
baik dan hari-hari libur juga memberikan prioritas yang tinggi pada
gaji yang bagus, tekanan kerja yang kecil, dan keamanan pekerjaan.
(3) Dimensi ketiga berkenaan dengan sikap-sikap yang lebih luas
terhadap kerja sebagai sebuah kewajiban, yang merupakan inti dari
bentuk-bentuk asketis Protestantisme, di mana orang diminta untuk
mengungkapkan persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap
pernyataan-pernyataan seperti “orang-orang yang tidak bekerja
menjadi malas”, “kerja adalah sebuabh kewajiban bagi masyarakat”,
dan “adalah memalukan untuk menerima uang tanpa kerja.” Skala-
skala ini dicatat saat diperlukan, sehingga skor yang tinggi konsisten
dengan sikap-sikap yang lebih positif terhadap nilai-nilai kerja dan
ekonomi kapitalis, yang dijumlahkan di seluruh item tersebut. Skor-
skor tersebut kemudian distandarkan pada skala 0-100 poin, untuk
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Tabel 7.1. Analisa Faktor atas Etika Kerja

Imbalan-  Imbalan- Kerja
imbalan imbalan sebagai
Var Kode Intrinsik Material ~ Kewajiban
91R 0/1  Nilai: Kesempatan untuk 0,740
menggunakan inisiatif
93R 0/1  Nilai: Pekerjaan yang di dalamnya 0,683
Anda merasa bisa mencapai sesuatu
94R 0/1  Nilai: Pekerjaan yang bertanggung 0,649
jawab
96R 0/1  Nilai: Pekerjaan yang sesuai dengan 0,603
kemampuan-kemampuan seseorang
89R 0/1  Nilai: Pekerjaan yang dihormati oleh 0,544
masyarakat pada umumnya
95R 0/1  Nilai: Pekerjaan yang menarik 0,515
90R 0/1  Nilai: Saat-saat yang menyenangkan 0,701
92R 0/1  Nilai: Banyak hari libur 0,667
86R 0/1  Nilai: Gaji yang layak 0,620
87R 0/1  Nilai: Tak terlalu banyak tekanan 0,528
88R 0/1  Nilai: Keamanan atas pekerjaan yang 0,510
baik
99R 1-5  Nilai: Setuju/Tidak Setuju: Orang 0,725
vang tak bekerja akan menjadi
malas
100R 1-5  Nilai: Setuju/Tidak Setuju: Kerja 0,708
adalah kewajiban kepada
masyarakat
98R 1-5  Nilai: SetujwTidak Setuju: Adalah 0,702
memalukan menerima uang tanpa
bekerja
102R 1-5  Nilai: Saat-saat yang menyenangkan 0,651

Nilai: Banyak hari libur

CATATAN: Analisa faktor menggunakan Analisa Komponen Utama dengan rotasi
varimaks dan normalisasi Kaiser. Nilai-nilai kerja: P: “Berikut ini adalah beberapa
aspek dari sebuah pekerjaan yang dianggap orang penting. Silahkan perhatikan, dan
beri tabu saya mana yang secara pribadi anda anggap penting dalam sebuah pekerjaan”

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-Nilai Eropa, Gelombang III dan IV
(1995-2001).

perbandingan yang konsisten terhadap semua dimensi yang berbeda
tersebut.

Tabel 7.2 mengkaji apakah masyarakat-masyarakat Protestan
berbeda dari budaya-budaya keagamaan lain dalam hal prioritas
yang diberikan pada imbalan-imbalan material dan intrinsik kerja,
serta sikap terhadap kerja sebagai sebuah kewajiban. Hasil-hasilnya
sangat menonjol dan konsisten di ketiga ukuran: bertentangan
dengan tesis Weberian, dibandingkan dengan semua budaya
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Tabel 7.2. Skor Rata-rata tentang Skala Etika Kerja

Imbalan-imbalan ~ Imbalan-imbalan ~ Kerja sebagai

Intrinsik Material Kewajiban
Semua 54 55 72
Jenis budaya keagamaan
Protestan 50 49 68
Katolik 52 52 72
Ortodoks 51 55 73
Islam 70 70 90
Timur 53 52 75
Tipe masyarakat
Pasca-industri 50 46 65
Industri 53 55 74
Agraris 61 63 81
Perbedaan berdasarkan budaya 0,537 0,542 0,628
keagamaan
Perbedaan berdasarkan jenis 0,330 0,496 0,794
masyarakat
Jumlah masyarakat 73 73 46

CATATAN: Untuk klasifikasi masyarakat lihat Tabel 2.2. Untuk item-item dalam
skala-skala tersebut, lihat Tabel 7.1. Semua skala distandarkan pada 100 poin. Sig-
nifikansi perbedaan antara rata-rata kelompok diukur dengan ANOVA (Eta) tanpa
kontrol. Signifikansi: ***P = 0,000. Nilai-nilai kerja: P: “Berikut ini adalah beber-
apa aspek lagi dari sebuab pekerjaan yang dianggap orang penting. Silahkan per-
hatikan, dan beri tabu saya mana yang secara pribadi anda anggap penting dalam
sebuah pekerjaan” (Kode semua disebut.) Imbalan-imbalan intrinsik: “Suatu ke-
sempatan untuk menggunakan inisiatif; Suatu pekerjaan di mana anda merasa anda
bisa mencapai sesuatu; Suatu pekerjaan yang bertanggung jawab; Suatu pekerjaan
yang sesuai dengan kemampuan-kemampuan seseorang; suatu pekerjaan yang di-
hargai orang pada umumnya; Suatu pekerjaan yang menarik.” Imbalan-imbalan
material: “Jam-jam [kerja] yang cocok; Hari-hari libur yang menyenangkan; Gaji
yang bagus; Tidak terlalu banyak tekanan; Keamanan kerja yang bagus.” Kerja se-
bagai kewajiban: Setuju atau sangat setuju: “Orang-orang yang tidak bekerja men-
jadi malas; Kerja adalah kewajiban bagi masyarakat; Adalah memalukan untuk
menerima uang tanpa kerja; Kerja harus selalu didahulukan.”

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-nilai Eropa, Gelombang III dan IV
(1995-2001).

keagamaan lain, mereka yang hidup dalam masyarakat Protestan
sekarang ini memperlibatkan etika kerja paling lemabh. Kontras-
kontras antara budaya keagamaan Protestan dan budaya-budaya
keagamaan lain tersebut konsisten di semua skala, meskipun
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kontras-kontras itu biasanya sangat sedang, dengan pengecualian
penting budaya Muslim, yang memperlihatkan etika kerja paling
kuat. Alasan penting bagi pola ini berasal dari perbandingan atas
skala-skala yang sama berdasarkan jenis masyarakat; ekonomi-
ekonomi pasca-industri sekarang ini memiliki etika kerja paling
lemah, karena negara-negara kaya paling mementingkan nilai-nilai
kesenangan, relaksasi, dan kepuasan pribadi di luar pekerjaan.
Masyarakat-masyarakat industri bersikap moderat dalam hal nilai
yang mereka berikan pada imbalan-imbalan kerja. Namun di
negara-negara berkembang yang lebih miskin, di mana kerja sangat
penting bagi hidup, dan sering kali dengan waktu kerja yang sangat
lama dan waktu senggang yang sangat sedikit, serta jaringan
kesejahteraan dan keamanan yang tidak memadai, orang-orang
memberikan penekanan paling tinggi pada nilai kerja. Perbedaan-
perbedaan antara masyarakat miskin dan kaya dalam hal sikap
terhadap kerja sebagai sebuah kewajiban tersebut lebih besar
dibandingkan dengan perbedaan-perbedaan yang dihasilkan oleh
budaya keagamaan.

Jika kita membatasi perbandingan tersebut pada masyarakat
Katolik dan Protestan—fokus utama dalam karya Weber—beberapa
perbedaan yang cukup besar muncul pada masing-masing item
dalam skala-skala gabungan tersebut; masyarakat Katolik, misalnya,
memberi bobot yang sedikit lebih besar pada nilai upah dan hari
libur. Budaya-budaya Protestan memberikan prioritas yang lebih
besar pada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan inisiatif, serta
pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan minat dan prestasi. Namun
secara keseluruhan, masyarakat-masyarakat Protestan memiliki skor
yang sedikit lebih rendah pada skala-skala kerja tersebut dibanding
budaya-budaya Katolik, bukan lebih tinggi sebagaimana yang
semula diprediksikan oleh tesis Weberian tersebut.

Namun hasil-hasil ini selalu bisa terbukti salah jika terdapat
beberapa karakteristik lain tentang masyarakat Protestan yang bisa
memengaruhi pola-pola ini, seperti tingkat pendidikan tinggi yang
lebih besar atau profil kalangan yang lebih tua dari populasi-
populasi di masyarakat-masyarakat ini. Untuk menguji hal ini,
analisa regresi digunakan pada tingkat individu dalam Tabel 7.3, di
mana budaya keagamaan dominan dalam masing-masing masya-
rakat dikodekan sebagai sebuah variabel dummy, dengan budaya
Protestan mewakili kategori rujukan. Koefisien-koefisien tersebut
dapat dipahami sebagai menggambarkan dampak dari hidup dalam
masing-masing jenis budaya keagamaan dibandingkan dengan efek-
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efek hidup dalam masyarakat Protestan, dengan mengontrol faktor-
faktor lain dalam model tersebut. Hasil-hasilnya menegaskan
signifikansi dari pola-pola budaya yang teramati tersebut, bahkan
setelah mengontrol tingkat perkembangan manusia dan politik serta
latar belakang sosial para responden. Secara keseluruhan, etika kerja
melemah berdasarkan tingkat-tingkat perkembangan manusia, serta
berdasarkan pendidikan dan penghasilan individu-individu, seperti
diperkirakan. Kemakmuran yang semakin besar, dan perkembangan
negara kesejahteraan dalam masyarakat-masyarakat kaya, berarti
bahwa kerja tidak lagi merupakan kebutuhan esensial dari ke-
hidupan, dan orang-orang semakin beralih ke berbagai kesempatan
bagi kepuasan pribadi. Namun bahkan setelah memasukkan faktor-
faktor ini, semua budaya keagamaan lain terbukti secara signifikan
lebih berorientasi-kerja dibanding masyarakat-masyarakat Protestan,
dan koefisien-koefisien paling kuat ada di negara-negara Muslim.
Untuk mengkaji konsistensi pola ini di negara-negara tertentu,
serta variasi-variasi sistematis di masyarakat-masyarakat Protestan
yang kaya dan miskin, Gambar 7.1 memperlihatkan distribusi
tersebut secara lebih mendetail. Masyarakat-masyarakat yang paling
kuat menekankan nilai intrinsik kerja juga memberikan penekanan
yang paling besar pada imbalan-imbalan material (terdapat korelasi
yang kuat dan signifikan antara kedua skala tersebut, R = 0,618).
Masyarakat-masyarakat Protestan tersebar dalam grafik tersebut,
namun sebagian besar berada di kuadran kiri-bawah, yang me-
nunjukkan negara-negara yang secara konsisten rendah dalam hal
skala intrinsik dan material kerja. Negara-negara ini mencakup
masyarakat-masyarakat Protestan seperti Finlandia dan Denmark,
dan juga Latvia dan Zimbabwe. Di kalangan masyarakat Protestan,
Amerika Serikat relatif tinggi dalam hal etika kerjanya, meskipun
moderat jika dibandingkan dengan semua negara di dunia.
Masyarakat-masyarakat Ortodoks dan Katolik juga tersebar di
bagian tengah distribusi itu, sementara sebaliknya sebagian besar
(bukan semua) masyarakat Muslim memiliki skala tinggi dalam
kedua dimensi etika kerja tersebut, termasuk Yordania, Maroko,
Indonesia, Turki dan Nigeria, serta Mesir dan Bangladesh.
Kesimpulan kita diperkuat dengan Gambar 7.2, yang mem-
bandingkan seberapa jauh orang percaya bahwa kerja merupakan
kewajiban bagi masyarakat dan seberapa jauh mereka menganggap
bahwa kerja harus lebih diprioritaskan dibanding kesenangan. Lebih
sedikit masyarakat yang bisa dibandingkan dengan menggunakan
item-item ini, yang tidak tercakup dalam semua gelombang Survei
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Gambar 7.1. Nilai-nilai Kerja berdasarkan Budaya Keagamaan
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Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-nilai Eropa, gabungan sampel 1981-
2001.

Nilai-nilai dunia. Meskipun demikian, hasil-hasilnya menegaskan
bahwa banyak dari negara Protestan yang makmur mengungkapkan
persetujuan paling kecil terhadap sentimen-sentimen ini, termasuk
Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Budaya-budaya lain terbukti
lebih bersifat campuran, namun sekali lagi Maroko dan Bangladesh,
sebagian dari negara Muslim paling miskin, memberikan penekanan
yang paling besar pada nilai kerja sebagai sebuah kewajiban atau
panggilan. Konsistensi dari pola umum ini, dengan menggunakan
indikator-indikator sikap alternatif, memberikan kepercayaan yang
lebih besar pada penafsiran kami atas hasil-hasil tersebut, yang
menunjukkan bahwa temuan-temuan itu kuat dan tidak bergantung
pada indikator tertentu yang dipilih untuk perbandingan.

Tentu saja hasil-hasil tersebut terbatas; data survei sekarang ini
tidak memberi tahu kita tentang bagaimana sikap-sikap budaya ini
dibandingkan di abad-abad sebelumnya, dan kita kurang memiliki
bukti-bukti historis pada masa Reformasi. Sepenuhnya mungkin
bahwa suatu orientasi yang kuat ke arah kerja sebagai sebuah
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Gambar 7.2. Orientasi Kerja berdasarkan Budaya Keagamaan
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Tidak Setuju — kerja sebagai kewajiban bagi masyarakat — Setuju

CATATAN: P: “Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-perny-
ataan berikut ini?” (1) Sangat setuju, (2) setuju, (3) tidak tahu, (4) tidak setuju, (5)
sangat tidak sctuju. P102: “Kerja harus selalu didabulukan, meskipun jika hal ini
berarti kurangnya waktu luang.” (Setuju dikodekan tinggi). P100: “Kerja sebagai
kewajiban bagi masyarakat.” (Setuju dikodekan tinggi).

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-nilai Eropa, gabungan sampel 1981-
2001.

kewajiban mencirikan masyarakat-masyarakat Protestan Eropa
Utara semasa munculnya kapitalisme borjuis—dan etos ini perlahan
menghilang tepat karena masyarakat-masyarakat ini yang pertama
kali menjadi kaya—dan kemudian bergeser ke arah penekanan pada
gaya hidup yang lebih menyenangkan pada abad-abad setelahnya.
Meskipun beberapa sejarawan meragukan tesis tersebut, analisa
Weber bisa benar untuk era sejarah saat ia mengklaim bahwa etos
Protestan mendorong semangat kapitalis.!”” Namun tampak jelas
bahwa sekarang ini, masyarakat-masyarakat Protestan memberikan
nilai yang relatif kecil pada kebaikan-kebaikan kerja, baik dalam hal
imbalan material maupun intrinsik, khususnya dibandingkan
dengan masyarakat-masyarakat Muslim sekarang ini. Bukti-bukti
survei sistematis dari berbagai macam masyarakat menunjukkan
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bahwa pada akhir abad ke-20 etika kerja tidak lagi menjadi aspek
yang khas dari masyarakat-masyarakat Protestan—malah sebalik-
nya, masyarakat-masyarakat ini memberikan penekanan paling kecil
pada karakteristik-karakteristik tersebut dibanding wilayah-wilayah
budaya lain di dunia. Warisan sejarah apa pun, jika memang ada di
era-era sebelumnya, tampak menghilang karena berbagai proses
perkembangan.

Sikap terhadap Kapitalisme

Bagaimana dengan sikap-sikap yang lebih luas terhadap beberapa
prinsip utama kapitalisme, seperti sikap-sikap terhadap peran pasar
versus negara? Kita telah melihat bahwa Guiso, Sapienza, dan
Zingales, dengan berdasar tiga gelombang pertama Survei Nilai-
nilai Dunia, menyimpulkan bahwa religiusitas terkait dengan
kepercayaan pribadi, yang oleh teori modal sosial diklaim sangat
kondusif bagi pasar bebas yang efektif dan institusi-institusi
pemerintah yang lebih baik.!® Logika tersebut mengandaikan bahwa
suatu ciri budaya memengaruhi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan
tertentu, dan keyakinan-keyakinan tersebut pada gilirannya
memengaruhi pembuatan-keputusan ekonomi dan dengan demikian
juga hasil-hasil ekonomi. Namun hubungan-hubungan dalam rantai
berpikir antara kepercayaan sosial dan pertumbuhan ekonomi ini
masih kontroversial.! Perbandingan-perbandingan yang lebih
langsung atas sikap-sikap ekonomi yang dilakukan oleh Guiso,
Sapienza, dan Zingales di kalangan kelompok-kelompok keagama-
an Kristen menemukan hasil-hasil campuran: “Umat Protestan lebib
mempercayai dan lebibh menghargai insentif, umat Katolik lebih
hemat dan lebih memilih kepemilikan pribadi dan persaingan.”
Dalam bab ini nilai-nilai ekonomi yang terkait dengan dukungan
bagi kapitalisme dapat dibandingkan dengan berfokus pada empat
item skala 10-poin yang berkenaan dengan: (1) prioritas untuk lebih
memelihara insentif-insentif ekonomi individu ketimbang mencapai
kesetaraan penghasilan yang lebih besar; (2) apakah orang-orang
harus memegang tanggung jawab bagi diri mereka sendiri atau
pemerintah yang menyediakannya bagi setiap orang; (3) apakah
persaingan dianggap baik atau merugikan; dan terakhir (4) apakah
lebih memilih peran negara atau pasar swasta dalam kepemilikan
usaha dan industri. Tabel 7.4 meringkaskan rata-rata distribusi
tanggapan-tanggapan berdasarkan jenis budaya keagamaan dan jenis
masyarakat.
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Tabel 7.4. Sikap-sikap Ekonomi berdasarkan Budaya Keagamaan
dan Masyarakat (Pengkodean V143 masih diperiksa)

Memilih Insentif ~ Memilih Tanggung

Ekonomi Jawab Individu
ketimbang ketimbang Memilih
Kesetaraan Tanggung Jawab Menmilih Kepemilikan
Ekonomi Negara Persaingan Swasta
V141 V143 V144R V142R
Semua 59 5,6 75 6,1
Jenis budaya keagamaan
Protestan 5,8 5,1 7,6 6,8
Katolik Roma 5,6 5,6 7,2 6,2
Ortodoks 6,4 6,4 7,5 5,4
Islam 6,4 5,4 8,0 5,6
Timur 5,7 59 7,6 5,6
Jenis masyarakat
Pasca-industri 5,7 53 7,2 6,8
Industri 5,8 58 7.4 5,8
Agraris 6,4 5,4 8,0 5,6
Perbedaan berdasarkan 0,120 0,131 0,97 0,182
budaya keagamaan
Perbedaan berdasarkan 0,088™* 0,080™* 0,110"* 0,177
jenis masyarakat
Jumlah responden 188,401 204,949 187,400 172,549

CATATAN: Skor rata-rata pada skala 10-poin berikut didaftar, sehingga rendah =
sisi-kiri, tinggi = sisi-kanan: P141-144: “Sekarang saya ingin anda memberitahu
saya tentang pandangan anda menyangkut berbagai isu. Bagaimana anda menem-
patkan pandangan anda pada skala berikut? 1 berarti anda sepenubnya setuju den-
gan pernyataan di sebelah kiri; 10 berarti anda sepenubnya setuju dengan perny-
ataan di sebelal kanan; dan jika pandangan anda berada di tengah-tengah, piliblah
nomor yang ada di tengah ..”

e P141: (1) “Kita butub perbedaan penghasilan yang lebibh besar sebagai insentif
bagi usaba individu.” Atau (10) “Penghasilan harus dibuat lebih setara.”

* P143: (1) “Pemerintah harus memikul tanggung jawab lebibh besar untuk men-
jamin babwa setiap orang tertanggung.” Atau (10) “Orang harus memikul tang-
gung jawab lebib besar untuk menanggung diri mereka sendiri.”

* P142R: (1) “Kepemilikan swasta atas bisnis dan industri harus ditingkatkan.”
Atau (10) “Kepemilikan pemerintah atas bisnis dan industri harus ditingkatkan.”

* P144R: (1) “Persaingan merugikan Hal itu menjadikan orang lebih buruk” Atau
(10) “Persaingan itu baik. Hal itu merangsang orang untuk bekerja keras dan
mengembangkan gagasan-gagasan baru”

Signifikansi perbedaan antara rata-rata kelompok diukur dengan ANOVA (Eta).

*** Signifikansi: P = 0,001; ****P = 0,0001.

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-nilai Eropa, Gelombang II hingga IV
(1990-2001).
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Jika kita hanya membandingkan masyarakat Protestan dan
Katolik, umat Protestan sedikit lebih pro-kapitalis dalam orientasi
pada tiga dari empat indikator tersebut. Hal ini memberikan sedikit
dukungan bagi tesis Weberian. Namun perbandingan-perbandingan
di semua budaya keagamaan memperlihatkan suatu pola yang lebih
campuran, berdasarkan dimensi tertentu yang dibandingkan. Secara
keseluruhan, dibandingkan dengan semua budaya keagamaan,
orang-orang yang hidup dalam masyarakat Protestan memberikan
dukungan yang paling kecil terhadap pandangan bahwa individu-
individu harus bertanggungjawab bagi diri mereka sendiri,
ketimbang pemerintah bertanggungjawab untuk menjamin bahwa
setiap orang berada dalam tanggungannya. Respons ini konsisten
dengan negara kesejahteraan yang begitu luas dan berbagai
perlindungan yang ada di Skandinavia Protestan dan Eropa Utara,
serta kepercayaan yang relatif tinggi pada pemerintah yang umum
ditemukan di negara-negara Nordik.?! Dibandingkan dengan semua
budaya lain, masyarakat-masyarakat Protestan berada sedikit di
tengah-tengah menyangkut sikap yang lebih mendukung insentif
ekonomi ketimbang kesetaraan ekonomi. Mereka juga lebih
bersikap positif dibanding rata-rata masyarakat menyangkut nilai
persaingan, dan mereka memberikan dukungan tertinggi dibanding
semua budaya dalam hal kepemilikan swasta terhadap bisnis dan
industri, dan kurang mendukung kepemilikan negara. Meskipun
temuan terakhir ini dapat ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap
suatu dimensi utama perekonomian kapitalis dan kepemilikan
pribadi, keseluruhan pola tersebut tetap campuran. Bukti-bukti
tersebut tidak memberikan dukungan yang konsisten bagi tesis
bahwa mereka yang hidup dalam masyarakat Protestan sekarang ini
memiliki komitmen yang lebih kuat terhadap nilai-nilai ekonomi
pasar bebas dan peran minimal negara. Banyak faktor yang mungkin
memengaruhi sikap-sikap kapitalis dalam suatu masyarakat tertentu,
seperti pengalaman publik tentang pelayanan pemerintah,
keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh negara kesejahteraan,
dan kinerja industri-industri sektor publik.

Standar-standar Etis

Namun tesis Weberian mungkin masih berlaku bagi masyarakat-
masyarakat Protestan sekarang ini, jika kita menemukan bahwa
standar-standar etis tertentu, yang meminyaki roda-roda kapital-
isme, lebih ditekankan dalam masyarakat-masyarakat itu. Kemauan
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Tabel 7.5. Skala-skala Etis berdasarkan Agama
(% “Tidak Pernah Dibenarkan)

Mengklaim Tidak Menggelapkan Seseorang
Bantuan Membayar Pajak jika menerima suap
Pemerintah yang tiket dalam anda punya dalam
terhadapnya Anda  Transportasi Kesempatan menjalankan
Jenis Budaya Keagamaan tidak berhak Publik Tugas Mereka
Semua 61 59 60 74
Budaya keagamaan
Protestan 67 61 56 76
Katolik 57 54 57 71
Ortodoks 54 47 50 72
Islam 66 71 75 81
Timur 68 75 79 80
Jenis masyarakat
Pasca-industri 66 63 56 75
Industri 55 50 57 71
Agraris 65 69 71 79
Perbedaan berdasarkan 0,114 0,171 0,176 0,081
budaya keagamaan
Perbedaan berdasarkan 0,108 0,155 0,120 0,065
jenis masyarakat

Jumlah masyarakat 75 75 75 75

CATATAN: P: “Tolong beri tabu saya tentang penyataan-pernyataan berikut,
apakah hal berikut ini menurut anda selalu dapat dibenarkan (10), tidak pernah
dapat dibenarkan (1), atau di tengah-tengah.” Persentase “Tidak pernah dapat
dibenarkan” Signifikansi perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok
tanpa kontrol diukur dengan ANOVA (Eta). *** Signifikan pada level 0,001.
Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-nilai Eropa, Gelombang III dan IV
(1995-2001).

untuk mematuhi hukum, pemenuhan sukarela atas pembayaran
pajak, kejujuran dalam transaksi publik, dan tidak adanya korupsi
merupakan standar-standar kehidupan publik yang umum diyakini
sebagai memainkan peran penting dalam perekonomian. Memang,
selama dekade terakhir isu tentang korupsi telah memunculkan
kembali minat yang begitu besar di kalangan badan-badan
pembangunan internasional, seperti Bank Dunia dan Transparansi
Internasional. Penyuapan dan korupsi yang tersebar luas di sektor
publik sekarang ini umum dianggap sebagai salah satu persoalan
paling penting bagi perkembangan ekonomi, karena jika tidak
bantuan internasional hanya menguntungkan elite-elite yang ber-
kuasa. Apakah benar bahwa budaya keagamaan memainkan peran
penting dalam membentuk standar-standar etis tertentu yang
mendorong kepercayaan bisnis, investasi, dan pemenuhan kontrak?
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Survei Nilai-nilai Dunia memuat empat item skala 10-poin yang
didesain untuk menguji sikap-sikap etis publik, termasuk seberapa
jauh orang-orang yakin bahwa tindakan-tindakan tertentu selalu
dibenarkan, tidak pernah dibenarkan, atau berada di tengah-tengah.
Untuk perbandingan itu, kita mengambil standar yang paling ketat,
yakni proporsi yang menganggap tindakan-tindakan tertentu tidak
pernah dibenarkan. Item-item yang kita bandingkan antara lain
mengklaim keuntungan-keuntungan pemerintah yang terhadapnya
anda tidak berhak, tidak membayar tiket dalam transportasi publik,
penipuan dalam hal pajak, dan seseorang yang menerima suap
selama menjalankan kewajiban.

Terdapat konsensus yang luas tentang standar-standar etis ini;
Tabel 7.5 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan hampir dua
per tiga dari publik menganggap bahwa mengambil keuntungan-
keuntungan sepihak, tidak membayar tiket, dan menggelapkan
pajak tidak pernah dibenarkan, dan proporsi ini meningkat menjadi
tiga per empat dalam hal penyuapan. Perbandingan di antara
budaya-budaya keagamaan memperlihatkan bahwa masyarakat-
masyarakat Protestan terbukti hanya etis secara moderat pada ke-
empat skala tersebut, biasanya sedikit lebih etis dibanding masya-
rakat-masyarakat Katolik. Sebaliknya, budaya-budaya keagamaan
Timur memperlihatkan ketidaksetujuan tertinggi terhadap berbagai
pelanggaran moral. Argumen apa pun bahwa masyarakat-masya-
rakat Protestan sekarang ini memperlihatkan standar-standar etis
yang lebih tinggi yang mungkin kondusif bagi kepercayaan bisnis
dan pemerintahan yang baik tidak didukung oleh analisa ini.

Nilai-nilai Moral dari “Isu-isu Kehidupan”

Terakhir, untuk menempatkan perbedaan-perbedaan budaya ini
dalam konteks yang lebih luas, kita juga dapat membandingkan
sikap-sikap terhadap masalah “hidup dan mati” di mana lembaga-
lembaga keagamaan biasanya memainkan peran yang kuat dan
berbicara dengan otoritas moral paling besar dalam usaha untuk
menetapkan standar-standar menyangkut isu-isu eutanasia, bunuh
diri, dan aborsi. Berbagai studi umum menemukan bahwa jenis
keyakinan keagamaan memainkan peran utama dalam menjelaskan
sikap-sikap terhadap aborsi di Amerika Serikat, dengan polarisasi
yang semakin besar antara kalangan Protestan fundamentalis dan
kalangan liberal dalam dekade-dekade terakhir.?? Penelitian kom-
paratif juga menegaskan bahwa kuatnya religiusitas, dan perbedaan
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Tabel 7.6. Nilai-nilai Moral dari “Isu-isu Kehidupan” berdasarkan
Budaya Keagamaan (% Tidak Pernah Dibenarkan)

Aborsi Bunuh Diri Eutanasia
Semua 41 67 44
Budaya keagamaan
Protestan 31 58 32
Katolik 45 65 43
Ortodoks 25 69 41
Islam 60 86 72
Timur 40 65 34
Jenis masyarakat
Pasca-industri 25 50 26
Industri 38 68 42
Agraris 60 88 65
Perbedaan berdasarkan budaya keagamaan 0,480™ 0,526™* 0,596
Perbedaan berdasarkan jenis masyarakat 0,575%% 0,715% 0,705
Jumlah masyarakat 75 75 75

CATATAN: P: “Tolong beri tabu saya tentang penyataan-permyataan berikut,
apakah menurut anda hal berikut ini selalu dapat dibenarkan (10), tidak pernah
dapat dibenarkan (1), atau di tengah-tengah.” Persentase “Tidak pernah dapat
dibenarkan”. Signifikansi perbedaan-perbedaan di antara kelompok-kelompok
tanpa kontrol diukur dengan ANOVA (Eta). *** Signifikan pada level 0,001.
Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-nilai Eropa, gabungan sampel 1981-
2001.

antara kalangan Protestan dan Katolik, memengaruhi sikap-sikap
terhadap aborsi di Eropa Barat, dan juga nilai-nilai moral yang lebih
luas.?® Bagaimana perbedaan-perbedaan di kalangan budaya-budaya
keagamaan yang telah kita amati sejauh ini dalam hal sikap-sikap
ekonomi dibandingkan dengan persoalan-persoalan ini? Survei
Nilai-nilai Dunia memuat tiga skala 10-poin yang mengukur
seberapa jauh orang menganggap bahwa eutanasia, bunuh diri, dan
aborsi dibenarkan atau tidak dibenarkan, mirip dengan skala-skala
yang digunakan untuk membandingkan sikap-sikap ekonomi. Sekali
lagi, kita dapat membandingkan mereka yang yakin bahwa isu-isu
ini “tidak pernah” dibenarkan sebagai ujian yang paling ketat.
Hasil-hasil perbandingan dalam Tabel 7.6 memperlihatkan
bahwa menyangkut isu-isu ini terdapat kontras-kontras yang jauh
lebih besar dalam sikap-sikap moral, baik antara masyarakat
Protestan dan Katolik, maupun di antara semua kepercayaan dunia
dan berdasarkan jenis masyarakat. Menyangkut aborsi, misalnya,
dalam masyarakat-masyarakat Ortodoks hanya satu per empat yang
menganggap bahwa aborsi tidak pernah dapat dibenarkan (di mana,
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di bawah Komunisme, fasilitas-fasilitas ini telah lama tersedia
dengan mudah bagi perempuan sebagai bagian dari kebijakan repro-
duktif Soviet) Sentimen-sentimen serupa diungkapkan oleh hanya di
bawah satu per tiga dari mereka yang hidup di negara-negara
Protestan. Sebaliknya, dalam masyarakat-masyarakat Katolik,
hampir setengah (45%) yang menganggap bahwa aborsi tidak per-
nah dibenarkan, dan meningkat sampai hampir dua per tiga (60%)
dari mereka yang hidup di negara-negara Muslim. Perbedaan-
perbedaan yang sama kuat juga ditemukan di antara berbagai
masyarakat berdasarkan tingkat kemajuan; sikap-sikap yang paling
liberal terhadap aborsi terlihat dalam masyarakat-masyarakat pasca-
industri (di mana hanya satu per empat yang menganggap bahwa
aborsi tidak pernah dibenarkan) dibanding dengan hampir dua per
tiga (60%) yang tidak setuju dalam masyarakat-masyarakat agraris.
Perbedaan-perbedaan ini juga tidak terbatas pada isu tentang hak-
hak reproduktif tersebut. Pola-pola yang serupa, atau bahkan lebih
kuat, juga ditemukan dalam hal sikap-sikap terhadap bunuh diri dan
eutanasia. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan-perbedaan
berdasarkan tingkat kemajuan tersebut, dan sampai tingkat yang
lebih rendah berdasarkan jenis budaya keagamaan, tidak terbatas
pada ajaran-ajaran teologis tertentu, namun mencerminkan etos
yang lebih luas dan lebih umum terhadap isu-isu hidup dan mati ini.
Secara keseluruhan, seperti diharapkan, masyarakat-masyarakat
pasca-industri secara signifikan lebih liberal dalam sikap-sikap mo-
ral mereka, sedangkan negara-negara berkembang terbukti sejauh
ini paling tradisional.

Sekali lagi hasil-hasil itu bisa salah, karena sikap-sikap liberal
umumnya ditemukan sangat terkait dengan pendidikan dan peng-
hasilan. Model-model multivariat yang disajikan dalam Tabel 7.7
menegaskan bahwa dampak budaya keagamaan pada sikap-sikap
moral masih tetap signifikan, bahkan setelah mengontrol tingkat
perkembangan dan faktor-faktor latar belakang sosial individu.
Masyarakat-masyarakat Katolik dan Muslim secara signifikan lebih
tradisional terhadap aborsi, bunuh diri, dan eutanasia dibanding
negara-negara Protestan. Mereka yang hidup di tempat lain mem-
perlihatkan suatu pola yang lebih campuran. Usia memiliki dampak
yang signifikan dan konsisten dalam model-model ini dengan
menghasilkan sikap-sikap yang lebih tradisional menyangkut ketiga
isu moral ini, sementara pendidikan dan penghasilan, seperti di-
harapkan, secara konsisten terkait dengan sikap-sikap yang lebih
liberal. Dampak-dampak gender terbukti beragam, di mana

AGAMA, ETIKA PROTESTAN, DAN NILAI-NILAI MORAL 213



Democracy Project

Gambar 7.3. Nilai-nilai Moral dari “Isu-isu Kehidupan”
berdasarkan Jenis Agama

Budaya Keagamaan
*  Timur
m [slam

v Ortodoks

Aborsi skala 10-poin

A Protestan

® Katolik Roma

Total Populasi
Rsq =0.6165

Eutanasia skala 10-poin

CATATAN: P: “Apakah anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan-
pernyataan berikut ini?” (1) Sangat setuju, (2) setuju, (3) tidak tahu, (4) adak
setuju, (5) sangat tidak setuju. P102: “Kerja harus selalu didahulukan, meskipun
jika hal ini berarti kurangnya waktu luang.” (Setuju dikodekan tinggi). P100:
“Kerja sebagai kewajiban bagi masyarakat.” (Setuju dikodekan tinggi).

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-nilai Eropa, gabungan sampel 1981-
2001.

perempuan sedikit lebih liberal menyangkut aborsi, sedangkan laki-
laki lebih liberal menyangkut isu bunuh diri dan eutanasia. Namun
setelah mengontrol perbedaan-perbedaan ini, orang-orang yang
hidup dalam masyarakat Katolik dan Muslim terbukti secara
konsisten lebih tradisional dibanding mereka yang hidup di negara-
negara Protestan dalam hal ketiga isu moral ini.

Gambar 7.3, yang membandingkan sikap-sikap menyangkut
aborsi dan eutanasia, memperlihatkan perbedaan-perbedaan di
antara berbagai masyarakat yang berbeda ini dengan paling jelas.
Negara-negara yang paling liberal menyangkut isu-isu hidup dan
mati ini mencakup beberapa negara Nordik Protestan, termasuk
Denmark dan Swedia, serta Belanda dan Selandia Baru, dan juga
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beberapa masyarakat Katolik seperti Prancis, Republik Ceko, dan
Kanada. Sebaliknya, banyak negara Muslim terbukti sangat
tradisional, antara lain Bangladesh, Aljazair, Mesir, dan Nigeria,
serta masyarakat-masyarakat Katolik Amerika Latin seperti Cile, El
Savador, dan Brazil.

Kesimpulan

Terdapat banyak alasan mengapa kita mungkin menganggap bahwa
nilai-nilai moral dan etis yang diajarkan oleh kepercayaan-
kepercayaan besar dunia mendedahkan dampak yang terus bertahan
pada orang-orang yang hidup dalam masyarakat-masyarakat
tersebut. Mereka yang dibesarkan dengan terbiasa menghadiri
ibadah-ibadah keagamaan sebagai penganut aktif agama-agama ini
merupakan orang-orang yang paling bersentuhan dengan ajaran-
ajaran para pemimpin keagamaan, dan penafsiran mereka terhadap
standar-standar moral dalam teks-teks suci. Melalui suatu proses
penyebaran yang lebih luas setiap orang dalam masyarakat-
masyarakat ini mungkin dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya ini.
Klaim-klaim teori Weber mengandaikan bahwa nilai-nilai gereja
penting, bukan hanya pada dirinya sendiri, namun juga karena
faktor-faktor budaya mungkin memiliki dampak yang kuat pada
pola-pola pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Menurut
Weber, khususnya setelah Reformasi, etos agama Protestan di Eropa
mendorong semangat kapitalisme. Namun apakah budaya-budaya
kelompok keagamaan terus mendedahkan pengaruh yang kuat pada
sikap-sikap ekonomi dan standar-standar moral sekarang ini? Jika
sekularisasi telah memperlemah kekuatan dan vitalitas agama di
negara-negara makmur, maka bukannya gereja menanamkan
standar-standar dan aturan-aturan yang jelas dan khas bagi
masyarakat, kita mungkin menganggap masyarakat-masyarakat
modern sekarang ini memperlihatkan suatu brikolase, atau beragam
bentuk nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan praktik-praktik moral
yang berasal dari banyak sumber.?*

Kita tidak dapat mengkaji jenis bukti-bukti historis yang akan
menguak hubungan yang dibahas Weber antara nilai-nilai
Calvinistik yang ditemukan di Eropa Barat pada masa Reformasi
dan kemudian kemunculan kelas pedagang pemilik toko borjuis,
para industrialis, dan para pengusaha yang mendorong kapitalisme
awal. Namun, apa yang bisa kita lakukan adalah melihat apakah
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warisan agama Protestan terus menerakan jejak budaya yang terus
bertahan pada sikap-sikap ekonomi dalam masyarakat-masyarakat
Protestan pada akhir abad ke-20 yang membedakan masyarakat-
masyarakat Protestan ini dari agama-agama dunia yang lain. Apa
yang diungkapkan perbandingan tersebut adalah bahwa mereka
yang hidup dalam masyarakat-masyarakat Protestan sekarang ini
memperlihatkan etika kerja paling lemah, bukan paling kuat, jika
dibandingkan dengan semua budaya keagamaan besar yang lain.
Melihat pilihan tersebut, mereka yang hidup di negara-negara
Protestan memberikan bobot yang kira-kira sama pada pentingnya
kerja dan kesenangan. Menyangkut sikap-sikap ekonomi yang lebih
luas, terdapat perbedaan yang tidak begitu besar, di mana
masyarakat-masyarakat Protestan sedikit lebih pro-pasar bebas pada
sebagian besar ukuran yang dibandingkan ketimbang budaya-
budaya Katolik. Meskipun demikian, masyarakat Protestan bukan-
lah yang paling pro-pasar dibandingkan semua agama. Menyangkut
isu-isu etis, budaya-budaya Protestan tidak memperlihatkan standar-
standar moral yang lebih tinggi tentang keluhuran dan kejujuran.
Sebaliknya, perbedaan-perbedaan yang lebih kuat berdasarkan jenis
budaya keagamaan muncul menyangkut isu-isu hidup dan mati—
termasuk sikap-sikap terhadap aborsi dan bunuh diri-dibandingkan
dengan menyangkut sikap-sikap ekonomi. Tampak bahwa ajaran
otoritas-otoritas spiritual memiliki dampak paling besar sekarang ini
dalam hal persoalan-persoalan moral yang lebih dasar. Namun
seperti yang juga telah kita amati, proses-proses perkembangan
sosial jangka panjang juga telah mengubah nilai-nilai budaya dasar
ini, yang menggerakkan publik ke arah liberalisme moral yang lebih
besar menyangkut isu-isu seksualitas, dan ke arah pengejaran
kesempatan bagi kepuasan-diri di luar tempat kerja dan wilayah
ekonomi. Dalam bab selanjutnya kita akan melihat seberapa jauh
proses ini juga memengaruhi peran gereja dan lembaga-lembaga
keagamaan dalam mendorong keterlibatan dalam asosiasi-asosiasi
sukarela dan dengan demikian juga modal sosial dalam komunitas-
komunitas lokal.***
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Lampiran Teknis

Tabel A7.1. [lustrasi tentang Model Regresi Penuh yang digunakan
dalam Tabel 7.3 dan 7.7

Skala kewajiban untuk bekerja

B s.e. Beta Sig.
Kontrol-kontrol Perkembangan
Tingkat perkembangan manusia (skala 100-poin) -52,7 1,04 -0,41 e
Tingkat perkembangan politik 0,857 0,079 0,09 o
Kontrol-kontrol social
Usia (tahun) 0,206 0,005 0,21 ok
Gender (laki-laki = 1) 1,05 0,146 0,03 ok
Pendidikan (3 kategori rendah ke tinggi) -1,58 0,103 -0,08 ok
Penghasilan (10 kategori rendah ke tinggi) -0,200 0,029 -0,03 o
Jenis budaya keagamaan
Katolik 7,01 0,192 0,22 o
Orthodoks 6,25 0,281 0,14 o
[slam 9,52 0,409 0,13 o
Timur 7,93 0,374 0,13 .
(Konstan) 99,3
Adjusted R? Block I (Macro control variables only) 0,098
Adjusted R?Block 2 (Macro + micro controls) 0,163

Adjusted R?Block 3 (All Controls + type of culture) 0,199

CATATAN: Tabel ini menggambarkan model regresi OLS (ordinary least squares)
yang lengkap, dengan blockwise entry, dalam kasus ini dengan kewajiban kerja
diukur dengan menggunakan skala 100-poin sebagai variabel dependen. Blok 1
dari model tersebut mengontrol tingkat perkembangan masyarakat. Blok 2 kemu-
dian memasukkan latar belakang sosial para responden. Blok 3 kemudian mema-
sukkan jenis budaya keagamaan, berdasarkan agama yang dominan, dikodekan se-
bagai variabel-variabel dummy Masyarakat-masyarakat Protestan mewakili kate-
gori rujukan (dihilangkan). Koefisien-koefisien tersebut menggambarkan efek-efek
dari hidup dalam tiap-tiap jenis masyarakat dibandingkan dengan hidup dalam
masyarakat-masyarakat Protestan, setelah kontrol-kontrol sebelumnya. Tingkat
perkembangan manusia: Indeks Perkembangan Manusia (HDI) 2000, mencakup
harapan hidup, kemelekhurufan, dan pendidikan, dan GDP per kapita dalam PPP
$US (UNDP Development Report 2000). Tingkat perkembangan politik: indeks 7-
poin Freedom House (dibalikkan) tentang hak-hak politik dan kebebasan sipil
1999-2000 (www.freedomhouse.org). Jenis masyarakat: lihat Tabel Al. Sig-
nifikansi (Sig): ***P = 0,001; **P = 0,01; *P = 0,05. B = koefisien regresi yang
tidak distandarkan. s.e. = kesalahan standar. Beta = koefisien regresi yang distan-
darkan. N/s = Tidak signifikan.

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-nilai Eropa, gabungan sampel 1981-
2001.
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Organisasi-organisasi Keagamaan
dan Modal Sosial

BAB-BAB SEBELUMNYA TELAH MEMPERLIHATKAN BAHWA KETIKA NILAI-NILAI
keagamaan diperlemah oleh tahap pertama proses modernisasi, hal
ini memengaruhi partisipasi dalam ibadah keagamaan. Apa
konsekuensi-konsekuensi sekularisasi yang lebih luas terhadap
keterlibatan dalam organisasi-organisasi berdasar-keyakinan,
jaringan-jaringan sipil, dan modal sosial dalam masyarakat pasca-
industri? Gereja-gereja Protestan arus utama di Amerika Serikat
(AS) — kaum Metodis, Presbiterian, Episkopalian, dan Lutheran —
telah lama dianggap memainkan peran utama dalam kehidupan
komunitas-komunitas lokal mereka. Mereka dianggap melakukan
hal itu dengan menyediakan tempat-tempat bagi orang-orang untuk
berkumpul, mendorong jaringan-jaringan sosial informal perteman-
an dan tetangga, membangun ketrampilan kepermmpman dalam
organisasi-organisasi keagamaan dan komite-komite gereja, mem-
beri informasi kepada orang-orang tentang persoalan-persoalan
publik, memberikan jasa-jasa kesejahteraan, menyediakan tempat
pertemuan komunitas, mengumpulkan orang-orang dari beragam
latar belakang sosial dan etnis, dan mendorong keterlibatan aktif
dalam kelompok-kelompok perkumpulan yang berkenaan dengan
pendidikan, perkembangan pemuda, dan jasa-jasa manusia, seperti
terlihat pada Rotary Club, YMCA, dan dewan-dewan sekolah.!
Peran gereja di AS tersebut memunculkan berbagai pertanyaan
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penting: khususnya, apakah lembaga-lembaga keagamaan berfungsi
dengan cara yang serupa di negara-negara lain, mendorong
jaringan-jaringan sosial, aktivisme kelompok, dan keterlibatan sipil?
Dan, jika demikian, apakah sekularisasi memiliki andil pada
pengikisan modal sosial dalam masyarakat-masyarakat pasca-
industri? Untuk memfokuskan perhatian pada isu-isu ini, bagian
pertama dari bab ini menjabarkan teori Robert Putnam yang ber-
pengaruh tentang peran agama dalam modal sosial. Kita kemudian
menganalisa tingkat di mana partisipasi keagamaan memengaruhi
rasa menjadi bagian dari organisasi-organisasi sukarela dan asosiasi-
asosiasi komunitas, baik yang berdasar keyakinan maupun non-
religius, dalam agama-agama dan jenis masyarakat yang berbeda.
Bagian terakhir bab ini mengkaji dampak-dampak partisipasi
keagamaan pada sikap-sikap dan perilaku sipil dalam lingkup yang
lebih luas.

Teori Putnam tentang Modal Sosial

Teori-teori tentang modal sosial bermula dalam gagasan-gagasan
Pierre Bourdieu dan James Coleman, yang menegaskan pentingnya
ikatan-ikatan sosial dan norma-norma bersama bagi kebaikan sosial
dan efisiensi ekonomi.> Robert Putnam memancing perdebatan luas
saat ia memperluas gagasan ini dalam Making Democracy Work
(1993) dan dalam Bowling Alone (2000).> Bagi Putnam, modal
sosial berarti “hubungan-hubungan di antara individu-individu—
jaringan-jaringan sosial dan norma-norma ketimbal-balikan dan
kepercayaan yang muncul dari semua itu.”* Hal ini dipahami baik
sebagai suatu fenomena struktural (jaringan-jaringan sosial antar-
teman, tetangga, dan kolega) dan fenomena budaya (norma-norma
sosial yang mempermudah kerjasama).

Inti dari teori Putnam ada pada tiga klaim utama. Pertama adalah
bahwa jaringan-jaringan horizontal yang ada dalam masyarakat
sipil—dan norma-norma serta nilai-nilai yang berhubungan dengan
ikatan-ikatan ini—memunyai dampak-dampak sosial penting, baik
bagi orang-orang yang ada di dalamnya maupun bagi masyarakat
pada umumnya, dengan menghasilkan berbagai barang publik dan
privat. Secara khusus, jaringan-jaringan antar-teman, kolega, dan
tetangga terkait dengan norma-norma resiprositas umum dalam
suatu jaringan tanggung jawab dan kewajiban bersama. Membangun
berbagai jaringan dianggap mendorong kondisi-kondisi bagi
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kolaborasi, koordinasi dan kerjasama untuk menghasilkan barang-
barang kolektif. Organisasi-organisasi sukarela seperti asosiasi
orangtua-guru, kelompok-kelompok perempuan, dan perkumpulan-
perkumpulan pemuda dianggap sangat penting bagi proses ini
karena keterlibatan aktif membuat orang-orang setempat
melakukan kontak langsung, mencapai tujuan-tujuan komunitas
tertentu, dan mendorong berbagai karakteristik yang lebih luas,
termasuk kepercayaan antar-orang. Pada gilirannya, modal sosial
dianggap berfungsi sebagai sumber daya penting yang menghasilkan
beragam keuntungan mulai dari kesehatan dan kebahagiaan
individu hingga pertumbuhan dan pendidikan anak, toleransi sosial,
kemakmuran ekonomi, kinerja kelembagaan yang baik, dan
mengurangi kekerasan etnis: “modal sosial membuat kita lebib
cerdas, sehat, aman dan kaya.””

Lebih jauh, dalam Bowling Alone Putnam menyatakan bahwa,
karena gereja lazimnya memainkan peran vital dalam kehidupan
sipil Amerika, proses sekularisasi secara signifikan memiliki andil
bagi pengikisan aktivisme komunitas. Putnam menganggap
organisasi-organisasi keagamaan, khususnya gereja Protestan, sangat
penting bagi masyarakat sipil Amerika: “komunitas-komunitas
keyakinan di mana orang-orang beribadah bersama merupakan satu-
satunya tempat modal sosial paling penting di Amerika.”® Keter-
libatan keagamaan dianggap penting bagi komunitas-komunitas
Amerika, di mana organisasi-organisasi berbasis keyakinan melayani
kehidupan sipil secara langsung dengan menyediakan dukungan
sosial bagi para anggota dan berbagai layanan bagi orang-orang
lokal, dan secara tidak langsung, dengan mengasah ketrampilan-
ketrampilan organisasi, menanamkan nilai-nilai moral, dan men-
dorong altruisme. Menurutnya, merosotnya keterlibatan keagama-
an di abad ke-20 paling jelas di kalangan generasi muda. “Warga
Amerika pergi ke gereja kurang sering dibanding yang kita lakukan
tiga atau empat dekade yang lalu, dan gereja-gereja yang kita
kunjungi kurang terlibat dengan komunitas yang lebib luas. Berbagai
kecenderungan dalam kebidupan keagamaan memperkuat dan
bukan mengimbangi kemerosotan tak menyenangkan dalam
keterkaitan sosial dalam komunitas sekular.”” Putnam menyatakan
bahwa dalam hal ini AS tidaklah unik, karena kemerosotan dalam
kehadiran di gereja juga jelas terlihat di masyarakat-masyarakat di
tempat lain: “Kemerosotan universal dalam hal keterlibatan di
lembaga-lembaga ini merupakan suatu fakta yang sangat menonjol
tentang dinamika modal sosial dalam demokrasi-demokrasi maju.”®
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Putnam juga menyatakan bahwa modal sosial memiliki
konsekuensi-konsekuensi politik yang signifikan, bagi kewarga-
negaraan demokratis dan juga bagi kinerja pemerintah. Teori
tersebut dapat dipahami sebagai suatu model dua-langkah yang
mengklaim bahwa masyarakat sipil secara langsung mendorong
modal sosial (jaringan-jaringan sosial dan norma-norma budaya
yang muncul dari masyarakat sipil), yang pada gilirannya memper-
mudah partisipasi politik dan pemerintah yang baik. “Keterlibatan
sipil” mengacu pada berbagai macam aktivitas, mulai dari pemberi-
an suara hingga bentuk-bentuk partisipasi yang lebih menuntut
seperti kampanye, keanggotaan partai, menghubungi para pejabat,
dan melakukan protes. Pemikir-pemikir lain juga menegaskan peran
penting gereja dalam mendorong keterlibatan sipil di Amerika;
misalnya, Verba, Schlozman, dan Brady menemukan bahwa direkrut
untuk memilih atau melakukan bentuk tindakan politik yang lain
melalui gereja, kerja, atau organisasi non-politik yang lain
merupakan suatu alat prediksi partisipasi politik yang kuat, kira-kira
sama kuatnya dengan pendidikan atau ketertarikan politik.’
Rosenstone dan Hansen menyatakan bahwa orang-orang “ditarik”
ke dalam aktivisme politik oleh organisasi-organisasi partai,
jaringan-jaringan kelompok seperti gereja, dan oleh jaringan-
jaringan sosial informal.'® Dengan berdasar pada bukti-bukti survei
Amerika yang tersedia sejak akhir 1960-an dan awal 1970-an,
Putnam mencatat suatu pengikisan bentuk-bentuk konvensional
keterlibatan politik, misalnya menghadiri pertemuan publik, bekerja
demi sebuah partai politik, dan menandatangani petisi, yang ia
kaitkan dengan kemerosotan dalam asosiasi-asosiasi sukarela selama
era pasca-perang.'! Putnam memperlihatkan bahwa keanggotaan
dalam banyak bentuk asosiasi sipil, termasuk serikat pekerja,
kelompok-kelompok sosial seperti Elks dan Moose, dan organisasi-
organisasi komunitas seperti Asosiasi Orangtua Guru (Parent
Teachers Association), meluas pada awal abad ke-20 namun kemu-
dian memudar di Amerika pasca-perang.

Namun tetap tidak jelas apakah suatu pengikisan terus-menerus
dalam hal keanggotaan dalam organisasi-organisasi sukarela terjadi
selama era pasca-perang, di AS atau di negara-negara pasca-industri
yang lain.'> Beberapa peneliti memperselisihkan bukti-bukti
Amerika tersebut; Rotolo, misalnya, mengkaji kecenderungan-
kecenderungan tahunan dalam keanggotaan asosiasi di Amerika dari
1974 hingga 1994 sebagaimana diukur oleh Survei Sosial Umum,
meniru pendekatan Putnam.’ Studi tersebut menegaskan bahwa
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beberapa organisasi, seperti kelompok-kelompok yang terkait
dengan gereja, serikat-serikat buruh, organisasi-organisasi per-
saudaraan, kelompok-kelompok olah raga, dan kelompok maha-
siswa, mengalami kemerosotan keanggotaan. Namun organisasi-
organisasi yang lain memiliki keanggotaan yang stabil, dan beberapa
kelompok, seperti kelompok hobi, kelompok sastra, asosiasi
profesional, organisasi-organisasi yang terkait dengan gereja, dan
kelompok-kelompok veteran, mengalami suatu peluasan dalam
keanggotaan yang substansial selama tahun-tahun ini. Wuthnow
mencapai kesimpulan-kesimpulan yang serupa menyangkut ber-
bagai kecenderungan dalam sektor-sektor sosial yang beragam.'
Penelitian yang tersedia umumnya gagal memperlihatkan
kemerosotan yang konsisten dan universal dalam afiliasi orang pada
umumnya dalam berbagai macam asosiasi di sebagian besar negara
pasca-industri pada dekade-dekade terakhir. Sebaliknya, studi-studi
umumnya melaporkan beragam kecenderungan dalam keanggotaan
dan aktivisme pada jenis-jenis kelompok asosiasi yang berbeda,
misalnya kemerosotan dalam basis massa dari serikat-serikat pekerja
di banyak negara (namun tidak semua negara), dan aktivisme yang
meningkat dalam gerakan-gerakan sosial baru, termasuk gerakan-
gerakan yang berkenaan dengan hak-hak asasi manusia, globalisasi,
isu-isu perempuan, dan lingkungan.'> Berbagai perbandingan juga
mengungkapkan perbedaan-perbedaan dalam kekuatan dan vitalitas
masyarakat sipil di wilayah-wilayah budaya dan negara yang
berbeda di seluruh dunia, yang mungkin terkait dengan hubungan
historis antara masyarakat sipil dan negara, seperti perbedaan-
perbedaan tajam yang terlihat antara masyarakat-masyarakat
Nordik dan bekas negara-negara Soviet. Kees Aarts, misalnya,
melaporkan berbagai fluktuasi tanpa-kecenderungan dalam tingkat
keanggotaan dalam organisasi-organisasi tradisional di Eropa Barat
pada 1950an-1990an.'® Studi-studi kasus historis di negara-negara
tertentu umumnya menemukan pola yang rumit. Sebagai contoh
Peter Hall mengkaji berbagai kecenderungan dalam serangkaian
indikator modal sosial di Inggris Raya.!” Ia menyimpulkan bahwa
keanggotaan dalam asosiasi-asosiasi sukarela kurang lebih stabil
sejak 1950-an, meningkat pada 1960-an, dan berkurang hanya
sedikit sejak saat itu. Meskipun popularitas gereja merosot pada
dekade-dekade terakhir, organisasi-organisasi lingkungan dan amal
meluas, sehingga secara keseluruhan sektor sukarela di Inggris Raya
tetap kaya dan giat. Studi-studi kasus di Swedia, Jepang, dan
Australia menegaskan berbagai kecenderungan kompleks yang
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serupa.'® Serangkaian studi yang baru muncul tentang modal sosial
di masyarakat-masyarakat pasca-Komunis dan berkembang juga
menolak adanya hubungan yang sederhana di antara jaringan sosial
dan kepercayaan, perkembangan manusia, dan pemerintahan yang
baik.’ Oleh karena itu, meskipun tampak jelas bahwa sekularisasi
terjadi di sebagian besar negara kaya, dari kepustakaan dalam
bidang ini tetap tidak jelas apakah proses ini memiliki andil bagi
pengikisan organisasi-organisasi berbasis-keyakinan, seperti kegiat-
an amal yang terkait dengan gereja, jaringan-jaringan sosial, dan
perkumpulan-perkumpulan pemuda, seperti yang mungkin di-
andaikan. Dan tetap tidak jelas apakah merosotnya kehadiran di
gereja menyebabkan merosotnya keanggotaan dalam asosiasi-
asosiasi komunitas dan keterlibatan dalam urusan-urusan sipil
secara lebih umum, seperti yang dikhawatirkan banyak pengamat.

Membandingkan Keanggotaan dalam Asosiasi

Untuk mengkaji isu-isu ini, kita akan menganalisa bukti-bukti
sistematis yang berkenaan dengan serangkaian hipotesa yang bisa
diuji. Menurut teori modal sosial, partisipasi keagamaan (yang
didefinisikan sebagai kehadiran reguler dalam ibadah keagamaan)
diprediksi memengaruhi:

i. Keanggotaan dalam organisasi-organisasi keagamaan terkait,
yang dicontohkan oleh kelompok-kelompok kesejahteraan ber-
basis-keyakinan, di mana kita mengharapkan dampak-dampak
partisipasi keagamaan paling kuat dan paling langsung;

ii. Keanggotaan pada serangkaian organisasi sukarela non-religius
dan asosiasi komunitas, misalnya yang berkenaan dengan
kelompok-kelompok pendidikan dan budaya, perkumpulan
olahraga, dan serikat pekerja; dan terakhir

iii. Keterlibatan sipil yang lebih umum, yang mencakup sikap-sikap
sosial dan perilaku politik, di mana kita menghipotesakan bahwa
partisipasi keagamaan mungkin hanya akan memiliki dampak
yang lebih lemah dan tidak langsung.

Kita juga akan mengkaji dampak dari variabel-variabel perantara
(intervening variables) yang bisa memengaruhi hubungan ini. Lebih
khusus, kita akan menentukan apakah hubungan antara partisipasi
keagamaan dan faktor-faktor ini berbeda-beda di antara berbagai
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keyakinan, misalnya antara organisasi yang lebih “horizontal” dan
egalitarian yang khas gereja Protestan, dan organisasi yang lebih
“hierarkis” yang tampak pada Gereja Katolik, serta di antara jenis-
jenis masyarakat kaya dan miskin yang berbeda. Kita akan mengkaji
baik dimensi struktural maupun kultural dari modal sosial — yakni,
kuatnya jaringan-jaringan sosial (diukur dengan keterlibatan dalam
serangkaian kelompok asosiasi), dan kuatnya norma-norma budaya
(diukur dengan rasa kepercayaan sosial). Dan karena modal sosial
adalah suatu fenomena relasional, ditemukan dalam ikatan-ikatan
antara para tetangga, kolega kerja, dan teman, hubungan apa pun
antara partisipasi keagamaan, asosiasi sukarela, dan keterlibatan
sipil akan diteliti pada tingkat individu maupun sosial.

Analisa empiris tersebut berfokus pada dua gelombang Survei
Nilai-nilai Dunia (pada awal 1990-an dan pada 1999-2001) yang
memuat ukuran-ukuran yang identik tentang keanggotaan asosiasi
sebagai berikut:2 “Silakan perhatikan secara cermat daftar
organisasi dan aktivitas sukarela berikut, dan katakan ... (a) Mana,
jika ada, yang anda terlibat di dalamnya? (b) Kerja sukarela tak-
dibayar apa, jika ada, yang belakangan ini anda lakukan?” Survei
tersebut mendaftar 15 jenis kelompok sosial, termasuk organisasi
gereja atau keagamaan, olahraga atau rekreasi, partai politik, seni,
musik, atau pendidikan, serikat buruh, asosiasi profesional,
organisasi kesehatan, amal, lingkungan, dan organisasi sukarela
yang lain. Dengan demikian, rangkaian organisasi yang beragam
tersebut mencakup kelompok-kelompok kepentingan tradisional
dan asosiasi-asosiasi sipil utama, serta beberapa gerakan sosial baru.

Tingkat perkembangan manusia dan politik, serta pola-pola usia,
gender, pendidikan, dan penghasilan, sering kali secara sistematis
terkait dengan partisipasi dalam ibadah keagamaan, serta dengan
keanggotaan dalam asosiasi-asosiasi komunitas dan tingkat
keterlibatan sipil. Analisa tersebut dengan demikian menggunakan
model-model regresi multivariat yang menganalisa dampak
partisipasi keagamaan dengan kontrol-kontrol sebelumnya bagi
tingkat perkembangan manusia dan politik, serta bagi faktor-faktor
standar yang umumnya terkait dengan partisipasi sipil pada tingkat
individu, seperti pendidikan, penghasilan, gender, dan usia.
Perbedaan-perbedaan kelompok keagamaan mungkin juga penting;
Robert Wuthnow melihat bahwa di AS, keanggotaan dalam jemaah-
jemaah Protestan garis-utama memunculkan berbagai jenis jaringan,
norma, dan hubungan sosial yang membantu individu dan komu-
nitas mencapai tujuan-tujuan penting, mendorong kesukarelaan,
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keterlibatan sipil, dan partisipasi politik — dan bahwa keanggotaan
di gereja-gereja evangelis tidak memunculkan dampak-dampak ini.
[a menganggap bahwa modal sosial di Amerika mungkin menurun
karena kemerosotan demografis jemaah Protestan garis-utama sejak
1960-an, dibandingkan dengan pertumbuhan gereja Baptis dan
kalangan evangelis yang cepat seperti jemaah Pantekosta, yang
dipicu oleh berbagai kecenderungan dalam populasi dan imigrasi.?!
Tingkat perkembangan sosial juga relevan; kita telah melihat bahwa
religiusitas jauh lebih kuat di negara-negara berkembang yang
miskin dibanding di negara-negara kaya. Meskipun demikian, ke-
anggotaan asosiasi diharapkan relatif tersebar luas dalam demokrasi-
demokrasi pasca-industri, di mana partai, serikat buruh, asosiasi
profesional, dan organisasi-organisasi lain yang terkait tertanam
kuat di kalangan kelas menengah profesional dalam masyarakat
sipil. Karena alasan-alasan ini, kita juga mengkaji apakah partisipasi
keagamaan menyebabkan berbagai perbedaan signifikan yang
terkait dengan jenis keyakinan keagamaan dan jenis masyarakat.

(i) Menjelaskan Keanggotaan dalam Organisasi-
Organisasi Keagamaan

Kita akan mengkaji dampak partisipasi keagamaan pada keanggota-
an dalam asosiasi-asosiasi sukarela gereja atau asosiasi-asosiasi yang
berbasis-keagamaan, di mana yang terakhir ini diukur sebagai suatu
variabel dummy. Kita menghipotesakan bahwa menghadiri ibadah-
ibadah keagamaan akan sangat terkait dengan keanggotaan dalam
kelompok-kelompok gereja yang lain, yang diperlihatkan oleh
jemaah-jemaah yang sukarela membantu bersama sekolah-sekolah
Minggu Protestan, organisasi derma Yahudi, atau program-program
pemuda Katolik. Hasil-hasil dari model regresi logistik multivariat
dalam Tabel 8.1 menegaskan bahwa keanggotaan dalam organisasi-
organisasi keagamaan meningkat bersama tingkat perkembangan
manusia dan politik; berkembangnya kemakmuran, pendidikan,
dan waktu luang, dan meluasnya masyarakat sipil dengan
demokratisasi, meningkatkan keanggotaan dalam asosiasi-asosiasi
yang terkait dengan gereja, serta keanggotaan dalam banyak
kelompok kepentingan yang lain dan gerakan-gerakan sosial baru.
Keanggotaan individu juga meningkat bersama tingkat usia dan
penghasilan, ciri-ciri yang ditemukan terkait dengan keterlibatan
sipil dalam banyak studi. Namun gender terbukti tidak signifikan;
religiusitas perempuan yang lebih kuat tampak mengimbangi
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Tabel 8.1. Menjelaskan Keanggotaan dalam Organisasi-organisasi
Keagamaan

Keanggotaan dalam
Organisasi-organisasi

Keagamaan

B s.e. Sig.
Kontrol-kontrol perkembangan
Tingkat perkembangan manusia (skala 100-poin) 1,057 1,42 ok
Tingkat perkembangan politik 0,309 0,015 e
Kontrol-kontrol sosial
Usia (tahun) 0,002 0,001 o
Gender (laki-laki = 1) 0,028 0,028 N/s
Pendidikan (3 kategori rendah ke tinggi) -0,058 0,019 Ly
Penghasilan (10 kategori rendah ke tinggi) 0,076 0,005 e
Partisipasi Keagamaan dan Jenis Keyakinan
Partisipasi keagamaan 0,342 0,008 e
Protestan 1,945 0,128 o
Katolik 0,331 0,129 e
Ortodoks -1,22 0,172 e
Islam 0,065 0,135 N/s
Yahudi 1,409 0,250 e
Hindu 1,790 0,191 e
Budha 0,605 0,166 i
Atheis 1,013 0,140
(Konstan) -6,519
% diprediksikan dengan benar 85
Nagelkerke R? 0,356

CATATAN: Tabel di atas menyajikan hasil-hasil dari model regresi logistik di mana
keanggotaan dalam sebuah organisasi keagamaan adalah variabel dependen.
Angka-angka tersebut menggambarkan Beta (B) yang tidak distandarkan, standar
kesalahan (s.e.), dan signifikansi koefisien (Sig.): ***P = 0,001; **P = 0,01; *P =
0,05. N/s = Tidak signifikan. Partisipasi keagamaan: Q185: “Selain pernikahan, pe-
makaman, dan pembabtisan, seberapa sering kira-kira anda menghadiri ibadah-
ibadab keagamaan belakangan ini? Lebih dari sekali seminggu, sekali seminggu,
sekali sebulan, hanya pada hari raya-hari raya tertentu, sekali setabun, sangat
jarang, tidak pernah atau hampir tidak pernah.” Keanggotaan dalam organisasi
keagamaan: “Silabkan perbatikan dengan cermat daftar organisasi dan aktivitas
sukarela berikut ini dan katakan ... (a) Di organisasi mana, jika ada, anda terlibat
di dalamnya? Sebuabh organisasi keagamaan atau yang terkait dengan gereja”
(Dikodekan 0/1). Keyakinan keagamaan: “Apakah anda menjadi anggota sebuah
kelompok keagamaan?” Jika ya, “Yang mana?” Jika tidak, dikodekan tidak/atheis
(0). Diukur pada tingkat individu.

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia, Gelombang IV 1999-2001.
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kecenderungan laki-laki yang lebih besar untuk bergabung dengan
sebagian besar jenis organisasi.?? Pendidikan juga terbukti memiliki
dampak negatif, bertentangan dengan pola lazim dari partisipasi;
hal ini mengandaikan bahwa organisasi-organisasi berdasar-
keyakinan memberikan suatu saluran keterlibatan komunitas yang
penting bagi mereka yang religius namun memiliki tingkat
pendidikan yang lebih rendah. Babkan setelah rangkaian kontrol ini
diterapkan, kehadiran reguler di gereja, masjid, kuil, dan sinagog
memperlibatkan dampak yang signifikan pada keanggotaan dalam
organisasi-organisasi keagamaan, seperti bersukarela membantu
menjalankan organisasi amal berbasis-keyakinan, dapur-dapur sop,
dan perkumpulan-perkumpulan sosial. Di antara mereka yang
menghadiri ibadah keagamaan paling tidak seminggu sekali, satu
per tiga menjadi anggota sebuah asosiasi keagamaan atau yang
terkait dengan gereja, dibandingkan dengan hanya empat persen
dari mereka yang tidak hadir secara reguler. Pola ini ditemukan
pada setiap jenis keyakinan kecuali Ortodoks (yang secara negatif
terkait dengan menjadi bagian dari organisasi-organisasi ke-
agamaan) dan Islam (dengan suatu hubungan yang positif, namun
tidak signifikan, yang mencerminkan jumlah kasus yang terbatas
dari negara-negara Muslim). Hubungan itu paling kuat ditemukan
di kalangan Protestan dan Hindu, di mana sekitar satu dari empat
orang menjadi bagian dari organisasi keagamaan, kemudian diikuti
oleh kalangan Yahudi. Kalangan atheis, seperti diperkirakan, me-
miliki keterlibatan dalam organisasi keagamaan yang lebih rendah
dibanding rata-rata.

(ii) Menjelaskan Keanggotaan dalam Organisasi-
organisasi Non-Keagamaan

Penegasan bahwa kehadiran di gereja terkait dengan keanggotaan
dalam asosiasi-asosiasi yang berbasis-keyakinan tidak mengejutkan.
Jika hanya hal ini yang diklaim, maka teori Putnam akan dangkal
belaka. Namun, teori modal sosial Putnam membuat suatu klaim
yang kurang jelas dan lebih menarik: bahwa masyarakat sipil lebih
kokoh dan kuat jika orang-orang menjadi bagian dari beragam
kategori yang saling bersinggungan, seperti kelompok-kelompok
profesional dan filantropis, atau organisasi lingkungan dan serikat
buruh, sehingga kehadiran di gereja memperkuat hubungan-
hubungan lain yang saling bersinggungan dalam komunitas. Bentuk-
bentuk modal sosial “yang menjembatani,” yang menjangkau
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sektor-sektor dan cara-cara pandang ideologis yang berbeda,
diperkuat oleh beragam keanggotaan. Apakah lembaga-lembaga
keagamaan memiliki kekuatan untuk memengaruhi keterlibatan
yang lebih luas dalam kehidupan komunitas? Untuk menguji klaim
ini, kita akan membandingkan jumlah rata-rata dari asosiasi-asosiasi
komunitas non-religius yang diikuti orang-orang, dengan meng-
gunakan skala 14-poin yang meringkaskan keanggotaan dalam
semua organisasi yang didaftar dalam Tabel 8.3 kecuali kategori
religius atau yang terkait dengan gereja. Secara keseluruhan sekitar
setengah (50%) dari publik melaporkan tidak menjadi bagian dari
asosiasi sukarela apa pun, satu per empat (24%) dari publik menjadi
bagian dari hanya satu jenis organisasi, sementara satu per empat
sisanya adalah anggota lebih dari satu jenis kelompok.?

Tabel 8.2 menganalisa faktor-faktor yang memprediksi keang-
gotaan dalam organisasi sukarela dan asosiasi-asosiasi komunitas.
Sekali lagi, tingkat perkembangan politik terkait secara positif
dengan keanggotaan dalam asosiasi; seperti diamati banyak
pengamat, meningkatnya hak-hak politik dan kebebasan sipil, yang
dihubungkan dengan proses demokratisasi, memperluas kesem-
patan bagi partisipasi di kalangan bawah masyarakat sipil.
Perkembangan manusia juga terkait secara positif, meskipun dalam
hal ini hubungan tersebut terbukti tidak signifikan. Pada tingkat
individu, pendidikan dan penghasilan yang lebih tinggi, serta gender
(laki-laki) juga terkait dengan keanggotaan dalam lebih dari satu
kelompok, suatu temuan yang sudah sangat umum dalam ke-
pustakaan tentang partisipasi politik.>* Setelah menerapkan kontrol-
kontrol tingkat makro dan mikro ini, hasil-hasilnya memperlihatkan
bahwa partisipasi keagamaan secara positif terkait dengan tingkat
keanggotaan yang lebib tinggi dalam asosiasi-asosiasi komunitas
non-religius. Para anggota jemaah lebih mungkin dibanding rata-
rata orang untuk menjadi anggota beragam organisasi sukarela,
sebagaimana yang diklaim oleh teori modal sosial. Namun pola ini
berbeda-beda berdasarkan jenis keyakinan; kalangan Protestan
secara signifikan memiliki keanggotaan yang lebih tinggi dibanding
rata-rata dalam asosiasi-asosiasi ini, seperti halnya juga orang-orang
Yahudi, Hindu, dan Budha, sementara kalangan Katolik, Ortodoks,
Muslim, dan atheis memiliki keanggotaan dalam kelompok yang
lebib sedikit dibanding rata-rata. Seperti yang ditemukan Wuthnow
di AS, gereja-gereja Protestan mendorong suatu perasaan keter-
libatan dengan komunitas yang lebih besar dibanding gereja-gereja
Katolik, meskipun dalam hal ini mereka tidak unik.
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Tabel 8.2. Menjelaskan Keanggotaan dalam Organisasi-organisasi
Sukarela Non-Religius

Menjadi Anggota Berapa Banyak
Organisasi Non-Religius (Vol-org)

B s.e. Beta Sig.

Kontrol-kontrol perkembangan
Tingkat perkembangan manusia

(skala 100-poin) 0,070 0,067 0,007 N/s
Tingkat perkembangan politik 0,093 0,005 0,115 o
Kontrol-kontrol sosial
Usia (tahun) 0,000 0,000 -0,001 N/s
Gender (laki-laki = 1) 0,107 0,012 0,037 e
Pendidikan (3 kategori rendah ke tinggi) 0,178 0,009 0,093 e
Penghasilan (10 kategori rendah ke tinggi) 0,067 0,002 0,119 ok
Partisipasi Keagamaan dan Jenis

Keyakinan
Partisipasi keagamaan 0,041 0,003 0,063 o
Protestan 0,111 0,030 0,029 .
Katolik -0,365 0,044 -0,112 o
Ortodoks -0,815 0,031 -0,107 o
[slam -0,446 0,142 -0,125 N/s
Yahudi 0,783 0,096 0,024 o
Hindu 0,536 0,062 0,025 o
Budha 0,256 0,013 0,019 o
Atheis -0,102 0,028 -0,029 o
(Konstan) -0,396
R® yang disesuaikan 0,082

CATATAN: Tabel di atas menggunakan analisa regresi OLS (ordinary least squares)
di mana jumlah keanggotaan dari semua organisasi non-religius adalah variabel de-
penden dalam gelombang Survei Nilai-nilai Dunia paling baru. Angka-angka terse-
but menggambarkan Beta (B) yang tidak distandarkan, standar kesalahan (s.e.),
beta yang distandarkan (Beta), dan signifikansi koefisien (Sig.): ***P = 0,001; **P
= 0,01; *P = 0,05. N/s = Tidak signifikan. Vol-Any: Persentase menjadi anggota
paling tidak satu asosiasi non-religius. Partisipasi keagamaan: P185: “Selain
pernikahan, pemakaman, dan pembabtisan, seberapa sering kira-kira anda meng-
hadiri ibadah-ibadah keagamaan belakangan ini? Lebib dari sekali seminggu, sekali
seminggu, sekali sebulan, hanya pada hari raya-hari raya tertentu, sekali setabun,
sangat jarang, tidak pernah atau hampir tidak pernah.” Keanggotaan dalam asosi-
asi: “Silakan perbatikan dengan cermat daftar organisasi dan aktivitas sukarela
berikut ini dan katakan ... (a) Di organisasi mana, jika ada, anda terlibat di dalam-
nya? (Masing-masing dikodekan 0/1 dan dijumlabkan, skala 0-14 tanpa menyer-
takan keanggotaan dalam sebuah asosiasi keagamaan) Untuk daftar organisasi, lihat
Tabel 8.3.

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia, Gelombang IV 1999-2001.
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Untuk menganalisa bagaimana aktivisme berbeda-beda berdasar-
kan jenis asosiasi, Tabel 8.3 menggunakan model-model regresi
logistik, dengan kontrol-kontrol sosial dan individual, menyajikan
koefisien-koefisien regresi bagi dampak-dampak partisipasi ke-
agamaan pada keanggotaan dalam setiap jenis organisasi, serta
menggambarkan rata-rata keanggotaan bagi mereka yang meng-
hadiri dan tidak menghadiri ibadah keagamaan seminggu sekali.
Hasil-hasilnya memperlihatkan bahwa kehadiran di gereja reguler
paling kuat terkait dengan keanggotaan dalam asosiasi-asosiasi yang
berkenaan dengan fungsi-fungsi filantropis tradisional lembaga-
lembaga keagamaan, termasuk kelompok untuk kesejahteraan sosial
misalnya bagi para manula atau orang-orang cacat, kelompok-
kelompok pendidikan dan budaya, kelompok-kelompok aksi
komunitas lokal menyangkut isu-isu seperti kemiskinan, perumah-
an, dan kesetaraan ras, kelompok-kelompok perempuan, dan
kelompok kerja kaum muda. Sebagai contoh, 15% dari mereka yang
menghadiri ibadah tiap minggu juga terlibat secara sukarela dalam
organisasi-organisasi kesejahteraan sosial, dibandingkan dengan 9%
dari mereka yang tidak hadir di gereja secara reguler. Sekitar 9%
dari mereka yang hadir di gereja secara reguler juga bersukarela
untuk kelompok kerja kaum muda, hampir dua kali lipat dari
mereka yang tidak sering hadir di gereja. Sebaliknya, kehadiran di
gereja hanya terkait secara lemah dengan jenis-jenis asosiasi sipil
yang lain yang kurang kuat berhubungan dengan fungsi-fungsi
filantropis utama lembaga-lembaga keagamaan, seperti keanggotaan
dalam partai, asosiasi profesional, dan kelompok-kelompok
olahraga. Satu-satunya organisasi yang memperlihatkan hubungan
negatif dengan kehadiran di gereja adalah keanggotaan dalam
serikat-serikat buruh. Pola tersebut menegaskan klaim teori modal
sosial bahwa jaringan-jaringan sosial dan komunikasi-komunikasi
personal yang bersumber dari kehadiran reguler di gereja
memainkan peran penting, bukan hanya dalam mendorong
aktivisme di organisasi-organisasi keagamaan, melainkan juga dalam
memperkuat asosiasi-asosiasi komunitas pada umumnya. Dengan
menyediakan tempat-tempat pertemuan komunitas, mengumpulkan
bersama para tetangga sekitar, dan mendorong altruisme, dalam
banyak keyakinan (meski tidak semua), lembaga-lembaga
keagamaan tampak meningkatkan ikatan-ikatan pada kehidupan
sipil.
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Tabel 8.3. Partisipasi Keagamaan dan Keanggotaan Asosiasi

Tidak
Menghadiri ~ Menghadiri
Ibadah Tiap  Ibadah tiap

Minggu (%)  Minggu (%) B s.e.
Organisasi keagamaan atau yang terkait 33 4 0,342 0,008
dengan gereja
Gerakan perdamaian 5 2 0,280 0,011
Kelompok-kelompok perempuan 9 3 0,200 0,012
Kelompok pemuda (misalnya, pramuka, 9 5 0,200 0,011
pemandu, perkumpulan pemuda)
Aksi komunitas lokal menyangkut isu-isu 9 4 0,141 0,011
seperti kemiskinan, pekerjaan, perumahan,
kesetaraan ras
Pelayanan kesejahteraan sosial bagi manula, 15 9 0,134 0,005
orang-orang cacat, atau kaum papa
Pembangunan dunia ketiga atau hak-hak asasi 5 3 0,113 0,013
manusia
Pendidikan, kesenian, musik atau aktivitas- 18 13 0,077 0,004
aktivitas budaya
Asosiasi profesional 12 10 0,067 0,005
Partai atau kelompok politik 12 10 0,046 0,005
Kelompok konservasi, lingkungan, atau 10 8 0,044 0,005
hak-hak hewan
Kelompok kesehatan 8 4 0,028 0,009
Olahraga atau rekreasi 20 20 0,026 0,004
Serikat buruh 13 20 -0.112 0,004

CATATAN: Untuk detail model-model regresi logistik tersebut lihat catatan pada
Tabel 8.1. Model-model di atas mengontrol tingkat perkembangan manusia dan
politik dalam tiap-tiap masyarakat, serta dampak-dampak usia, gender, pendidikan,
dan penghasilan pada tingkat-individu. B = Beta yang tidak distandarkan, s.e. =
standar kesalahan, Sig. = signifikansi. Partisipasi keagamaan: P185: “Selain pernika-
han, pemakaman, dan pembabtisan, seberapa sering kira-kira anda menghadiri
ibadah-ibadah keagamaan belakangan ini? Lebib dari sekali seminggu, sekali semi-
nggu, sekali sebulan, hanya pada hari raya-hari raya tertentu, sekali setabun, sangat
jarang, tidak pernah atau hampir tidak pernah.” Keanggotaan asosiasi: “Silabkan per-
hatikan dengan cermat daftar organisasi dan aktivitas sukarela berikut ini dan
katakan ... (a) Di organisasi mana, jika ada, anda terlibat di dalamnya?”

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia 1999-2001.

(iii) Menjelaskan Pola-pola Keterlibatan Sipil
yang Lebih Luas

Teori modal sosial menyatakan bahwa keanggotaan asosiasi hanya
merupakan satu aspek dari fenomena ini, dan kita juga perlu
mengkaji apakah kehadiran di gereja dan keanggotaan dalam
organisasi yang terkait dengan gereja memengaruhi sikap-sikap
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sosial yang lebih luas, termasuk kepercayaan sosial, toleransi sosial,
dan kepercayaan pada pemerintah, serta aktivisme sipil dan
kesediaan untuk terlibat dalam protes politik. Dalam hal ini kita
juga perlu mengkaji baik hubungan-hubungan tingkat individu
maupun tingkat sosial; modal sosial pada dasarnya adalah suatu
fenomena relasional yang hadir sebagai kebaikan kolektif dalam
tiap-tiap komunitas, dan bukan sekadar suatu sumber daya
individual. Meskipun mungkin tidak ada hubungan pada tingkat-
individual antara partisipasi keagamaan dan keterlibatan sipil,
sangat mungkin terdapat sebuah hubungan yang penting pada
tingkat-agregat.?

Kepercayaan antar-pribadi merupakan salah satu komponen
paling penting dari modal sosial, karena hal itu diyakini mendorong
kerjasama dan koordinasi, memungkinkan komunitas bekerja
bersama secara spontan tanpa sanksi hukum formal atau
keterlibatan negara.?¢ Dalam Survei Nilai-nilai Dunia 2001,
kepercayaan sosial diukur melalui pertanyaan standar: “Secara
umum, apakah anda menganggap bahwa sebagian besar orang dapat
dipercaya atau babwa anda tidak bisa terlalu berbati-hati dalam
berurusan dengan orang?” Ukuran ini mengandung beberapa
keterbatasan. Ia memperlihatkan dokotomi sederhana, sedangkan
sebagian besar item survei modern sekarang ini menyajikan skala-
skala kontinyu yang lebih subtil. Bentuk negatif ganda di setengah
terakhir pertanyaan itu mungkin membingungkan para responden.
Tidak ada konteks sosial yang disajikan kepada responden. Mereka
juga tidak bisa membedakan kategori-kategori yang berbeda, seperti
tingkat relatif kepercayaan kepada teman, kolega, keluarga, orang
asing, atau teman kerja. Meskipun demikian, item ini telah diterima
sebagai indikator standar kepercayaan antar-pribadi atau sosial, dan
telah digunakan dalam survei-survei Budaya Sipil dan Survei Sosial
Umum Amerika sejak awal 1970-an, sehingga item ini akan diguna-
kan di sini untuk mempermudah pengulangan studi-studi sebelum-
nya. Ukuran-ukuran lain dari sikap-sikap dan perilaku sipil men-
cakup kecenderungan untuk terlibat dalam diskusi politik dan peng-
ungkapan ketertarikan pada politik, kepercayaan pada lembaga-
lembaga politik pokok (pemerintah, partai, parlemen dan pegawai
negeri), partisipasi pemberian suara, dan terlibat dalam protes
politik, dengan menggunakan ukuran-ukuran yang dikembangkan
dalam survei Aksi Politik, yang berkenaan dengan penandatanganan
petisi, mendukung boikot konsumen, menghadiri demonstrasi yang
sah, dan bergabung dalam pemogokan tidak resmi.
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Tabel 8.4 meringkaskan hubungan antara partisipasi keagamaan,
keanggotaan dalam sebuah organisasi keagamaan, dan rangkaian
indikator ini, setelah mengontrol faktor-faktor tingkat makro dan
mikro yang digunakan dalam model-model sebelumnya. Polanya
tidak konsisten. Kita menemukan bahwa kebadiran di gereja terkait
dengan tingkat diskusi dan ketertarikan politik yang secara
signifikan lebib rendah dibanding rata-rata, dengan tingkat
kepercayaan sosial yang lebibh rendah (berlawanan dengan yang
diprediksikan oleh teori modal sosial), dan dengan partisipasi yang
lebib kecil dalam beberapa bentuk protes politik yang lebih radikal.
Di sisi lain, semua indikator ini memperlihatkan hubungan yang
signifikan dan positif dengan keanggotaan dalam organisasi-
organisasi keagamaan, dengan hanya satu pengecualian (diskusi
politik). Dengan demikian, orang-orang yang menjadi anggota
organisasi-organisasi keagamaan memperlihatkan tingkat sikap dan
perilaku sipil yang reltif tinggi, apakah itu kepercayaan pada
lembaga-lembaga politik besar, partisipasi dalam pemberian suara,
dukungan bagi demokrasi, toleransi dan kepercayaan sosial, ke-
tertarikan pada politik dan kecenderungan untuk menandatangani
petisi, atau partisipasi dalam boikot konsumen.

Jadi, cara-cara yang berbeda dalam mengukur partisipasi
keagamaan memunculkan hasil-hasil yang bertentangan. Angka
kehadiran di gereja yang tinggi terkait secara negatif dengan
aktivitas sipil, namun tingkat keanggotaan yang tinggi dalam
organisasi keagamaan terkait secara positif dengan aktivitas sipil.
Lebih jauh, arah kausalitas tersebut tidak jelas; teori modal sosial
mengandaikan bahwa karena orang-orang berinteraksi secara
langsung dalam organisasi-organisasi yang terkait dengan gereja,
maka mereka belajar untuk menjadi lebih terlibat dalam masalah-
masalah sosial dan urusan-urusan politik komunitas mereka.
Namun proses kausal yang sebaliknya bisa sama-sama terjadi—di
mana orang-orang yang secara sosial memercayai “mereka yang
tergabung” paling mungkin terlibat dalam aktivitas sipil dan
menjadi anggota asosiasi-asosiasi keagamaan. Pada titik ini, kita
hanya bisa menyimpulkan bahwa menjadi anggota organisasi-
organisasi keagamaan memang terkait dengan keterlibatan komu-
nitas dan partisipasi keagamaan, sebagaimana yang diandaikan oleh
teori modal sosial—namun arah hubungan kausal tersebut tidak
jelas. Sekadar menghadiri ibadah keagamaan tampaknya jelas tidak
kondusif bagi aktivitas sipil; aktivitas yang lebih menuntut, yakni
bergabung dengan organisasi-organisasi keagamaan, tampaknya
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Tabel 8.4. Dampak-dampak Partisipasi Keagamaan pada Keterlibatan

Sipil
Menjadi Anggota
Partisipasi Keagamaan sebuah Asosiasi Keagamaan
B s.e. Sig. B s.e. Sig.

Sikap-Sikap Sipil
Ketertarikan politik -0,032 0,003 o 0,119 o
Diskusi politik -0,054 0,004 ok -0,056 0,015 o
Kepercayaan sosial -0,003 0,003 N/ 0,083 0,020 e
Toleransi sosial 0,002 0,000 ek 0,032 0,016 ok
Kepercayaan pada lembaga 0,080 0,004 o 0,072 0,002 i
Menyetujui demokrasi ok e

sebagai sebuah prinsip 0,272 0,027 0,848 0,127
Menyetujui kinerja demokrasi 0,138 0,031 o 0,485 0,145 o
Aktivisme politik
Memberikan suara 0,114 0,003 o 0,072 0,017 o
Menandatangani petisi 0,018 0,003 o 0,399 0,016 -
Bergabung dalam suatu * .

pemboikotan -0,010 0,005 0,291 0,024
Menghadiri demonstrasi ek *

yang sah -0,044 0,004 0,029 0,019
Bergabung dalam suatu o -

pemogokan yang tidak resmi  -0,065 0,007 0,066 0,033

CATATAN: Semua model dengan variabel-variabel dependen yang dikotomis
menggunakan regresi logistik biner, kecuali untuk (i) dengan skala-skala kontinyu,
yang menggunakan regresi OLS (ordinary least squares). Untuk detail model-model
tersebut lihat catatan pada Tabel 8.1. Model-model tersebut semuanya mengontrol
tingkat perkembangan manusia dan politik dalam tiap-tiap masyarakat, serta
dampak-dampak usia, gender, pendidikan, dan penghasilan pada tingkat-individu.
B = Beta yang tidak distandarkan; s.e. = standar kesalahan; Signifikansi (Sig.):
##*p = 0,001; **P = 0,01; *P = 0,05. N/s = Tidak signifikan. Partisipasi keaga-
maan: P185: “Selain pernikahan, pemakaman, dan pembabtisan, seberapa sering
kira-kira anda menghadiri ibadah-ibadah keagamaan belakangan ini? Lebih dari
sekali seminggu, sekali seminggu, sekali sebulan, hanya pada hari raya-hari raya ter-
tentu, sekali setabun, sangat jarang, tidak pernah atau hampir tidak pernah.”
Keanggotaan dalam organisasi keagamaan: “Silabkan perhatikan dengan cermat
daftar organisasi dan aktivitas sukarela berikut ini dan katakan ... (a) Di organisasi
mana, jika ada, anda terlibat di dalamnya? Sebuah organisasi keagamaan atau yang
terkait dengan gereja (Dikodekan 0/1)” Kepercayaan sosial: V25: “Secara umum,
apakah menurut anda sebagian besar orang dapat dipercaya (1) atau bahwa anda
tidak bisa terlalu berhati-hati dalam berurusan dengan orang? (0)” Diskusi Politik:
V32: “Ketika bersama dengan teman-teman anda, apakah anda sering, kadang kala,
atau tidak pernab, berdiskusi masalah-masalah politik?” [% “Sering kali” (1), yan
lain (0)]. Ketertarikan politik: V133: “Menurut anda seberapa besar anda tertari
pada politik?” [% “Sangat tertarik” / “agak tertarik” (1), “Tidak terlalu”/“Sama
sekali tidak”/“Tidak tahu” (0)]. Skala kepercayaan lembaga: kepercayaan pada par-
lemen, pemerintah nasional, partai dan pelayanan sipil, menggunakan skala 16-
poin. Untuk pertanyaan-pertanyaan tentang dan pengkodean indikator-indikator
keterlibatan sipil yang lain, lihat Lampiran A.

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-Nilai Eropa, gabungan 1981-2001.
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malah kondusif bagi aktivitas sipil. Kita menganggap bahwa hal
yang terakhir ini melibatkan suatu proses kausal timbal-balik.

Kesimpulan-kesimpulan

Teori modal sosial telah memunculkan begitu banyak kontroversi
pada tahun-tahun belakangan ini, ketika para ekonom, sosiolog,
dan ilmuwan politik memperdebatkan klaim bahwa sebagaimana
investasi modal ekonomi produktif bagi barang-barang dan jasa
manufaktur, demikian juga modal sosial mendorong produksi
barang-barang privat dan publik. Kepustakaan di Amerika telah
menegaskan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam meng-
hasilkan modal sosial. Kepustakaan tersebut juga menegaskan bah-
wa gereja-gereja Protestan garis-utama memainkan peran vital
dalam mengumpulkan berbagai macam kelompok warga Amerika
dalam komunitas-komunitas lokal, mendorong pertemuan
langsung, ikatan sosial, dan jaringan-jaringan organisasi yang,
nantinya, menghasilkan kepercayaan antar-pribadi dan kerjasama
dalam masalah-masalah publik. Teori tersebut mengandaikan bahwa
orang-orang yang beribadah bersama sering kali juga bekerja sama
dalam masalah-masalah lokal, dan dengan demikian memperkuat
komunitas.

Bukti-bukti yang telah kita kaji cenderung menegaskan bagian
pertama dari proposisi-proposisi inti teori ini — bahwa partisipasi
keagamaan (sebagaimana diukur melalui frekuensi menghadiri
ibadah keagamaan) terkait secara positif dengan keanggotaan dalam
organisasi-organisasi keagamaan. Kehadiran dalam ibadah-ibadah
keagamaan juga terkait secara positif dengan keanggotaan dalam
jenis-jenis tertentu organisasi sukarela dan asosiasi-asosiasi
komunitas non-religius. Terakhir, kita juga menemukan bahwa
keanggotaan dalam organisasi-organisasi keagamaan (namun bukan
kehadiran dalam ibadah-ibadah keagamaan) secara signifikan terkait
dengan beragam indikator keterlibatan sipil, termasuk sikap-sikap
sosial dan perilaku politik. Kumpulan data yang tersedia tersebut
tidak memadai untuk menentukan kausalitas dalam hubungan-
hubungan ini, yang memerlukan berbagai survei panel. Namun
sebuah proses kausalitas timbal-balik yang saling memperkuat
mungkin mendasari hubungan-hubungan ini, di mana “para
anggota” yang aktif dalam kelompok-kelompok olahraga lokal,
perkumpulan-perkumpulan kesenian, dan kelompok pemuda, dan
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yang memiliki kepercayaan sosial dan politik yang positif, juga
menjadi bagian dari organisasi-organisasi keagamaan.

Dengan demikian, apa pun konsekuensi-konsekuensi signifikan
yang lain, mengingat berbagai keterbatasan dalam survei-survei
lintas-wilayah, kita tidak bisa setuju atau tidak-setuju bahwa proses
sekularisasi telah memperlemah modal sosial dan keterlibatan sipil.
Namun bukti-bukti sistematis, yang disajikan di tempat lain,
menunjukkan bahwa merosotnya asosiasi-asosiasi hierarkis tradisi-
onal dalam masyarakat-mayarakat pasca-industri — termasuk gereja
serta serikat buruh dan organisasi partai politik—sebagian
diimbangi oleh berbagai perkembangan sosial kompleks yang telah
mengubabh sifat aktivisme politik. Perkembangan-perkembangan ini
telah mendorong berbagai bentuk mobilisasi dan ekspresi politik
alternatif, yang paling jelas terlihat pada munculnya gerakan-
gerakan sosial baru, gelombang berbagai komunikasi politik melalui
Internet, dan perluasan partisipasi dalam politik protes melalui
aktivitas-aktivitas seperti demonstrasi, boikot konsumen, dan
petisi.27 Melihat berbagai kecenderungan penting ini, merosotnya
kehadiran di gereja yang telah kita amati di negara-negara kaya
merupakan sesuatu yang signifikan pada dirinya sendiri, namun kita
tetap tidak yakin apakah fenomena ini memiliki andil pada merosot-
nya keterlibatan sipil. Namun apakah sekularisasi memengaruhi
aspek-aspek penting lain dari partisipasi politik, khususnya proses
pemilihan umum, perilaku pemilih, dan dukungan bagi partai-partai
politik keagamaan? Bab berikutnya membahas isu-isu ini.***
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Partai Politik dan Perilaku Pemilih

DI SELURUH DUNIA KRISTEN, PAUS, KARDINAL, DAN PENDETA PERNAH
memiliki pengaruh politik yang begitu besar, yang kadang me-
nundukkan raja dan kaisar di bawah kehendak mereka. Mereka
telah kehilangan peran politik yang begitu kuat ini dalam
demokrasi-demokrasi modern Barat. Para pemimpin gereja memang
terus mengambil sikap menyangkut isu-isu moral dan sosial yang
kontroversial—mulai dari pernikahan gay, perceraian dan hak-hak
aborsi hingga persoalan-persoalan perang dan damai—namun
sekarang ini, mereka hanya merupakan satu suara di antara banyak
suara. Demikian juga, fungsi Gereja yang pernah dominan dalam
hal pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan kemiskinan telah
diubah oleh munculnya negara kesejahteraan, sehingga bahkan di
wilayah-wilayah di mana organisasi-organisasi yang berbasis
keyakinan masih terus memberikan berbagai pelayanan ini, mereka
diatur oleh negara dan diberi izin oleh badan-badan profesional.
Peran simbol, ritual dan retorika keagamaan telah terkikis atau
ditinggalkan baik dalam kehidupan publik maupun dalam kesenian,
filsafat dan kesusastraan. Sangat jelas bahwa hubungan antara
negara dan gereja tersebut telah berubah secara dramatis. Meskipun
demikian, agama terus memiliki dampak besar pada politik.
Munculnya partai-partai Islam radikal, dan dampak dari per-
kembangan ini bagi stabilitas politik di Timur Tengah, Afrika Utara,
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dan Asia, telah membangkitkan kembali minat umum pada feno-
mena ini.

Bab ini mengkaji dampak sekularisasi pada dukungan partisan
dan perilaku pemilih di kalangan massa pemilih. Pengambilan jarak
terhadap agama, menurut bukti-bukti, telah menipiskan loyalitas
tradisional yang menghubungkan para pemilih Katolik dan partai-
partai Demokrasi Kristen di negara-negara pasca-industri.’ Namun
apakah proses sekularisasi dalam masyarakat-masyarakat pasca-
industri benar-benar mengikis tingkat di mana orang-orang memilih
berdasarkan garis keagamaan? Di sini, agama masih tampak
memainkan peran penting. Pada pemilu presiden AS tahun 2000,
misalnya, agama merupakan alat prediksi paling kuat menyangkut
siapa yang akan memilih Bush dan siapa yang memilih Gore—
mengalahkan kekuatan penjelas dari kelas sosial, pekerjaan, atau
wilayah. Terdapat perbedaan yang sangat menonjol dalam pemilu
2000 antara “kaum tradisionalis”—para pemilih paruh baya yang
telah menikah dan memiliki anak, tinggal di pedalaman Selatan dan
Barat Tengah dan memiliki latar belakang keagamaan, serta yang
mendukung George W. Bush yang berasal dari Partai Republik—
dan “kaum modernis”—kaum profesional berpendidikan tinggi dan
belum menikah, yang tinggal di kota-kota besar dan jarang hadir di
gereja, dan yang memilih Al Gore yang Demokrat.? Apa hubungan-
hubungan umum antara agama dan dukungan bagi partai-partai
politik tertentu di tempat lain? Dan bagaimana hubungan ini ber-
beda di antara masyarakat industri dan agraris?

Teori-teori Struktural tentang Keberpihakan Partai

Studi-studi lintas-negara yang berpengaruh tentang perilaku pemilih
selama 1960-an oleh Seymour Martin Lipset dan Stein Rokkan
menegaskan bahwa identitas-identitas sosial membentuk blok-blok
bangunan dasar dari dukungan partai di Eropa Barat.’ Bagi Lipset
dan Rokkan, negara bangsa-negara bangsa Eropa ditandai oleh
pembagian-pembagian sosial yang tertanam selama dekade-dekade
sebelumnya, termasuk perpecahan regional pusat versus pinggiran,
perjuangan kelas antara kaum buruh dan pemilik, dan perpecahan
keagamaan yang membelah agama Kristen antara kaum Katolik dan
Protestan, dan antara umat Kristen yang menjalankan ibadah dan
individu-individu yang tidak menjalankan ibadah yang beragama
Kristen pada luarnya saja. Identitas-identitas sosial tradisional ini

238 KONSEKUENSI SEKULARISASI



Democracy Project

dianggap secara politik penting karena beberap alasan. Pertama,
mereka mencerminkan pembagian-pembagian ideologis utama
dalam partai politik. Pembagian-pembagian berdasar kelas sosial
mencerminkan keretakan dasar antara kaum kiri, yang mendukung
peran kuat bagi negara dengan kebijakan-kebijakan kesejahteraan
redistributif, serta manajemen ekonomi intervensionis Keynesian;
dan kaum kanan, yang mendukung peran pemerintah yang lebih
terbatas dan ekonomi pasar laissez-faire. Selain itu, perpecahan
keagamaan dalam partai politik mencerminkan perdebatan-
perdebatan moral yang sengit yang berkenaan dengan peran
perempuan, pernikahan, dan keluarga yang telah dibahas dalam
bab-bab sebelumnya. Perbedaan-perbedaan antara pusat dan
pinggiran berkenaan dengan seberapa jauh pemerintahan dalam
negara bangsa harus disentralisasikan dengan parlemen-parlemen di
London, Paris, dan Madrid, atau seberapa jauh kekuasaan
pembuatan-keputusan harus dipindahkan ke wilayah-wilayah dan
daerah-daerah.

Lipset dan Rokkan menyatakan bahwa hubungan-hubungan
organisasi perlahan menguat dari tahun ke tahun, karena sistem-
sistem partai yang ada pada 1920-an perlahan “membeku”, dengan
pola-pola stabil persaingan partai terus didasarkan pada per-
pecahan-perpecahan utama yang paling menonjol yang memisahkan
masing-masing masyarakat, seperti kelas sosial di Inggris, agama di
Prancis, dan bahasa di Belgia.* Sistem-sistem pemilihan yang di-
gunakan di Eropa Barat ketika hak pilih massa diperluas memainkan
peran penting dalam menstabilkan persaingan partai, memperkuat
legitimasi partai-partai dan kelompok-kelompok sosial yang telah
memperoleh perwakilan parlementer. Partai-partai penantang, yang
mengancam mengganggu partai status quo, menghadapi rintangan
besar dalam hal electoral thresholds (ambang batas jumlah pemilih)
yang diperlukan untuk mengubah suara menjadi kursi dan—
rintangan yang bahkan lebih sulit diatasi—menyaingi loyalitas partai
yang mapan tersebut dan mesin-mesin partai yang telah dibentuk
oleh partai-partai besar yang ada. Dengan demikian, interaksi-
interaksi yang terpola dan dapat diprediksikan dalam persaingan
menuju pemerintahan menjadi ciri-ciri tetap dari lanskap pemilihan
umum di sebagian besar demokrasi yang mapan. Teori struktural
Lipset dan Rokkan ini menjadi ortodoksi yang mapan untuk
memahami perilaku pemilih dan persaingan antar-partai di Eropa
Barat, dan juga di negara-negara demokrasi mapan seperti Australia
dan Kanada. Di AS, The American Voter karya Campbell dkk.
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menghadirkan model sosial psikologis yang memberi penekanan
penting pada konsep tentang identifikasi partisan, namun yang juga
menegaskan bahwa orientasi ini sangat berakar pada perbedaan-
perbedaan struktural dalam masyarakat Amerika, terutama per-
bedaan status sosio-ekonomi, ras, agama, dan wilayah.’

Mengapa pembilahan berdasarkan kantong-kantong keagamaan
masih tetap penting dalam masyarakat-masyarakat industri?
Sebagian besar penjelasan yang ada menunjuk pada kenyataan
bahwa gereja-gereja dominan di Eropa Barat telah berhasil dalam
menciptakan jaringan-jaringan organisasi, termasuk partai Kristen
Demokrat dan partai-partai keagamaan lain, dengan cara yang sama
sebagaimana serikat-serikat buruh memobilisasi para pekeja untuk
mendukung partai-partai sosialis, sosial demokrat, dan komunis.
Gereja terkait dengan partai-partai di kanan yang mewakili
kebijakan-kebijakan ekonomi konservatif dan nilai-nilai moral
tradisional—pada awalnya menyangkut pernikahan dan keluarga,
dan kemudian mencakup kesetaraan gender, liberalisasi seksual, dan
hak-hak kaum gay. Di AS, gereja-gereja fundamentalis “terlahir-
kembali” menjadi sangat terkait dengan Partai Republik, khususnya
di wilayah Selatan. Selama awal 1980-an Kristen Kanan di Amerika
melakukan mobilisasi dengan bersemangat menyangkut kebijakan-
kebijakan konservatif, seperti gerakan Hak untuk Hidup yang men-
dukung pembatasan atau pelarangan aborsi, kebijakan-kebijakan
yang mendukung penggunaan doa di sekolah, dan kemudian me-
nentang pengakuan hukum atas pernikahan homoseksual.® Peran
agama dalam politik partai di tempat lain berkembang dalam
konteks yang beragam. Di Irlandia, Polandia, dan Italia, misalnya,
Gereja Katolik mengambil sikap konservatif menyangkut isu-isu
seperti perceraian dan hak-hak reproduksi, namun di Polandia
Gereja juga terkait dengan oposisi nasionalis terhadap Uni Soviet.”
Dalam masyarakat-masyarakat Amerika Latin, Gereja sering kali
mendukung gerakan-gerakan liberal dan secara aktif membela hak-
hak asasi manusia dalam oposisi terhadap negara yang represif dan
rezim yang otoriter.?

Teori struktural tersebut perlu diperbaiki. Basis massa politik
pemilihan dan persaingan partai dapat dipengaruhi oleh faktor-
faktor seperti dampak Perang Dunia II atau akhir Perang Dingin;
pengaruh reformasi-reformasi elektoral besar pada keberuntungan
partai; atau perluasan jumlah pemilih secara signifikan.’ Pergeseran-
pergeseran penting dalam basis massa partai-partai di Amerika,
misalnya, dipicu oleh beragam koalisi yang dilakukan oleh E.D.
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Roosevelt selama Depresi Besar, hilangnya hegemoni demokratis
“yellow-dog” pasca-perang di wilayah Selatan, dan munculnya gap
gender modern pada awal 1980-an.'® Meskipun demikian, setidak-
nya sampai pertengahan 1960-an, sistem-sistem partai di banyak
negara demokrasi mapan tampak memperlihatkan suatu stabilitas
yang begitu kukuh, yang dicirikan oleh suatu perkembangan
perlahan dan bukan oleh diskontinuitas radikal.

Bagi sebagian besar partai keagamaan di Eropa Barat, dua dekade
setelah Perang Dunia II merupakan periode kesuksesan elektoral
(keberhasilan dalam pemilu) yang begitu besar; baik di Italia dan
Jerman Barat, partai-partai Kristen Demokrat menjadi partai-partai
dominan selama era ini. Di seluruh negara Katolik Eropa, termasuk
Belgia dan Austria, partai-partai pesaing partai Kristen Demokratik
menjadi partai-partai terbesar atau terbesar kedua.!! Di Britania
pasca-perang, kelas merupakan pemilah yang dominan, diperkuat
oleh pemilahan-pemilahan keagamaan lama antara kalangan Tory
Gereja-tinggi di Inggris dan kalangan Liberal Gereja-rendah di
pinggiran.'> Perpecahan-perpecahan antara komunitas-komunitas
Katolik dan Protestan membelah politik pemilihan umum di
Irlandia Utara’® dan Amerika Latin, di mana partai-partai Kristen
Demokrat memainkan peran utama. Agama juga dianggap sebagai
faktor penyebab pembilahan politik utama dalam partai-partai
politik di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara, namun
hingga belakangan ini tidak terdapat banyak data survei lintas-
negara yang sistematis untuk menganalisa dukungan elektoral di
negara-negara ini.'

Teori-teori Melemahnya Keberpihakan Partisan

Dari pertengahan 1970-an dan setelahnya, suatu konsensus yang
luas berkembang dalam kepustakaan tentang perilaku pemilih, yang
menyatakan bahwa hubungan-hubungan tradisional antara
kelompok-kelompok sosial dan dukungan partai telah melemah,
meskipun faktor-faktor struktural seperti kelas, usia, gender, dan
agama tetap merupakan alat predikisi penting bagi pilihan pemilih,
dan tidak banyak terdapat persetujuan di kalangan para pengamat
menyangkut alasan-alasan yang pasti dari fenomena ini.'’ Berbagai
pengamat menganggap bahwa kecenderungan-kecenderungan
dalam melemahnya keberpihakan partisan di negara-negara
demokrasi mapan disebabkan oleh serangkaian perkembangan yang
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kompleks dalam masyarakat-masyarakat pasca-industri, antara lain:
proses sekularisasi, yang cenderung mengikis identitas keagamaan;
perubahan nilai antar-generasi, yang menyebabkan munculnya isu-
isu baru yang melintasi pembilahan-pembilahan partai lama;
dampak mobilitas sosial dan geografis yang melemahkan jaringan-
jaringan sosial komunitas; munculnya siaran televisi yang meng-
gantikan saluran-saluran komunikasi politik lama melalui koran-
koran partisan, diskusi langsung, dan organisasi kampanye partai;
multikulturalisme yang semakin meningkat akibat migrasi, yang
menghasilkan pembilahan-pembilahan sosial yang luas yang di-
dasarkan pada identitas ras dan etnis; meningkatnya kompleksitas
isu-isu baru pada agenda kebijakan, seperti globalisasi, environ-
mentalisme, seksualitas, dan terorisme internasional, yang tidak
sesuai dengan pola-pola lama persaingan partai.' Sebagai akibat
dari proses-proses ini, identitas-identitas yang didasarkan pada kelas
sosial dan kelompok keagamaan tampaknya tidak lagi mampu
menghasilkan loyalitas partai yang kuat dan lazim di banyak masya-
rakat pasca-industri sebagaimana yang terjadi di masa pasca-perang,
yang membuka jalan bagi jenis-jenis partai baru yang menantang
status quo

Berbagai perkembangan elektoral di banyak negara tampaknya
menegaskan pengamatan-pengamatan ini. Partai-partai baru yang
tidak didasarkan pada jangkar-jangkar kelas sosial tradisional dan
agama mulai mendapatkan momentum pemilih dan wakil parle-
menter. Partai-partai baru ini berkisar mulai dari partai-partai etno-
nasionalis di Kanada, Spanyol, dan Inggris Raya, hingga partai-
partai Hijau di Jerman, Prancis, Swedia, dan di tempat-tempat lain,
hingga partai-partai kanan radikal anti-imigran seperti Front
Nasional di Britania dan Prancis, dan beragam partai “protes” yang
mendukung isu-isu moral dan ekonomi di Denmark, Italia dan
Belanda.'” Di tahun-tahun belakangan ini, merosotnya partai-partai
Kristen Demokrat dan kanan-tengah di Eropa tampaknya membuka
jalan bagi terobosan elektoral oleh beragam partai baru yang
menjajakan pesan-pesan kampanye populis anti-imigran dan anti-
multikultural. Contoh terbaru yang paling mengejutkan adalah
fakta bahwa Jean-Marie Le Pen, pemimpin Front Nasional, mampu
menggeser kandidat Sosialis sebagai pemenang pemilu terkuat
kedua di pemilu presiden Prancis 2002; keberhasilan lain yang
menonjol dari partai-partai seperti itu antara lain adalah kenyataan
bahwa Partai Kebebasan kanan Joerg Haider memenangkan lebih
dari satu per empat suara pada pemilihan umum Austria 1999;
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kemunculan dramatis dari Pym Fortuyn List neo-populis dalam
pemilu Mei 2002 di Belanda (yang berhubungan dengan pem-
bunuhan pemimpinnya); dan gelombang dukungan bagi Vlaam
Blok, yang memenangkan satu per lima suara di Flanders dalam
pemilihan umum Mei 2003 di Belgia.

Jika identitas-identitas sosial tradisional tidak lagi mengikat para
pemilih pada partai-partai mapan, hal ini sangat mungkin memiliki
konsekuensi-konsekuensi yang signifikan, yakni memunculkan
ketidakstabilan yang semakin besar dalam perilaku pemilih dan
persaingan partai; membuka pintu bagi pemberian suara bagi dua
calon yang berlainan partai (split-ticket voting) di semua tingkat
elektoral yang berbeda; mempermudah munculnya politik “protes”;
dan menyebabkan perpindahan-suara yang lebih banyak di dalam
dan di antara blok-blok kiri-kanan dari kelompok partai. Selain itu,
proses ini akan meningkatkan dampak politik dari peristiwa-
peristiwa jangka-pendek selama masa kampanye pemilihan, serta
memperbesar pentingnya strategi partai jangka-pendek, seruan para
kandidat dan pemimpin partai, dan dampak komunikasi politik,
poling-poling opini, dan juga surat kabar.'®

Bukti-bukti Melemahnya Keberpihakan Partisan

Namun apakah sekularisasi benar-benar mengikis dukungan bagi
partai-partai keagamaan di seluruh masyarakat pasca-industri? Ada
beberapa jawaban yang bisa didapat menyangkut persoalan ini dari
analisa data Studi Perbandingan Sistem Pemilihan (CSES, Com-
parative Study of Electoral Systems), yang disajikan di tempat lain.
Hasil-hasilnya memperlihatkan bahwa sekarang ini agama tetap
lebih kuat dan konsisten terkait dengan pilihan suara dibanding
indikator-indikator status sosio-ekonomi yang lain."”” Dalam model
gabungan yang digunakan dalam studi CSES—yang membanding-
kan 37 pemilu presiden dan parlementer dari pertengahan hingga
akhir 1990-an di 32 negara—hampir tiga per empat (70%) dari
orang-orang yang paling saleh (didefinisikan sebagai orang-orang
yang melaporkan menghadiri ibadah keagamaan paling sedikit
sekali seminggu) memberikan suara kepada partai-partai kanan.
Sebaliknya, di kalangan orang-orang yang paling kurang religius,
yang tidak pernah menghadiri ibadah keagamaan, kurang dari
setengah (40%) memilih partai-partai kanan. Rata-rata gap suara
25-poin yang substansial yang didasarkan pada religiusitas jauh
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lebih kuat dibanding yang dihasilkan oleh indikator-indikator status
sosio-ekonomi yang lain, seperti pendidikan, kelas sosial, atau
penghasilan. Di semua pemilu dalam CSES, para pemilih Katolik
secara signifikan lebih cenderung memilih partai-partai kanan
dibanding pemilih Protestan; dan kalangan atheis lebih cenderung
memilih partai-partai kiri dibanding kelompok-kelompok sosial lain
yang dikaji. Religiusitas secara khusus kuat terkait dengan pilihan
suara di Israel, Belanda dan Belgia—negara-negara di mana per-
bedaan-perbedaan keagamaan telah lama dianggap sebagai sebagian
dari komponen paling penting dari perpecahan politik; namun hal
ini juga terjadi di negara-negara bekas Komunis seperti Hungaria
dan Republik Ceko.

Orientasi Kanan-Kiri dan Agama

CSES memberikan bukti-bukti dari 32 negara, yang mencakup
negara demokrasi lama dan baru, serta masyarakat industri dan
pasca-industri. Survei Nilai-nilai Dunia mencakup kumpulan negara
yang jauh lebih banyak, yang meliputi masyarakat-masyarakat
berpenghasilan rendah dan non-industri, dan wilayah-wilayah
Muslim dan wilayah-wilayah budaya yang lain, serta masyarakat
industri dan pasca-industri. Apakah bukti-bukti dari sekumpulan
besar variasi ini memperlihatkan pola-pola yang sama? Secara
khusus, apakah bukti-bukti itu menegaskan temuan bahwa
pengaruh relatif partisipasi, nilai-nilai dan identitas keagamaan
lebih besar dibanding pengaruh kelas sosial? Dan bagaimana
hubungan antara religiusitas dan pilihan pemilih dalam masyarakat-
masyarakat agraris yang relatif tradisional?

Mengklasifikasikan partai-partai sebagai partai “Kiri” atau
“Kanan” relatif mudah dalam demokrasi-demokrasi yang telah
mapan, namun hal itu menjadi jauh lebih sulit ketika kita
membandingkan banyak partai dalam demokrasi-demokrasi yang
baru dan sedang melakukan konsolidasi, khususnya partai-partai
yang didasarkan pada politik personal tanpa identitas ideologi atau
program yang jelas. Namun, kita dapat membandingkan orientasi
ideologis, dan bukan maksud pilihan, atas dasar di mana para
responden menempatkan diri mereka pada suatu skala ideologis
kiri-kanan. Para responden ditanyai pertanyaan berikut: “Dalam
persoalan-persoalan politik, orang berbicara tentang ‘kiri’ dan
‘kanan’. Bagaimana anda menempatkan pandangan-pandangan
anda secara umum pada skala ini?” Skala tersebut terbukti cukup
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seimbang dengan bias yang minimal, dan memperlihatkan distribusi
yang normal dalam ketiga jenis masyarakat tersebut. Kita juga
menemukan angka non-respons yang rendah di sebagian besar
masyarakat. Bahkan para responden yang kurang terdidik dalam
masyarakat-masyarakat miskin bisa menempatkan diri mereka pada
skala ini. Untuk perbandingan-perbandingan deskriptif, skala
orientasi ideologis 10-poin tersebut dibagi ke dalam kategori “Kiri”
dan “Kanan” demi kemudahan presentasi. Skala ideologis 10-poin
ini secara konsisten terbukti merupakan alat prediksi yang kuat
menyangkut pilihan suara di negara-negara di mana partai-partai
politik dapat dengan jelas diklasifikasikan dan ditempatkan pada
sebuah skala kiri-kanan. Tabel 9.1 menyajikan proporsi yang me-
nempatkan diri mereka pada sisi Kanan skala tersebut (mereka yang
menempatkan diri mereka pada poin 6 sampai 10), yang dianalisa
berdasarkan jenis masyarakat dan keyakinan keagamaan individu.

Hasil-hasil deskriptif tersebut, tanpa menerapkan kontrol sosial
apa pun, memperlihatkan bahwa partisipasi keagamaan terkait de-
ngan penempatan diri di Kanan secara ideologis: di semua negara,
di kalangan mereka yang menghadiri ibadah keagamaan seminggu
sekali, 53% menempatkan diri mereka di Kanan; hanya 41% dari
mereka yang tidak sering menghadiri ibadah keagamaan me-
nempatkan diri mereka di Kanan, yang menghasilkan suatu gap
keagamaan 12-poin. Perbedaan ini relatif kuat dalam masyarakat
pasca-industri dan industri, namun relatif lemah dalam masyarakat
agraris. Tingkat religiusitas individu yang dideskripsikan sendiri
tersebut memperlihatkan suatu pola yang serupa (dan ini tidak
mengejutkan, melihat hubungan kuat yang kita temukan antara
nilai-nilai keagamaan dan partisipasi): 50% dari mereka yang yakin
bahwa agama “sangat penting” menempatkan diri mereka di Kanan,
dibandingkan dengan 40% dari mereka yang menganggap agama
kurang penting. Gap keagamaan ini sekali lagi ada dalam arah yang
konsisten di semua jenis masyarakat, meskipun hal ini ditemukan
paling besar dalam masyarakat-masyarakat pasca-industri. Gambar
9.1 menegaskan bahwa hubungan antara nilai-nilai keagamaan
(vang diukur dengan skala 10-poin tentang “pentingnya Tuhan”)
dan penempatan diri kiri-kanan juga memperlihatkan hubungan
serupa. Di ketiga jenis masyarakat tersebut, tingkat religiusitas yang
meningkat berjalan bersama dengan tingkat dukungan politik yang
meningkat bagi partai kanan (dengan fluktuasi-fluktuasi minor pada
garis kecenderungan tersebut).
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Tabel 9.1. Dukungan bagi (partai) Kanan berdasarkan Masyarakat
dan Religiusitas

Agraris  Industri  Pasca-industri ~ Semua  Koefisien  Sig.

Partisipasi keagamaan

Hadir di gereja setidaknya 48 54 55 53
setiap minggu
Tidak hadir di gereja 46 40 40 41 0,112 o
per minggu
Nilai-nilai keagamaan
Agama “sangat penting” 48 51 52 50
Agama tidak “sangat penting” 45 40 40 40 0,115 ook
Keyakinan keagamaan
None/Atheis 52 37 32 36 0,094 o
Katolik 46 49 45 47 0,047 *
Protestan 47 50 48 48 0,028 o
Ortodoks 35 39 39 38 0,033 -
Yahudi 42 43 39 41 0,007 o
Muslim 48 42 38 46 0,033 -
Hindu 48 50 45 48 0,015 >
Budha 76 63 63 64 0,043 e
SEMUA 47 44 44 45 0,049 =

CATATAN: Penempatan-diri kiri-kanan: P: “Dalam persoalan-persoalan politik,
orang berbicara tentang ‘kiri’ dan ‘kanan’. Bagaimana anda menempatkan pandan-
gan-pandangan anda secara umum pada skala ini?” Kiri (1) Kanan (10). Untuk
tabel ini, skala tersebut dibagi menjadi Kiri (1-5) dan Kanan (6-10). Angka-angka
tersebut menggambarkan proporsi yang ada di Kanan dalam masing-masing kate-
gori, di mana sisanya dikategorikan sebagai Kiri. Partisipasi keagamaan: P: “Apakah
anda menghadiri ibadah keagamaan beberapa kali seminggu, sekali seminggu, be-
berapa kali setabun, sekali setabun atau kurang, atau tidak pernah?” Persentase
yang melaporkan menghadiri ibadah keagamaan “beberapa kali seminggu” atau
“sekali seminggu.” Nilai-nilai keagamaan: P10: “Seberapa penting agama dalam ke-
hidupan anda? Sangat penting, agak penting, tidak sangat penting, sama sekali tidak
penting?” Signifikansi rata-rata perbedaan pada skala kiri-kanan tersebut diukur
dengan koefisien Eta dengan menggunakan ANOVA. Signifikansi (Sig.): ***P =
0,001; **P = 0,01; *P = 0,05.

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia/Survei Nilai-nilai Eropa, gabungan 1981-2001.

Perbedaan-perbedaan berdasarkan jenis keyakinan keagamaan
individu juga menonjol: hanya satu per tiga dari mereka yang
mengatakan bahwa mereka tidak menjadi bagian dari keyakinan apa
pun menempatkan diri mereka pada bagian Kanan dari spektrum
ideologis tersebut, dan dua per tiga menempatkan diri mereka di
Kiri. Pola ini paling jelas tampak dalam masyarakat-masyarakat
pasca-industri, dan tidak tampak di negara-negara agraris. Orang-
orang dengan keyakinan Yahudi juga lebih cenderung menempatkan
diri mereka di Kiri dibanding rata-rata, sementara kaum Protestan,
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Gambar 9.1. Nilai-nilai Keagamaan dan Penempatan-Diri Kanan-Kiri

6.5

Tipe Masyarakat

Rata-rata penempatan diri kanan- kiri

— Pascaindustri
wmm Industri
mwim Agraris
4.0 . . : . . . - .
10 20 30 40 50 60 70 80 80 100

Skala pentingnya Tuhan

CATATAN: Lihat catatan pada Tabel 9.3 untuk indikator-indikator.
Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia, gabungan 1981-2001.

Hindu, dan Budha relatif cenderung menempatkan diri mereka di
Kanan. Orang-orang dengan keyakinan Ortodoks cenderung
menempatkan diri mereka di Kiri, namun hal ini terkait dengan
kenyataan bahwa kalangan Ortodoks tersebut cenderung terpusat
dalam masyarakat-masyarakat bekas Komunis, di mana afiliasi-
afiliasi ideologis Kiri relatif tersebar luas.

Tampaknya sangat mungkin bahwa karakteristik-karakteristik
sosial tertentu yang membantu memprediksikan religiusitas, seperti
usia, juga bisa terkait dengan orientasi yang lebih Kanan. Analisa
multivariat dapat membantu kita meneliti dampak variabel-variabel
seperti itu. Tabel 9.2 menyajikan model dengan sekumpulan kontrol
sosial dan perkembangan yang digunakan di seluruh buku ini.
Dalam masyarakat-masyarakat industri dan pasca-industri, hasil-
hasil tersebut memperlihatkan bahwa partisipasi keagamaan tetap
merupakan suatu alat prediksi positif yang signifikan tentang
orientasi-orientasi Kanan, bahkan setelah memasukkan kontrol-
kontrol bagi tingkat perkembangan manusia dan perkembangan
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Tabel 9.3. Korelasi antara Nilai-nilai Keagamaan dan
Orientasi Kanan

Awal 1980-an Awal 1990-an Pertengahan
1990-an 2000
R. Sig. R. Sig. R. Sig. R. Sig. Chg.
Pasca-industri
Australia 0,179 o 0,113 o -
Austria 0,098 e 0,163 o +
Belgia 0,391 e 0,266 e 0,173 o -
Britania 0,205 e 0,111 e 0,152 e -
Kanada 0,148 e 0,102 e 0,065 o -
Denmark 0,263 s 0,154 e 0,095 o -
Finlandia 0,203 s 0,139 e 0,149 e 0,208 o +
Prancis 0,322 e 0,281 ek 0,200 sk -
Jerman Timur 0,306 0,187 o 0,219 s -
Jerman Barat 0,267 A 0,224 0,185 e 0,220 e -
Islandia 0,137 e 0,091 e 0,087 o -
Irlandia 0,244 e 0,298 e 0,267 e +
Italia 0,325 o 0,288 e 0,227 e -
Jepang 0,097 o 0,111 e 0,136 e 0,128 e +
Belanda 0,346 s 0,384 e 0,164 e -
Norwegia 0,158 o 0,126 sk 0,064 * -
Spanyol 0,434 o 0,342 s 0,360 e -
Swedia 0,151 o 0,112 s 0,048 N/s 0,034 N/s -
Swiss 0,188 e 0,132 = -
Amerika Serikat 0,157 o 0,220 e 0,176 o 0,172 o +
Industri
Argentina 0,270 e 0,221 e 0,233 ek 0,165 o -
Brasil 0,094 o 0,081 o -
Bulgaria 0,258 e 0,154 s 0,154 ak -
Chile 0,182 e 0,077 * 0,065 * -
Kroasia 0,277 e 0,194 e -
Rep. Ceko 0,188 o 0,144 o -
Hungaria 0,204 e 0,158 o 0,167 e -
Latvia 0,096 o 0,129 o +
Meksiko 0,160 o 0,245 e 0,090 e 0,068 * -
Polandia 0,140 e 0,221 Ao +
Portugal 0,210 e 0,136 o -
Rusia 0,068 * 0,065 * 0,036 N/s -
Serbia 0,082 - 0,066 N/s -
Slovakia 0,162 e 0,221 e +
Slovenia 0,178 o 0,252 o 0,313 e +
Turki 0,313 e 0,314 e +
Ukraina 0,132 o 0,192 e +
Agraris
Afrika Selatan 234 e 0,109 e 0,013 N/s 0,003 N/s -
Nigeria o 0,032 N/s 0,014 N/s -0,013 N/s
India o 0,157 ok 0,368 s
Bangladesh e 0,062 * 0,183 e +

CATATAN: Koefisien-koefisien di atas menggambarkan korelasi-korelasi seder-
hana antara nilai-nilai keagamaan (diukur dengan skala 10-poin tentang “pent-
ingnya Tuhan”) dan orientasi-orientasi Kanan (diukur dengan skala ideologi kanan-
kiri 10-poin, di mana 1 = kiri, 10 = kanan), tanpa kontrol sebelumnya. Chg. =
perubahan kuatnya koefisien korelasi tersebut dari data paling awal sampai data
paling akhir, di mana “ - = lebih lemah, “ 4+ ” = lebih kuat. Signifikansi koefisien
(Sig.): ***P = 0,001; **P = 0,01; *P = 0,05. N/s = Tidak signifikan.

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia, gabungan 1981-2001.

249



Democracy Project

demokeratis, dan faktor-faktor sosial tradisional yang terkait dengan
orientasi ideologis, termasuk gender, usia, pendidikan, penghasilan,
dan kelas sosial. Memang, dalam masyarakat-masyarakat ini,
partisipasi keagamaan muncul sebagai satu-satunya alat prediksi
terkuat tentang ideologi Kanan dalam model tersebut, dan mem-
perlihatkan dampak yang jauh lebih besar dibanding indikator-
indikator kelas sosial yang lain. Di antara jenis keyakinan yang
berbeda tersebut, terdapat suatu pola campuran, yang mengandai-
kan bahwa hal ini mungkin terkait dengan peran politik gereja, kuil,
atau masjid; namun kalangan Protestan secara konsisten tampak
lebih cenderung menempatkan diri mereka di Kanan dibanding
rata-rata responden dalam semua masyarakat. Sebaliknya, dalam
masyarakat-masyarakat agraris, partisipasi keagamaan secara negatif
terkait dengan penempatan diri di Kanan: pola yang ditemukan
konsisten dalam masyarakat-masyarakat industri dan pasca-industri
tidak berlaku pada masyarakat agraris.

Untuk meneliti pola ini lebih jauh, kita perlu mengkaji hasil-hasil
dalam tiap-tiap negara, dan juga dalam tiap-tiap gelombang survei,
untuk melihat apakah sekularisasi telah menghasilkan pengambilan
jarak dari agama dan melemahnya hubungan agama-ideologi selama
20 tahun terakhir. Tabel 9.3 memperlihatkan korelasi-korelasi se-
derhana, tanpa kontrol apa pun, antara nilai-nilai keagamaan dan
orientasi-orientasi Kanan dalam masing-masing negara dan periode.
Hasil-hasil tersebut memperlihatkan dua pola utama. Pertama,
signifikansi korelasi-korelasi tersebut memperlihatkan konsistensi
hubungan-hubungan yang mendasarinya: orang-orang yang meng-
anggap agama penting bagi kehidupan mereka lebih berorientasi
Kanan di hampir semua negara, dan pada periode waktu yang ber-
beda. Satu-satunya pengecualian adalah Nigeria, di mana dampak
nilai-nilai keagamaan secara konsisten terbukti tidak signifikan.
Secara umum, hal ini mencerminkan kurangnya variasi dalam nilai-
nilai keagamaan: hampir semua warga Nigeria menganggap agama
sangat penting.

Agama terus menjadi alat prediksi yang relatif kuat tentang posisi
ideologis seorang individu. Namun kita menemukan indikasi-
indikasi bahwa hubungan ini melemah dari waktu ke waktu, seperti
diandaikan oleh teori melemahnya keberpihakan partisan tersebut.
Simbol “perubahan” dalam kolom sebelah kanan menggambarkan
pergeseran dalam koefisien korelasi pada tiap-tiap gelombang survei
yang tersedia: polaritas negatif (-) menunjukkan bahwa kuatnya
hubungan antara nilai-nilai keagamaan dan penempatan diri
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ideologis di Kanan telah melemah dari waktu ke waktu, dari peng-
amatan pertama hingga pengamatan terakhir. Tabel 9.3 memper-
lihatkan bahwa di antara 20 masyarakat pasca-industri, hubungan
ini melemah di 15 negara dan menjadi lebih kuat hanya di 5 negara
(namun kelima negara ini mencakup AS). Dalam masyarakat-
masyarakat industri, kita menemukan pola yang secara umum
mirip, di mana korelasi-korelasi tersebut melemah di 11 negara dan
menjadi lebih kuat hanya di enam negara. Terakhir, dalam beberapa
masyarakat agraris di mana perbandingan mungkin dilakukan dari
waktu ke waktu, Afrika Selatan memperlihatkan gambaran yang
rumit, sebagian besar karena “efek plafon” (ceiling effect) yang
terlihat pada Nigeria (hampir semua orang religius); sementara
India dan Bangladesh memperlihatkan hubungan yang semakin kuat
antara nilai-nilai keagamaan dan orientasi-orientasi Kanan dari
waktu ke waktu. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa agama
sama sekali tidak menghilang sebagai salah satu faktor yang
memprediksikan posisi ideologis seseorang. Hal ini sangat benar di
negara-negara seperti Spanyol, Irlandia, Italia, Prancis, dan Belgia,
serta Slovenia, Turki, dan Kroasia, di mana korelasi-korelasi antara
agama dan penempatan-diri ideologis masih cukup kuat dalam
gelombang terakhir survei. Namun terdapat indikator-indikator
bahwa selama 20 tahun terakhir, hubungan ini perlahan melemah
sebagai suatu petunjuk ideologis di sebagian besar negara industri
dan pasca-industri, seperti yang diprediksikan oleh teori sekulari-
sasi. Hal ini tampaknya tidak terjadi di beberapa masyarakat agraris
di mana kita memiliki data dari waktu ke waktu.

Dukungan Suara bagi Partai-partai Keagamaan

Kita telah mengkaji hubungan antara agama dan penempatan-diri
ideologis pada skala kanan-kiri, namun bagaimana dengan tingkat
absolut dukungan bagi partai-partai keagamaan? Mari kita mem-
bandingkan kekuatan elektoral dari partai-partai keagamaan selama
masa pasca-perang, sebagaimana diukur berdasarkan bagian suara
yang mereka peroleh dalam pemilu nasional dalam 16 masyarakat
pasca-industri dari 1945 hingga 1994. Lane, Mckay, dan Newton
mengklasifikasikan partai-partai sebagai “religius”, dan mengamati
bagian suara yang mereka peroleh, dalam edisi kedua buku Political
Data Handbook OECD Countries. Hasil-hasil dalam Tabel 9.4 dan
Gambar 9.2 menggambarkan kecenderungan-kecenderungan
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Gambar 9.2. Kekuatan Elektoral Partai-partai Keagamaan
dalam Pemilu Nasional di Masyarakat-masyarakat
Pasca-Industri, 1945-1994
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Sumber: Jan Erik-Lane, David McKay, dan Kenneth Newton, 1997, Political Data
Handbook OECD Countries, edisi ke-2, Oxford: Oxford University Press. Tabel
7.5a.

tersebut, yang memperlihatkan bahwa suatu kemerosotan dukungan
bagi partai-partai keagamaan telah terjadi selama setengah abad
terakhir, khususnya di negara-negara Eropa yang Katolik. Merosot-
nya dukungan suara bagi partai-partai keagamaan tersebut paling
tajam di Belgia, Prancis dan Italia (serta merupakan kecenderungan
jangka pendek di Portugal), dan pengikisan yang agak sedang terjadi
di Luxembourg dan Austria. Sebaliknya, Irlandia memperlihatkan
sedikit penguatan dalam hubungan ini. Sebagian besar negara di
Eropa Protestan, serta di Jepang yang beragama Shinto dan Yunani
yang Ortodoks, memperlihatkan pola dukungan yang lemah namun
stabil bagi partai-partai keagamaan. Satu-satunya negara yang secara
tradisional Protestan yang memperlihatkan suatu kemerosotan

tajam dalam dukungan bagi partai-partai keagamaan adalah
Belanda.
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Beberapa Kesimpulan

Dalam tahap-tahap awal sejarah, identitas keagamaan seseorang
memberikan suatu petunjuk tentang orientasi para pemilih terhadap
partai-partai politik, serta terhadap posisi ideologis mereka dalam
spektrum politik. Dalam hal ini, perbedaan-perbedaan antara umat
Protestan dan Katolik di Eropa Barat berfungsi sebagai suatu
petunjuk kognitif, seperti peran kelas sosial, yang menghubungkan
para pemilih dengan partai-partai; hubungan-hubungan ini sering
kali terus menetap selama masa hidup seorang individu. Namun,
pada dekade-dekade belakangan ini, ketika sekularisasi semakin
memperlemah identitas-identitas keagamaan dalam masyarakat-
masyarakat industri maju, kita berharap menemukan bahwa dam-
pak politik perbedaan-perbedaan kelompok keagamaan juga akan
memainkan peran yang kecil dalam politik partai dan pemilihan.
Sebagai akibatnya, partai-partai yang pernah memiliki hubungan-
hubungan organisasi yang kuat dengan Gereja Katolik, terutama
partai-partai Kristen Demokrat di Jerman Barat, Italia, dan Austria,
menjadi lebih sekular dalam seruan-seruan elektoral mereka, dan
bergeser ke arah “strategi-strategi membangun jembatan” yang me-
mungkinkan mereka memenangkan dukungan pemilih dari berbagai
macam kelompok sosial.

Pola-pola pada tingkat individu maupun tingkat makro yang
didokumentasikan dalam bab ini secara umum konsisten dengan
perkiraan-perkiraan ini. Di negara-negara pasca-industri, nilai-nilai
keagamaan terus memprediksikan suatu perasaan afiliasi dengan
kalangan Kanan politik, dengan gap 15% di antara mereka yang
menempatkan diri mereka di Kanan di kalangan orang-orang yang
hadir dan tidak hadir di gereja secara reguler. Gap keagamaan ini
tetap signifikan bahkan setelah menerapkan sekumpulan kontrol
sosial dan individual standar. Gap ini juga secara konsisten ditemu-
kan di beragam masyarakat, yang menunjukkan bahwa terdapat
suatu pola yang cukup universal dalam orientasi ideologis orang-
orang.

Meskipun demikian, kita juga menemukan bahwa hubungan
antara religiusitas dan orientasi politik Kanan tampak melemah
selama 20 tahun terakhir di sebagian besar masyarakat industri dan
pasca-industri, dengan beberapa pengecualian seperti AS dan
Austria. Apa yang penting, ujian paling penting terletak pada suara-
suara yang benar-benar diberikan dalam pemilu-pemilu nasional—
dan kita menemukan bahwa selama 50 tahun terakhir, dukungan
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bagi partai-partai keagamaan merosot di sebagian besar negara
pasca-industri, khususnya di negara-negara Eropa Katolik. Pola ini
hampir sepenuhnya mencerminkan pola-pola kehadiran reguler di
gereja di Eropa: seperti diperlihatkan sebelumnya, dalam kedua
kasus tersebut agama bermula dari titik yang tinggi, dan kemudian
merosot dengan lebih tajam di negara-negara Eropa Katolik
dibanding dengan negara-negara Eropa Protestan. Sekularisasi
tampak sebagai sebuah proses yang bermula di negara-negara Eropa
Protestan jauh sebelum bukti-bukti survei tersedia, sehingga pada
permulaan era pasca-perang, negara-negara ini telah memiliki
tingkat perilaku keagamaan dan dukungan bagi partai-partai
keagamaan yang lebih rendah dibanding dengan yang ada di negara-
negara Katolik. Akibatnya, selama 50 tahun terakhir proses se-
kularisasi paling kuat memengaruhi negara-negara Eropa Katolik,
sehingga negara-negara ini sekarang ini mendekati, namun belum
mencapai, tingkat-tingkat religiusitas yang rendah yang ditemukan
di Eropa Utara. Dan, seperti yang kita temukan sebelumnya dalam
kaitannya dengan praktik-praktik, nilai-nilai dan keyakinan-
keyakinan keagamaan, AS tetap merupakan pengecualian dalam
penekanannya pada pentingnya politik dalam agama.

Sekularisasi pada umumnya tersebar luas di negara-negara
makmur, dalam politik dan juga dalam masyarakat, meskipun jalur
perjalanan dan dampaknya berbeda-beda dari satu tempat ke tempat
lain. Tidak seperti masyarakat-masyarakat industri maju di Eropa
dan Amerika Utara, kita tidak memiliki kumpulan data dari waktu
ke waktu yang penting yang bisa digunakan untuk menganalisa
berbagai kecenderungan di negara-negara berkembang. Namun
bukti-bukti terbatas yang tersedia memperlihatkan bahwa kecen-
derungan-kecenderungan sekularisasi ini tidak terjadi di sana: tidak
terdapat bukti-bukti tentang kemerosotan religiusitas di seluruh
dunia, atau kemerosotan peran agama dalam politik. Yang terakhir
ini adalah fenomena masyarakat-masyarakat industri dan pasca-
industri.***
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Sekularisasi dan Dampak-dampaknya

SEJAK SERANGAN TERORIS PADA SEPTEMBER 2001, DAN PERISTIWA-
peristiwa setelahnya di Afganistan dan Irak, minat publik pada
perbedaan-perbedaan budaya dan keagamaan di dunia meningkat
pesat, dan perdebatan tentang teori sekularisasi dan kritik-kritik
terbaru terhadapnya tampak semakin relevan dengan masalah-
masalah sekarang ini. Gagasan tentang sekularisasi memiliki sejarah
yang panjang dan khas dalam ilmu-ilmu sosial, di mana banyak
pemikir berpengaruh menyatakan bahwa religiusitas mengalami
kemerosotan di seluruh masyarakat Barat. Namun alasan-alasan
yang pasti bagi merosotnya spiritualitas ini tidak sepenuhnya jelas.
Pada pertengahan 1960-an, klaim populer bahwa agama mengalami
kemerosotan besar didasarkan pada bukti-bukti yang lemah. Para
pendukungnya merujuk pada bukti-bukti empiris tentang merosot-
nya kehadiran di gereja di Eropa Barat, dan sekumpulan kecil studi
kasus yang cocok dengan tesis itu, dan bukan pada suatu penelitian
sistematis atas bukti-bukti empiris dari banyak negara.!

Dengan demikian, tidak mengejutkan bahwa selama dekade ter-
akhir para sosiolog Amerika melakukan serangan balik terhadap
premis-premis dasar teori sekularisasi tersebut.? Kritik ini menjadi-
kan banyak pendukung teori sekularisasi mengambil sikap membela
diri; Peter Berger menarik kembali klaim-klaimnya sebelumnya, dan
menyatakan bahwa banyak pengecualian yang terjadi yang tampak-
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nya menantang ramalan-ramalan utama Weber dan Durkheim
tersebut—serta menunjuk pada terus vitalnya Kristen Kanan di
Amerika Serikat, kebangkitan kembali kalangan evangelis di
Amerika Latin, kebebasan beragama baru di Eropa pasca-Komunis,
kebangkitan kembali Islam di Timur Tengah, atau bukti-bukti bahwa
praktik-praktik dan keyakinan-keyakinan keagamaan terus tumbuh
subur di sebagian besar negara Asia dan Afrika.’ Sebagian dari
fenomena yang dilaporkan ini mungkin telah dilebih-lebihkan,
namun asumsi simplistik bahwa agama di mana-mana mengalami
kemerosotan, seperti dalam dekade-dekade sebelumnya, telah men-
jadi kurang masuk akal bahkan bagi seorang pengamat biasa. Terlalu
banyak contoh yang menunjukkan kebalikannya yang ada di seluruh
dunia. Argumen pasar keagamaan berusaha untuk merekonstruksi
pemikiran kita tentang pendorong-pendorong utama keyakinan
keagamaan, mengalihkan perhatian kita dari kecenderungan-
kecenderungan sosiologis jangka-panjang akan tuntutan massa
publik terhadap keyakinan spiritual, dan menegaskan faktor-faktor
kelembagaan yang memengaruhi penawaran agama, yang mencakup
peran pemimpin dan organisasi gereja, serta peran negara dalam
memelihara agama-agama resmi atau kekangan-kekangan terhadap
kebebasan beribadah bagi keyakinan-keyakinan tertentu.*

Usaha untuk merekonstruksi sosiologi agama awal abad ke-20
telah lama terlambat, namun teori pasar keagamaan itu, menurut
kami, pada dasarnya salah dalam mencoba untuk menggeneralisasi
pengalaman khas Amerika untuk dunia secara umum. Jelas bahwa
publik AS tetap jauh lebih religius dibanding publik dari hampir
semua masyarakat pasca-industri yang lain, dengan tingkat
keyakinan pada Tuhan, beribadah dan kehadiran di gereja yang
sangat tinggi. Namun kita percaya bahwa hal ini pada umumnya
mencerminkan sebab-sebab lain ketimbang sebab-sebab yang di-
rujuk oleh teori pasar keagamaan. Selain itu, para pemikir sosiologi
klasik tidak pernah mengklaim bahwa agama akan terkikis secara
universal; argumen inti Weber adalah bahwa munculnya rasional-
itas, setelah Pencerahan, akan mengikis keyakinan-keyakinan ke-
agamaan di Barat. Durkheim mengklaim bahwa proses industrial-
isasi akan menyebabkan munculnya diferensiasi kelembagaan, yang
melucuti gereja Kristen dari fungsi-fungsi utamanya. Oleh karena
itu, hal ini memancing orang untuk mengkritik teori-teori ini
dengan menunjuk pada fakta bahwa agama tetap kuat di masya-
rakat-masyarakat yang belum mengalami proses industrialisasi.

Bab kesimpulan ini meringkaskan dan memperjelas inti teori
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sekularisasi kami, meringkaskan temuan-temuan dari bukti-bukti
yang dikaji dalam buku ini, dan membahas beberapa kritik. Kami
juga memperlihatkan bagaimana kondisi-kondisi keamanan eksis-
tensial berhubungan dengan religiusitas dan pola-pola pertumbuhan
penduduk.

Masyarakat-masyarakat di mana kehidupan sehari-hari orang-
orangnya dibentuk oleh ancaman kemiskinan, penyakit, dan ke-
matian prematur tetap sama religiusnya sebagaimana berabad-abad
sebelumnya. Masyarakat-masyarakat yang sama ini juga mengalami
pertumbuhan penduduk yang cepat. Sebaliknya, di negara-negara
kaya, bukti-bukti memperlihatkan bahwa sekularisasi telah berjalan
paling tidak sejak pertengahan abad ke-20 (dan mungkin lebih
awal)—namun pada saat yang sama angka kesuburan merosot ta-
jam, sehingga dalam tahun-tahun terakhir pertumbuhan penduduk
mengalami kemandekan dan total penduduk negara-negara itu
mulai menurun. Hasil dari kecenderungan-kecenderungan gabung-
an ini adalah bahwa masyarakat-masyarakat kaya menjadi lebib
sekular, namun dunia secara umum menjadi lebih religius. Selain itu,
suatu gap yang semakin besar semakin terbuka antara sistem-sistem
nilai negara kaya dan miskin, yang membuat perbedaan-perbedaan
keagamaan semakin menonjol. Tidak ada alasan mengapa per-
bedaan budaya yang semakin besar ini harus memunculkan konflik
yang keras. Namun ini perbedaan yang dapat disalahgunakan oleh
kaum fanatik dan para demagog untuk tujuan-tujuan mereka
sendiri.

Perbedaan-perbedaan global dalam hal agama semakin besar
selama abad ke-20, dan hal ini memiliki dampak-dampak penting
bagi perubahan sosial, modal sosial, partisipasi sipil, dan keber-
pihakan politik, serta bagi potensi bahaya konflik budaya di dunia
politik.

Teori Keamanan Eksistensial dan Sekularisasi

Karena terdapat begitu banyak kebingungan dalam perdebatan
tentang sekularisasi, izinkan kami mengemukakan lagi teori kami
secara singkat, menjabarkan asumsi-asumsi dan hipotesis-hipotesis
inti yang menjadi dasar analisa dan kesimpulan utama kami. Teori
kami tidak didasarkan pada klaim-klaim Weberian tentang
rasionalitas sistem-sistem keyakinan, dan juga tidak pada argumen-
argumen Durkheimian tentang diferensiasi fungsional. Proses-
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proses ini mungkin memiliki beberapa dampak, namun kami akan
menyisihkan klaim-klaim yang bermasalah tersebut dalam bab ini
untuk membentuk serangkaian proposisi logis yang jelas tentang
proses lain yang, menurut kami, memainkan peran lebih penting.
Teori keamanan eksistensial dan sekularisasi yang dikembangkan
dalam buku ini didasarkan pada dua aksioma sederhana-
digambarkan dalam Gambar 1.1—yang terbukti sangat kuat dalam
menjelaskan berbagai variasi keyakinan dan praktik keagamaan
yang ada di seluruh dunia.

Aksioma Keamanan

Premis pertama, aksioma keamanan, bersandar pada gagasan bahwa
masayarakat-masyarakat di seluruh dunia sangat berbeda-beda
dalam hal tingkat perkembangan manusia, perkembangan ekonomi,
serta kesetaraan sosio-ekonomi—dan karena itu, juga dalam tingkat
keamanan eksistensial yang dapat mereka berikan pada para warga.
Penduduk-penduduk yang paling rentan, khususnya dalam
masyarakat-masyarakat miskin, menghadapi berbagai bahaya yang
mengancam hidup, misalnya kekuarangan gizi dan kurangnya akses
ke air bersih; mereka relatif rentan terhadap HIV/AIDS, malaria,
dan penyakit-penyakit lain, dan juga rentan terhadap bencana alam;
mereka kurang memiliki layanan kesehatan publik dan pendidikan;
dan harapan hidup mereka rendah, sementara angka kematian anak
tinggi. Terlepas dari menyebarnya demokrasi elektoral selama
dekade terakhir, persoalan-persoalan ini cenderung diperparah oleh
pemerintahan yang buruk, pelanggaran hak-hak asasi manusia,
ketidaksetaraan gender dan konflik etnis, ketidakstabilan politik,
dan akhirnya gagalnya negara.

Bank Dunia dan UNDP telah menyoroti keadaan-keadaan ini
dan United Nation Millenium Development Goals mendorong
negara-negara kaya untuk melakukan lebih banyak hal untuk meng-
atasi berbagai persoalan ini. UNDP dirancang untuk membantu
negara-negara miskin dengan mengurangi hutang, dan dengan
memperkuat bantuan, investasi, perdagangan, dan transfer tekno-
logi. Dalam 30 tahun terakhir terjadi berbagai perkembangan besar
di beberapa bagian dunia berkembang: sebagai contoh, UNDP
memperkirakan bahwa selama periode ini rata-rata harapan hidup
meningkat delapan tahun dan buta huruf terpangkas hampir se-
tengah. Beberapa negara berkembang membuat berbagai kemajuan
besar, terutama Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong dan Singapura,
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dan sebagian Cina dan India belakangan ini mengalami pertumbuh-
an ekonomi yang mengesankan. Juga terdapat berbagai cerita sukses
besar di negara-negara seperti Botswana, Sri Lanka, dan Meksiko.
Meskipun demikian, UNDP melaporkan bahwa kemajuan seluruh
dunia berlangsung secara tidak menentu selama dekade terakhir,
dengan beberapa pembalikan: 54 negara (20 di antaranya di Afrika)
sekarang ini lebih miskin dibanding pada 1990; di 34 negara,
tingkat harapan hidup menurun; di 21 negara Indeks Perkembangan
Manusia merosot. Di Afrika, tingkat kecenderungan HIV/AIDS dan
kelaparan memburuk. Gap antara kondisi-kondisi hidup di
masyarakat kaya dan miskin bertambah besar.

Aksioma Tradisi Budaya

Teori kami juga didasarkan pada premis bahwa keyakinan, nilai-
nilai dan praktik-praktik keagamaan yang dominan dalam suatu
masyarakat berakar dalam tradisi dan sejarah budaya yang telah
lama ada. Tradisi keagamaan Protestan, Katolik, Hindu dan Islam,
membentuk nilai-nilai, praktik-praktik dan keyakinan-keyakinan
dari orang-orang yang hidup dalam masyarakat-masyarakat ter-
sebut, bahkan jika mereka tidak pernah menjejakkan kaki di gereja,
kuil, atau masjid, dan meskipun mereka secara pribadi termasuk
dalam keyakinan minoritas. Perbedaan-perbedaan budaya dan ke-
agamaan ini berarti bahwa kita perlu berhati-hati dalam melakukan
generalisasi di antara negara-negara; kehadiran dalam ibadah-
ibadah keagamaan, misalnya, dan peran berdoa atau meditasi,
merupakan ritual-ritual yang kurang penting dalam beberapa
keyakinan dibanding dalam keyakinan-keyakinan yang lain. Makna
simbolis dari perilaku-perilaku keagamaan yang mirip berbeda-beda
di seluruh dunia: di Tokyo, ekspresi spiritual mungkin bentuknya
adalah mengunjungi kuil Shinto untuk merayakan Tahun Baru atau
menyambut roh-roh leluhur dalam perayaan musim panas; di
Aljazair perilaku keagamaan mungkin berbentuk kunjungan ke
Mekkah untuk ibadah haji sedikitnya sekali dalam hidup, serta
memberi sedekah, sembahyang sehari-hari, dan shalat Jumat di
masjid; di Ttalia, kesalehan mungkin bentuknya mengunjungi
perayaan Ekaristi setiap hari dan melakukan pengakuan dosa.
Sebagai akibat dari keberagaman keyakinan dan ritual ini,
kadang diasumsikan bahwa mustahil membandingkan agama,
karena masing-masing agama sui generis (unik dan khas). Kami
setuju bahwa seseorang perlu berhati-hati menyangkut berbagai
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variasi gagasan-gagasan inti, upacara-upacara simbolis, dan ritual-
ritual tertentu yang ditemukan dalam berbagai keyakinan,
kelompok keagamaan dan sekte di dunia. Namun survei-survei
lintas-negara dapat membandingkan elemen-elemen utama tertentu
yang sama-sama dimiliki oleh keyakinan-keyakinan besar dunia,
yakni nilai-nilai keagamaan dan pentingnya agama bagi masing-
masing orang, apa pun bentuk dan keyakinan khasnya. Kita juga
bisa meneliti praktik-praktik keagamaan utama (diukur dengan
kehadiran dalam ibadah keagamaan dan dengan ibadah atau medi-
tasi reguler), terlepas dari upacara-upacara dan ritual-ritual tertentu
yang dipraktikkan. Kita tidak berusaha untuk membandingkan
bentuk-bentuk teologi tertentu, seperti makna keyakinan bagi umat
Katolik, penafsiran-penafsiran tentang yang ilahiah dalam kitab suci
Kristen, doktrin agama Budha, Hindu, atau Baha’isme, ritus-ritus
upacara dalam Taoisme, atau bentuk-bentuk alternatif spiritualitas
New Age yang populer di Barat. Kita menganalisa tingkat di mana
orang-orang dalam masyarakat-masyarakat dan wilayah-wilayah
yang berbeda meyakini agama sebagai sesuatu yang penting dalam
kehidupan mereka, dan seberapa sering mereka terlibat dalam
ibadah dan berdoa, sebagai praktik-praktik utama keagamaan yang
lazim. Analisa kami memperlihatkan bahwa komponen-komponen
agama ini dapat diperbandingkan dari satu budaya ke budaya lain,
dan bahwa komponen-komponen tersebut memiliki dampak yang
kuat pada pandangan dunia dan perilaku orang-orang.

Hipotesis-hipotesis

Serangkaian proposisi utama muncul dari premis-premis ini, dan
diuji dalam keseluruhan buku ini. Tak satu pun dari hipotesis-
hipotesis ini yang mengejutkan, namun mereka adalah blok-blok
bangunan yang, ketika dipertimbangkan secara bersama-sama,
membuat kita memikirkan ulang penjelasan-penjelasan lazim ten-
tang proses sekularisasi, dan meragukan penjelasan alternatif yang
paling berpengaruh belakangan ini, yakni teori sisi-penawaran.

1. Hipotesis Nilai-nilai Keagamaan

Hipotesis pertama kami menyatakan bahwa keadaan-keadaan yang
dialami orang-orang pada tahun-tahun pertumbuhan mereka
memiliki dampak besar pada nilai-nilai budaya mereka. Tumbuh
dalam masyarakat-masyarakat di mana keberlangsungan hidup
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tidak pasti sangat kondusif bagi penekanan yang kuat pada agama;
sebaliknya, mengalami tingkat keamanan eksistensial yang tinggi
dalam tahun-tahun pertumbuhan seseorang mengurangi arti-
penting agama dalam kehidupan seseorang. Hipotesis ini sangat
berbeda dari asumsi pasar keagamaan bahwa permintaan akan
agama adalah konstan. Sebaliknya, penafsiran kami mengandaikan
bahwa permintaan akan agama jauh lebih kuat di negara-negara
berpenghasilan rendah dibanding di negara-negara kaya, serta jauh
lebih kuat di strata masyarakat yang kurang aman dibanding di
strata yang lebih makmur. Kami menghipotesiskan bahwa ketika
sebuah masyarakat melewati tahap-tahap awal industrialisasi, dan
hidup menjadi kurang keras, kurang kejam dan lebih lama, orang-
orang cenderung menjadi lebih sekular dalam orientasi mereka.

Analisa data dari berbagai masyarakat di seluruh dunia me-
nyingkapkan bahwa tingkat di mana orang menekankan agama dan
terlibat dalam perilaku keagamaan memang bisa diprediksikan
dengan tingkat akurasi yang tinggi berdasarkan tingkat perkem-
bangan ekonomi sebuah masyarakat dan indikator-indikator lain
perkembangan manusia. Analisa multivariat memperlihatkan bahwa
beberapa indikator perkembangan utama seperti GNP per kapita,
angka HIV/AIDS, akses ke air bersih, atau jumlah dokter per
100.000 orang, memprediksikan dengan ketepatan besar seberapa
sering orang-orang dari suatu masyarakat tertentu beribadah atau
berdoa. Faktor-faktor ini menjelaskan sebagian besar perbedaan
tersebut, bahkan tanpa menyinggung sistem-sistem keyakinan dari
masyarakat-masyarakat tertentu, atau struktur kelembagaan agama
tertentu, seperti ciri-ciri organisasi dan sumber finansial gereja-
gereja evangelis di Amerika Latin, usaha-usaha filantropis dari para
misionaris Katolik, peraturan legal-institusional negara tentang
kebebasan beribadah di negara-negara Eropa pasca-Komunis, atau
peran kependetaan di Afrika. Variabel-variabel penjelas yang paling
penting adalah variabel-variabel yang membedakan antara masya-
rakat-masyarakat yang rentan dan masyarakat-masyarakat di mana
keberlangsungan hidup begitu aman sehingga orang menjalaninya
begitu saja selama tahun-tahun pertumbuhan mereka.

2. Hipotesis Budaya Keagamaan

Teori kami menghipotesiskan bahwa, meskipun tingkat keamanan
eksistensial yang meningkat kondusif bagi sekularisasi, perubahan
budaya merupakan sesuatu yang tidak berdiri sendiri: tradisi ke-
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agamaan suatu masyarakat yang secara historis dominan cenderung
meninggalkan dampak yang abadi pada keyakinan-keyakinan
keagamaan dan norma-norma sosial lain, mulai dari persetujuan
terhadap perceraian, peran gender, toleransi terhadap homo-
seksualitas, hingga orientasi kerja. Keadaan awal sebuah masyarakat
terus memengaruhi keadaannya di waktu nanti, sehingga warga
masyarakat yang secara historis Protestan terus memperlihatkan
nilai-nilai yang berbeda dari nilai-nilai yang berlaku dalam
masyarakat yang secara historis Katolik, atau Hindu, atau Ortodoks,
atau Konfusian. Perbedaan-perbedaan lintas-negara ini tidak
mencerminkan pengaruh otoritas-otoritas keagamaan sekarang
ini—mereka terus ada bahkan dalam masyarakat-masyarakat di
mana mayoritas warganya tidak lagi menghadiri gereja. Perbedaan-
perbedaan itu mencerminkan pengaruh-pengaruh sejarah yang
membentuk budaya-budaya nasional tertentu, dan sekarang ini
memengaruhi keseluruhan penduduk. Dengan demikian, dalam
masyarakat Belanda, umat Katolik, Protestan, dan orang-orang yang
telah meninggalkan gereja semuanya cenderung memiliki sistem
nilai nasional bersama yang sangat berbeda dalam perspektif global.

Wiarisan sejarah sebuah masyarakat meninggalkan jejak yang
terus ada, namun proses sekularisasi cenderung menghamparkan
berbagai perubahan budaya sistematis yang bergerak dalam arah
yang dapat diprediksikan, yang mengikis pentingnya agama dalam
kehidupan orang-orang dan memperlemah kesetiaan pada norma-
norma budaya tradisional, menjadikan orang lebih toleran terhadap
perceraian, aborsi, homoseksualitas, dan perubahan budaya secara
umum. Mungkin tampak paradoks untuk mengklaim bahwa per-
kembangan ekonomi menyebabkan berbagai perubahan sistematis
dan bahwa warisan budaya sebuah masyarakat terus-menerus
memengaruhi masyarakat itu. Namun hal ini sebenarnya bukan
paradoks: jika setiap masyarakat di dunia bergerak ke arah yang
sama, dengan angka kecepatan yang sama, mereka akan tetap jauh
terpisah dan tidak akan pernah bertemu.

Tentu saja, realitasnya tidak sesederhana itu: sekularisasi terjadi
paling awal dan bergerak paling jauh di negara-negara yang secara
ekonomi paling maju; dan sedikit atau tidak ada sekularisasi yang
terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah. Namun hal ini
berarti bahwa perbedaan-perbedaan budaya yang terkait dengan
perkembangan ekonomi bukan hanya tidak menyusut, melainkan
menjadi lebib besar. Sekularisasi dan bertahannya perbedaan-
perbedaan budaya sepenuhnya kompatibel.
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Weber mengklaim bahwa Agama Protestan membentuk kembali
sikap terhadap kerja, yang memiliki dampak yang kuat pada
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, serta mendorong se-
mangat kapitalisme. Namun kenyataan bahwa secara historis
negara-negara Protestan adalah yang pertama melakukan industrial-
isasi dan mencapai tingkat keamanan eksistensial massa yang tinggi
berarti bahwa mereka cenderung memiliki budaya yang relatif
sekular sekarang ini. Demikian juga, bukti-bukti survei menunjuk-
kan bahwa mereka yang hidup dalam masyarakat-masyarakat
Protestan sekarang ini memiliki etika kerja yang paling lemah,
bukan paling kuat, dibandingkan dengan semua budaya keagamaan
besar yang lain. Orang-orang yang hidup dalam masyarakat-
masyarakat Protestan sekarang ini secara umum memberi bobot
yang sama pada nilai-nilai kerja dan kesenangan, sementara publik
sebagian besar masyarakat yang lain memberikan prioritas yang
sangat besar pada kerja. Warisan keagamaan sebuah masyarakat
memiliki jejak yang terus bertahan pada isu-isu moral, seperti sikap
terhadap aborsi dan bunuh diri. Namun seperti yang telah kita
amati, proses-proses perkembangan jangka panjang mengubah nilai-
nilai budaya dasar, serta menggerakkan publik ke arah liberalisme
moral menyangkut isu-isu seksualitas dan ke arah pengejaran
berbagai kesempatan akan pemenuhan-diri di luar tempat kerja dan
wilayah ekonomi.

Tesis berpengaruh lain yang kita kaji adalah tesis “benturan
peradaban” Samuel Huntington, yang mengklaim bahwa salah satu
perbedaan budaya paling penting antara Barat dan dunia Muslim
berkenaan dengan perbedaan-perbedaan dalam hal nilai-nilai politik
demokratis. Di masa pasca-Perang Dingin, menurut Huntington,
“benturan peradaban” tersebut merupakan sumber utama konflik
internasional dan dalam negeri. Bukti-bukti komparatif dalam Bab
6 menunjuk pada empat temuan utama. Pertama, ketika kita
membandingkan sikap-sikap politik (termasuk penilaian tentang
seberapa baik demokrasi berjalan dalam praktik, dukungan bagi
prinsip-prinsip demokrasi, dan ketidaksetujuan terhadap ke-
pemimpinan otoriter), ketimbang “benturan nilai-nilai”, apa yang
kita temukan hanyalah perbedaan-perbedaan yang tidak begitu
besar antara dunia Islam dan Barat. Malah, perbedaan terbesar
menyangkut nilai-nilai demokrasi ditemukan antara negara-negara
bekas Soviet di Eropa Timur (seperti Rusia, Ukraina dan Moldova),
yang menunjukkan dukungan minimal bagi demokrasi, dan
sebagian besar negara lain yang memperlihatkan sikap yang jauh
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lebih positif, termasuk negara-negara Barat maupun Islam. Pola ini
dapat dijelaskan dengan masuk akal sebagai sesuatu yang
mencerminkan sisa-sisa warisan Perang Dingin dan suatu penilaian
realisitik terhadap kinerja nyata dari demokrasi di negara-negara ini,
sebagaimana terlihat dengan kemunculan kembali konflik etnik
yang didasarkan pada nilai-nilai Gereja Ortodoks. Kita memang
menemukan bahwa dukungan bagi peran kuat orotitas-otoritas
keagamaan lebih kuat di masyarakat-masyarakat Muslim dibanding
di Barat, namun sekali lagi ini bukan suatu dikotomi yang se-
derhana; banyak jenis masyarakat lain yang juga mendukung peran
aktif para pemimpin keagamaan dalam kehidupan publik, antara
lain negara-negara Afrika sub-Sahara dan Amerika Latin.

Jelas bahwa budaya-budaya keagamaan memiliki suatu dampak
penting (yang diremehkan oleh Huntington) dalam memprediksi
keyakinan-keyakinan tentang kesetaraan gender dan liberalisasi
seksual. Dalam hal ini, Barat jauh lebih egaliter dan liberal di-
banding semua masyarakat lain, khususnya negara-negara Muslim.
Perbandingan-perbandingan generasional memperlihatkan bahwa
gap ini terus membesar karena kelompok kelahiran yang lebih muda
di Barat menjadi semakin liberal dalam perilaku sekusual mereka
sementara kelompok kelahiran yang lebih muda dalam masyarakat
Islam tetap sangat tradisional. Hasil-hasilnya menunjukkan bahwa
masyarakat Barat modern memang berbeda, khususnya menyangkut
transformasi orientasi yang terkait dengan revolusi seksual yang
terjadi dalam dekade-dekade terakhir, perubahan-perubahan men-
dasar dalam sifat keluarga modern, dan gaya hidup yang lebih
ekspresif. Dibanding di masyarakat lain, di masyarakat Barat yang
makmur kesetaraan bagi kaum perempuan telah mengalami
kemajuan lebih jauh, dan hal ini sangat mengubah keyakinan-
keyakinan dan nilai-nilai budaya tradisional tentang pembagian
peran seksual yang tepat; namun perubahan-perubahan ini juga
mulai memengaruhi masyarakat-masyarakat Asia Timur yang
makmur. Dukungan bagi kesetaraan gender dan toleransi terhadap
perceraian, homoseksualitas, dan sejenisnya bukan merupakan
bagian dari tradisi Kristen Barat—semua ini adalah perkembangan-
perkembangan baru—dan tidak khas Barat. Semua itu adalah
perubahan budaya yang terkait dengan tingkat perkembangan
ekonomi yang tinggi serta dengan munculnya masyarakat ilmu
pengetahuan.

268 KESIMPULAN



Democracy Project

3. Hipotesis Partisipasi Keagamaan

Kami memperkirakan bahwa nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan
keagamaan akan sangat memengaruhi praktik-praktik keagamaan,
seperti kehadiran dalam ibadah keagamaan dan frekuensi berdoa
atau meditasi. Bukti-bukti sangat mendukung perkiraan ini: Gambar
10.1 membandingkan rata-rata frekuensi kehadiran dalam ibadah
keagamaan dengan kuatnya nilai-nilai keagamaan dalam masing-
masing masyarakat (dengan menggunakan skala empat-poin untuk
memonitor pentingnya agama). Gambar tersebut memperlihatkan
korelasi yang sangat kuat (R? = 0,73); nilai-nilai keagamaan tampak
memiliki dampak yang kuat pada partisipasi keagamaan di sebagian
besar negara. Negara-negara yang berada di sisi sudut kiri bawah,
seperti Republik Ceko, Denmark dan Prancis, secara konsisten
memperlihatkan orientasi yang relatif sekular pada kedua indikator
tersebut. Sebaliknya, masyarakat-masyarakat lain yang berada di
kuadran kanan atas, seperti Afrika Selatan, Amerika Serikat, dan El
Savador, secara konsisten sangat religius pada kedua ukuran
tersebut. Namun sejumlah pengecualian juga terlihat, di mana
partisipasi keagamaan lebih tinggi dibanding yang diperkirakan,
yang berada di atas garis regresi di sekitar sudut kanan atas,
khususnya Nigeria, Uganda, dan Zimbabwe, serta Irlandia, Polandia
dan India. Dalam masyarakat-masyarakat ini, faktor-faktor lain
sepertinya penting dalam mendorong keterlibatan keagamaan,
seperti norma-norma sosial, jaringan komunal, dan tekanan
kelompok informal untuk menghadiri ibadah bagi mereka yang
hidup dalam komunitas-komunitas yang sangat religius. Dalam
kuadran kanan bawah, yang berada di bawah garis regresi, umat
Islam yang hidup di Iran, Mesir dan Turki menganggap agama
sangat penting bagi kehidupan mereka, namun mereka yang benar-
benar berpartisipasi secara reguler dalam ibadah keagamaan lebih
sedikit dari yang diperkirakan.

Kami menggunakan prosedur yang serupa dalam mengkaji
hubungan antara keyakinan-keyakinan inti keagamaan dan pola-
pola partisipasi keagamaan. Beberapa penulis menyatakan bahwa
suatu distingsi penting dapat dibuat antara “menjadi bagian” dan
“meyakini”. Demikianlah, Grace Davie menyatakan bahwa di
Inggris Raya semakin sedikitnya jumlah orang yang hadir dalam
ibadah gereja tidak disertai dengan kemerosotan luas dalam hal
keyakinan-keyakinan keagamaan.® Di Eropa Barat secara ke-
seluruhan, menurut Davie, pola-pola yang serupa dapat dilihat:
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Gambar 10.1. Perilaku Keagamaan dan Nilai-nilai Keagamaan
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CATATAN: Partisipasi keagamaan: P185: “Selain pernikahan, pemakaman, dan
pembabtisan, seberapa sering kira-kira anda menghadiri ibadah-ibadah keagamaan
belakangan ini? Lebih dari sekali seminggu, sekali seminggu, sekali sebulan, hanya
pada hari raya-hari raya tertentu, sekali setabun, sangat jarang, tidak pernab atau
hampir tidak pernah.”

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia, gabungan 1981-2001.
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“Orang-orang Eropa Barat adalah penduduk yang tidak bergereja,
ketimbang sekadar sekular. Karena kemerosotan tajam dalam
kehadiran di ibadah keagamaan (khususnya di Utara yang Protestan)
tidak menyebabkan kemerosotan keyakinan keagamaan.”” Poling-
poling opini juga memperlihatkan terus adanya kesetiaan terhadap
banyak keyakinan dan gagasan inti agama Kristen di Amerika
Serikat. Seperti yang dikemukakan Wilcox dan Jelen, menyangkut
bukti-bukti tentang hubungan keyakinan dan partisipasi:

Amerika Serikat memiliki tingkat keyakinan dan kesalehan
keagamaan yang sangat tinggi, suatu fakta yang menjadikan negara
itu sebagai pengecualian dalam hubungan yang telah mapan antara
perkembangan sosio-ekonomi dan kesalehan keagamaan. Warga
Amerika Serikat lebih cenderung yakin pada Tuhan personal, hidup
setelah mati, surga, dan terutama pada Setan dan neraka dibanding
warga Eropa. Mereka lebih cenderung hadir di gereja tiap minggu
atau lebih sering dan berdoa secara teratur.’

Andrew Greeley juga menyatakan bahwa banyak masyarakat Eropa
Tengah dan Timur juga mengalami kebangkitan kembali keyakinan-
keyakinan spiritual belakangan ini, di mana runtuhnya Uni Soviet
membuka pintu bagi kebebasan beribadah di negara-negara bekas
Komunis.” Bukti-bukti sistematis lintas-negara, yang membanding-
kan keyakinan-keyakinan keagamaan di banyak negara yang lain di
dunia, jarang ada, meskipun para pengamat telah menunjuk ber-
bagai macam tanda kebangkitan kembali gerakan-gerakan yang
berdasar keyakinan dan kontra-sekular, antara lain kuatnya
Yudaisme Ortodoks dalam politik Israel, meluasnya Protestantisme
evangelis di Amerika Latin, dan kuatnya gerakan-gerakan Islam
konservatif di beberapa negara Timur Tengah dan Afrika Utara.!
Kuatnya keyakinan-keyakinan keagamaan umum tersebut dapat
dibandingkan dengan menggunakan sebuah skala empat-poin
sederhana, yang mencakup keyakinan pada surga, neraka, hidup
setelah mati dan apakah orang memiliki jiwa. [tem-item ini memiliki
beragam bentuk makna dan penekanan dalam berbagai keyakinan,
kepercayaan, dan sekte,!' namun secara bersama mereka mem-
bentuk skala Keyakinan Keagamaan yang memiliki tingkat
keterpercayaan statistik dan konsistensi internal yang tinggi di
masing-masing jenis agama besar, yang menunjukkan bahwa mereka
meringkaskan dimensi umum dari keyakinan-keyakinan utama.'?
Seperti yang diperlihatkan Gambar 10.2, kuatnya keyakinan-
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Gambar 10.2. Partisipasi Keagamaan dan Keyakinan Keagamaan
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CATATAN: Partisipasi keagamaan: Q185: “Selain pernikahan, pemakaman, dan
pembabtisan, seberapa sering kira-kira anda menghadiri ibadah-ibadah keagamiaan
belakangan ini? Lebih dari sekali seminggu, sekali seminggu, sekali sebulan, hanya
pada hari raya-hari raya tertentu, sekali setahun, sangat jarang, tidak pernah atau
hampir tidak pernah.” Proporsi yang hadir “Sekali seminggu atau lebib”.

Sumber: Survei Nilai-Nilai Dunia, gabungan 1981-2001.

keyakinan keagamaan tersebut juga memprediksikan tingkat
partisipasi keagamaan sebuah masyarakat dengan tingkat akurasi
yang cukup besar (R? = 0,476), meskipun terdapat lebih banyak
masyarakat yang tersebar di sekitar garis regresi dibanding yang
ditemukan dengan ukuran nilai-nilai keagamaan tersebut. Nigeria,
Uganda, Irlandia, India, dan Filipina semuanya memperlihatkan
tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding yang diperkirakan
hanya berdasarkan kuatnya keyakinan-keyakinan keagamaan,
sementara Mesir, Turki dan Iran sekali lagi terbukti lebih rendah
dibanding yang diperkirakan, yang menunjukkan bahwa faktor-
faktor tertentu membantu membentuk praktik keagamaan di
negara-negara ini.

Tingkat kehadiran di gereja yang sangat tinggi di Amerika Serikat
dapat dijelaskan dengan kuatnya nilai-nilai dan keyakinan-
keyakinan keagamaan di Amerika, dan pada garis regresi tersebut,
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negara ini berada di tempat yang diperkirakan—yang masih
menyisakan suatu pertanyaan terbuka, mengapa semua indikator
religiusitas tersebut lebih kuat di Amerika dibanding di sebagian
besar masyarakat pasca-industri yang lain. Salah satu kemungkinan-
nya adalah kenyataan bahwa Amerika Serikat didirikan oleh para
pengungsi yang religius, yang menganggap agama sangat penting
sehingga mereka siap mempertaruhkan hidup mereka dalam sebuah
lingkungan baru agar bisa mempraktikkan agama mereka—dan bisa
menyebarkan pandangan ini, sampai tingkat tertentu, pada
gelombang-gelombang imigran berikutnya. Kami tidak memiliki
data yang memungkinkan kita untuk menguji hipotesis ini, namun
dalam Bab 4 kami mengkaji suatu kemungkinan lain, dan mene-
mukan bukti bahwa keamanan eksistensial terkait dengan keadaan-
keadaan kesetaraan sosio-ekonomi. Amerika Serikat memiliki
jaringan keamanan dan kesejahteraan sosial yang kurang kompre-
hensif dibanding sebagian besar negara lain yang memiliki tingkat
perkembangan ekonomi yang serupa, sehingga banyak orang masih
mengalami ketidakamanan eksistensial—suatu keadaan yang juga
ditemukan di banyak negara kaya minyak. Salah satu perwujudan
dari hal ini adalah kenyataan bahwa harapan hidup di Amerika
sedikit lebih rendah dibanding di sebagian besar negara kaya yang
lain. Pola imigran dan multikulturalisme khusus yang mencirikan
Amerika Serikat mungkin juga memiliki andil terhadap fenomena
ini; di Amerika banyak terdapat para imigran generasi pertama dan
kedua yang pada mulanya berasal dari negara-negara miskin di
Amerika Tengah dan Selatan, serta dari negara-negara miskin di
Asia, yang memiliki religiusitas yang relatif kuat.!?

4. Hipotesis Keterlibatan Sipil

Dalam hipotesis kelima, kami juga memprediksikan bahwa ke-
terlibatan yang lebih besar dalam praktik-praktik keagamaan akan
mendorong aktivisme politik dan sosial, dan karena itu juga modal
sosial dan keterlibatan sipil, apakah itu diungkapkan lewat
keanggotaan dalam oraganisasi-organisasi yang berbasis keyakinan,
keanggotaan dalam kelompok-kelompok masyarakat sipil, atau
dukungan bagi partai-partai politik. Teori modal sosial telah
menarik banyak minat di tahun-tahun belakangan ini, saat banyak
ilmuwan sosial berusaha untuk meneliti peran asosiasi-asosiasi
sukarela dan organisasi-organisasi sipil. Klaim dari teori ini adalah
bahwa modal sosial mendorong produksi barang-barang privat
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(yang menguntungkan individu) dan juga barang-barang publik
(vang menguntungkan masyarakat). Modal sosial dianggap meng-
hasilkan kemampuan untuk membangun bagi komunitas, sebagai-
mana investasi modal ekonomi produktif bagi pembentukan barang
dan jasa. Berbagai studi telah menegaskan bahwa di Amerika
Serikat, gereja-gereja Protestan garis-utama memainkan peran pen-
ting dalam “menjembatani” beragam kelompok dalam komunitas-
komunitas lokal, mendorong kontak langsung, hubungan sosial, dan
jaringan organisasi yang nantinya dianggap menghasilkan keper-
cayaan antar-pribadi dan kerjasama dalam komunitas-komunitas
lokal menyangkut isu-isu kepentingan bersama.

Bukti-bukti yang dikaji dalam Bab 8 mendukung klaim bahwa di
banyak negara, bukan hanya Amerika Serikat, partisipasi keagamaan
(vang diukur dengan frekuensi menghadiri ibadah keagamaan) se-
cara positif terkait dengan keanggotaan dalam organisasi-organisasi
keagamaan, seperti organisasi amal yang berbasis-keyakinan,
kelompok pemuda, dan klub-klub sosial, serta dengan beberapa
organisasi sukarela non-keagamaan dan asosiasi-asosiasi komunitas.
Selain itu, keanggotaan dalam organisasi-organisasi keagamaan
(namun bukan kehadiran dalam ibadah keagamaan) secara sig-
nifikan terkait dengan indikator-indikator keterlibatan sipil ter-
tentu, antara lain sikap-sikap sosial dan partisipasi politik.

Namun tetap sulit untuk memilah arah kausalitas dalam
hubungan-hubungan ini. Menjadi anggota gereja mungkin membuat
orang memiliki kontak dengan teman-teman, tetangga, dan kolega
yang lebih luas, di luar keluarga mereka, dan dengan demikian
mendorong orang untuk bergabung dengan jaringan-jaringan sosial
dan aosiasi-asosiasi komunitas yang lain. Namun juga bisa benar
bahwa orang-orang yang paling cenderung bergabung dengan
kelompok-kelompok sukarela dalam komunitas mereka juga paling
cenderung bergabung dengan gereja atau organisasi-organisasi
keagamaan lain. Sangat mungkin bahwa suatu proses kausalitas
timbal-balik yang saling memperkuat mendasari hubungan-
hubungan ini, sehingga “para anggota” organisasi sosial tidak hanya
menghadiri gereja, namun juga menjadi anggota beragam organisasi
sipil yang lain. Dalam kasus tertentu, dampak merosotnya
kehadiran di gereja pada keterlibatan sipil umumnya diimbangi oleh
munculnya gerakan-gerakan sosial baru, politik protes, dan bentuk-
bentuk baru komunikasi-komunikasi virtual yang mendorong
bentuk-bentuk mobilisasi dan ekspresi politik alternatif.'

Dalam era-era sebelumnya, identitas keagamaan seseorang
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memberikan suatu petunjuk yang mengorientasikan para pemilih
pada partai-partai politik, dan membantu mendefinisikan posisi
ideologis seseorang dalam spektrum politik. Dalam hal ini,
perbedaan-perbedaan antara umat Protestan dan Katolik di Eropa
Barat berfungsi sebagai suatu petunjuk singkat kognitif, mirip
dengan peran kelas sosial, yang menghubungkan para pemilih
dengan partai; hubungan-hubungan ini sering kali terus ada selama
masa hidup seorang individu. Namun, dalam dekade-dekade
belakangan, ketika sekularisasi semakin memperlemah identitas
keagamaan dalam masyarakat-masyarakat industri maju, kita mem-
perkirakan akan menemukan bahwa dampak politik dari perbeda-
an-perbedaan kelompok keagamaan tersebut akan memainkan
peran yang semakin melemah dalam politik partai dan politik
elektoral. Akibatnya, partai-partai yang pernah memiliki hubungan
organisasi yang kuat dengan Gereja Katolik, seperti partai Kristen
Demokrat di Jerman Barat, Italia dan Austria, menjadi lebih sekular
dalam seruan-seruan kampanye pemilihan umum mereka, dan
beralih ke “strategi-strategi membangun jembatan” yang memung-
kinkan mereka untuk mendapatkan dukungan pemilih dari beragam
kelompok sosial.

Bukti-bukti yang dikaji dalam Bab 9 berfungsi untuk menegaskan
perkiraan-perkiraan tersebut; di negara-negara pasca-industri, nilai-
nilai keagamaan terus memprediksikan afiliasi dengan politik
Kanan. Gap keagamaan ini tetap signifikan bahkan setelah
menerapkan rangkaian kontrol sosial dan individual standar kami.
Gap ini ditemukan di beragam masyarakat, yang memperlihatkan
adanya pola yang cukup universal dalam orientasi-orientasi
ideologis orang-orang. Meskipun demikian, kami juga menemukan
bahwa hubungan antara religiusitas dan orientasi politik Kanan
tampak melemah selama 20 tahun terakhir di sebagian besar
masyarakat industri dan pasca-industri, kecuali Amerika Serikat dan
Austria. Dengan demikian, ujian utamanya terletak dalam suara
yang benar-benar diberikan dalam pemilu nasional—dan kami
menemukan bahwa selama 50 tahun terakhir dukungan bagi partai-
partai keagamaan merosot di sebagian besar negara pasca-industri,
khususnya di negara-negara Eropa Katolik.

Temuan ini mencerminkan pola yang ditemukan dalam kaitan-
nya dengan kehadiran di gereja di Eropa: dalam kedua kasus
tersebut agama mulai dari titik yang lebih tinggi, dan kemudian
merosot secara jauh lebih tajam di negara-negara Katolik dibanding
dengan di negara-negara Protestan. Sekularisasi tampak merupakan
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suatu proses yang bermula di negara-negara Protestan Eropa jauh
sebelum bukti-bukti survei tersedia, sehingga pada permulaan era
pasca-perang, negara-negara ini memiliki tingkat dukungan bagi
partai-partai keagamaan yang jauh lebih rendah dibanding yang
ditemukan di negara-negara Katolik. Akibatnya, selama 50 tahun
terakhir proses sekularisasi paling kuat memengaruhi negara-negara
Katolik Eropa, dan negara-negara ini sekarang ini mendekati—
namun belum mencapai—tingkat religiusitas yang rendah yang
ditemukan di Eropa Utara. Tepat sebagaimana yang kami temukan
dalam hal praktik-praktik, nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan ke-
agamaan, Amerika Serikat tetap merupakan pengecualian dalam hal
penekanannya pada pentingnya politik dalam agama. Sekularisasi
secara umum tersebar luas di seluruh negara makmur, dalam politik
serta dalam masyarakat, meskipun jalannya perubahan tersebut dan
dampak-dampaknya berbeda-beda dari satu negara ke negara lain.
Kita tidak memiliki suatu kumpulan data dari waktu ke waktu yang
dapat digunakan untuk menganalisa kecenderungan-kecenderungan
di negara-negara pra-industri, sebagaimana yang kita lakukan dalam
kaitannya dengan masyarakat-masyarakat industri maju di Eropa
dan Amerika Utara. Namun bukti-bukti terbatas yang ada me-
nunjukkan bahwa tidak terdapat kemerosotan religiusitas atau
kemerosotan peran agama dalam politik di seluruh dunia: ini adalah
suatu fenomena masyarakat industri dan pasca-industri.

5. Hipotesis Pasar Keagamaan

Dengan menggunakan beragam metode, kami telah menganalisa
bukti-bukti dari hampir 80 masyarakat, dan menjalankan
perbandingan-perbandingan lintas-budaya pada tingkat individual
maupun sosial, mengkaji data survei dari waktu ke waktu, dan
melakukan perbandingan-perbandingan generasional untuk meng-
uji serangkaian hipotesis yang berkenaan dengan hubungan antara
sekularisasi dan keamanan eksistensial. Kami juga menguji secara
empiris proposisi-proposisi inti dari penjelasan alternatif yang pa-
ling berpengaruh sekarang ini: teori pasar keagamaan sisi-pasokan.

Teori pasar keagamaan menganggap bahwa partisipasi keagama-
an sangat dipengaruhi oleh “penawaran” kelembagaan agama dan
peran negara. Teori itu memprediksikan bahwa partisipasi ke-
agamaan akan meningkat dengan (1) pluralisme keagamaan yang
semakin besar dan (2) sedikitnya peraturan negara tentang lembaga-
lembaga keagamaan. Penjelasan-penjelasan keagamaan ini tampak
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masuk akal jika melihat beberapa contoh historis tentang hubungan
antara gereja dan negara.

Contoh utama yang diambil sebagai bukti bahwa pluralisme
keagamaan menghasilkan tingkat keyakinan dan partisipasi
keagamaan yang tinggi adalah Amerika Serikat. Namun meskipun
pluralisme keagamaan memang berjalan beriringan dengan tingkat
religiusitas yang relatif tinggi di Amerika Serikat, negara-negara
seperti Pakistan, Indonesia, Aljazair, El-Savador, Puerto Rico,
Bangladesh, Mesir, Nigeria, Uganda, Brasil dan Kolombia semuanya
memperlihatkan tingkat keyakinan dan praktik keagamaan yang
jauh lebih tinggi—masyarakat-masyarakat di mana 99% penduduk
menjadi bagian dari satu agama yang secara politik dan sosial
dominan. Beberapa dari negara-negara ini, seperti Nigeria,
memperlihatkan tingkat pluralisme keagamaan yang tinggi, namun
sebagian besar sangat homogen: apa yang sama-sama mereka miliki
bersama adalah kemiskinan. Publik Amerika sangat religius hanya
jika dibandingkan dengan publik masyarakat-masyarakat industri
maju yang lain; namun Amerika Serikat dalam hal ini berada jauh di
bawah sebagian besar masyarakat miskin. Analisa multivariat
terhadap data dari berbagai macam masyarakat tidak mendukung
hipotesis bahwa pluralisme keagamaan memunculkan tingkat
religiusitas yang tinggi. Kami mengajukan alasan-alasan lain untuk
menunjukkan mengapa, di kalangan negara-negara kaya, Amerika
Serikat adalah sebuah kasus yang menyimpang.

Apakah regulasi negara terhadap agama yang lebih sedikit
menghasilkan tingkat religiusitas yang tinggi? Sekali lagi, sejumlah
contoh (termasuk AS) tampak mendukung hipotesis ini. Namun
pengekangan negara terhadap agama bisa kontra-produktif. Usaha-
usaha untuk mengekang agama di Polandia berdampak menjadikan
Gereja Katolik Roma pendukung kemerdekaan Polandia dari
penindasan Rusia baik di bawah Tzar maupun di bawah Uni Soviet.
Dan di Rusia, di mana selama 70 tahun kebijakan resmi Soviet
memberlakukan atheisme negara, dukungan bagi Gereja Ortodoks
Rusia terus bertahan hingga sekarang ini. Untuk menguji teori pasar
keagamaan, kami menggunakan Indeks Herfindahl tentang plural-
isme keagamaan, dan Indeks Chaves dan Cann tentang peraturan
negara. Kami juga mengembangkan sebuah Indeks Kebebasan
Keagamaan 20-poin baru yang lebih komprehensif yang berfokus
pada hubungan negara dan gereja, dan memonitor isu-isu seperti
apakah konstitusi mengekang kebebasan beragama, apakah peme-
rintah mengekang kelompok-kelompok keagamaan atau sekte-sekte
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tertentu, dan apakah terdapat gereja resmi. Dengan menggunakan
ukuran-ukuran yang berbeda dan independen ini, tidak ada
dukungan empiris sistematis yang ditemukan bagi proposisi bahwa
pluralisme keagamaan atau peraturan negara memainkan peran
penting. Sebaliknya, yang kami temukan justru yang sebaliknya.
Secara keseluruhan di seluruh dunia, budaya-budaya keagamaan
yang paling homogen, dan masyarakat-masyarakat dengan peratur-
an negara tentang agama yang paling banyak, memiliki partisipasi
keagamaan paling tinggi dan keyakinan pada Tuhan paling kuat.

Ini tidak kebetulan. Di banyak masyarakat miskin, di mana
agama sangat penting bagi masyarakat, para penguasa otoriter
memiliki kepentingan langsung dalam mendukung atau mengontrol
lembaga-lembaga keagamaan dengan tujuan untuk menjaga
kekuasaan dan legitimasi mereka. Dalam masyarakat-masyarakat
seperti itu, kekuasaan keagamaan dan politik sangat terkait. Proses
modernisasi biasanya mengakibatkan kemerosotan dalam hal
pentingnya agama, karena alasan-alasan yang telah dijabarkan, serta
mendorong meluasnya hak-hak asasi manusia dan kebebasan
politik, dan negara tidak lagi mendedahkan begitu banyak kontrol
terhadap otoritas-otoritas keagamaan. Bahkan di negara-negara di
mana terdapat gereja resmi, signifikansi sosial gereja tersebut
perlahan memudar: pada dasarnya, negara-negara seperti Inggris
dan Swedia memiliki gereja-gereja resmi, namun kekuasaan nyata
mereka telah menjadi sangat kecil. Perkembangan manusia
cenderung menghasilkan toleransi bagi kebebasan beragama yang
lebih besar maupun pengikisan nilai-nilai keagamaan. Sangat jelas
bahwa lembaga-lembaga bisa memainkan suatu peran memelihara
vitalitas keagamaan, namun jika publik umum meninggalkan gereja
di masyarakat-masyarakat industri maju, usaha-usaha sisi-penawar-
an memiliki dampak kecil saja: tidak banyak hal yang dapat di-
lakukan para pemimpin keagamaan untuk membangkitkan lagi sisi-
permintaan publik.

6. Hipotesis Demografis

Melihat temuan-temuan yang dikaji sejauh ini, seseorang mungkin
menganggap bahwa proses sekularisasi perlahan akan menyapu
seluruh dunia, karena berbagai kemajuan dan perkembangan
perlahan memperbaiki kondisi-kondisi hidup di negara-negara
miskin. Ini merupakan pandangan konvensional beberapa dekade
yang lalu. Namun realitasnya lebih kompleks—dan berpuncak pada
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hasil-hasil yang sangat berlawanan.

Kita menghipotesiskan bahwa salah satu faktor utama yang
mendorong religiusitas adalah kebutuhan akan suatu perasaan pasti
dalam sebuah dunia di mana eksistensi penuh dengan bahaya dan
ketidakpastian. Ini bukan satu-satunya faktor yang memotivasi. Para
filosof dan teolog berusaha untuk meneliti tujuan dan makna hidup
sejak awal sejarah; namun bagi sebagian besar penduduk, yang
hidup dalam keadaan penuh bahaya, perlunya jaminan dan ke-
pastian merupakan fungsi utama agama. Dalam masyarakat-masya-
rakat di mana ketidakamanan eksistensial tidak lagi merupakan
masalah, faktor ini menjadi kurang kuat.

Namun sekularisasi dan perkembangan manusia memiliki
konsekuensi sekunder yang paradoks. Hal ini terkait dengan
kemerosotan tajam angka kesuburan, yang mendorong berbagai
perubahan demografis yang menghambat sekularisasi untuk meluas
di seluruh dunia. Meskipun negara-negara miskin seperti Pakistan,
El Savador, Uganda dan Nigeria memiliki angka kematian anak yang
tinggi, publik negara-negara itu memberikan penekanan yang jauh
lebih kuat pada nilai-nilai keagamaan dibanding publik negara-
negara kaya—negara-negara miskin tersebut juga memiliki angka
kesuburan yang jauh lebih tinggi dibanding yang ditemukan di
negara-negara kaya, karena alasan-alasan yang dibahas dalam Bab 1.
Hasil akhirnya adalah bahwa negara-negara miskin juga memiliki
pertumbuhan penduduk yang jauh lebih besar dibanding negara-
negara kaya yang sekular, di mana penduduk stagnan dan
cenderung menurun. Dengan demikian, terlepas dari kenyataan
bahwa banyak wilayah dunia mulai melakukan industrialisasi selama
satu abad terakhir, dan sekularisasi terjadi di hampir setiap negara
yang terindustrialisasi, terdapat lebih banyak orang dengan nilai-
nilai tradisional sekarang ini dibanding sebelumnya dalam sejarah.

Indikator-indikator demografis dasar yang memperlihatkan
proposisi-proposisi ini ditampilkan dalam Tabel 10.1, mencakup
angka kesuburan tingkat-makro, harapan hidup, kematian anak,
dan keberlangsungan hidup, yang berasal dari Indikator-Indikator
Perkembangan Dunia Bank Dunia. Untuk perbandingan, 73
masyarakat dalam gabungan Survei Nilai-nilai Dunia 1981-2001
dikelompokkan ke dalam tiga kategori: paling sekular, moderat, dan
paling religius, yang didasarkan pada rata-rata tingkat nilai-nilai
keagamaan mereka (dengan menggunakan skala 10-poin tentang
“pentingnya Tuhan”).
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Tabel 10.1. Indikator-indikator Demografis Berdasarkan Jenis
Masyarakat

Harapan Hidup Tingkat Kematian Bertahan hingga Usia
Tingkat kesuburan (Tahun) Anak Tua (%)

Jenis Masyarakat ~ 1970-75 2000-05 1970-75 2000-05 1970-75 2000-05 2000-05  2000-05  Negara

Paling sekular 2,8 1,8 68,7 74,4 35,4 12,4 85,3 72,3 25
Moderat 33 1,7 68,3 74,7 43,5 15,7 859 75,0 24
Paling religius 54 2,8 57,7 68,2 94,5 39,1 74,6 65,1 24
Semua negara 3,8 2,1 65,0 72,5 56,8 22,4 82,0 70,8 73

CATATAN: Jenis masyarakat: berdasarkan rata-rata nilai-nilai keagamaan tingkat-
makro yang diukur dengan skala 10-poin tentang “pentingnya Tuhan”. Kesuburan:
Total angka kesuburan per perempuan. Harapan hidup: harapan hidup saat ke-
lahiran (dalam tahun). Kematian anak: angka kematian anak (per 1000 kelahiran).
Keberlangsungan hidup: Kemungkinan bertahan hidup hingga usia 65 (% kelom-
pok kelahiran). Negara: Jumlah masyarakat/negara.

Sumber: Bank Dunia 2003, World Development Indicators Washington DC: Bank
Dunia, tersedia online di: www.worldbank.org.

Angka kesuburan sebuah negara mencerminkan jumlah rata-rata
anak yang lahir bagi perempuan usia produktif (16-44 tahun);
angka-angka ini ditampilkan untuk periode 1970-75 dan kemudian
2000-2005. Hasil-hasilnya memperlihatkan bahwa perempuan
memiliki jauh lebih sedikit anak selama 30 tahun terakhir di semua
jenis masyarakat: secara rata-rata, angka kesuburan menurun dari
3,8 menjadi 2,1. Namun tetap ada perbedaan tajam antara
masyarakat yang paling sekular dan paling religius; sekarang ini
perempuan dalam usia mengandung yang hidup di masyarakat-
masyarakat sekular rata-rata memiliki anak 1,8, sementara dalam
masyarakat di mana keyakinan-keyakinan keagamaan tradisional
masih dominan perempuan rata-rata memiliki anak 2,8. Indikator
untuk tingkat harapan hidup, kematian bayi, dan angka keber-
langsungan hidup hingga usia tua semuanya memperlihatkan
tingkat di mana masyarakat-masyarakat sekular dan religius berbeda
dalam hal kesempatan-kesempatan hidup mereka; di negara-negara
sekular, orang-orang hidup lebih lama, lebih sedikit anak yang mati,
dan lebih banyak orang yang bertahan hidup hingga usia tua. Seperti
dikemukakan dalam pendahuluan, budaya dapat dilihat sebagai
suatu strategi bertahan hidup bagi sebuah masyarakat tertentu, dan
kita menemukan dua strategi bertahan hidup yang berbeda. Pada
tingkat subsisten, kehidupan dalam masyarakat-masyarakat tradisi-
onal tidak aman dan relatif pendek; sistem-sistem budaya mereka
berbeda-beda dalam banyak hal, namun hampir dalam semua kasus
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Tabel 10.2. Angka Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis

Masyarakat
Negara Angka Pertumbuhan Angka Pertumbuhan
Penduduk Tahunan, Penduduk Tahunan 1997-
Jenis Masyarakat 1975-1997 (%) 2015 (%)
Paling sekular 25 0,7 0,2
Moderat 24 0,7 0,3
Paling religius 24 2,2 1,5
Semua negara 73 1,2 0,7

CATATAN: Jenis masyarakat: berdasarkan rata-rata nilai-nilai keagamaan tingkat-
makro yang diukur dengan skala 10-poin tentang “pentingnya Tuhan”, Survei
Nilai-nilai Dunia 1981-2001. Negara: Jumlah masyarakat/negara.

Sumber: Bank Dunia 2003, World Development Indicators. Washington DC: Bank
Dunia, tersedia online di: www.worldbank.org.

sistem-sistem tersebut mendorong orang untuk menghasilkan
jumlah anak yang banyak, dan menghambat apa pun yang meng-
ancam keluarga, seperti perceraian, homoseksualitas, atau aborsi.

Masyarakat-masyarakat kaya dan sekular menghasilkan lebih
sedikit anak (namun dengan investasi yang relatif tinggi pada tiap-
tiap individu), menghasilkan masyarakat ilmu pengetahuan dengan
tingkat pendidikan yang tinggi, harapan hidup yang lebih lama, dan
tingkat ekonomi dan teknologi yang lebih maju. Hampir semua
negara pasca-industri yang kaya memiliki harapan hidup lebih dari
70 tahun, dan perempuan dalam masyarakat ini memiliki angka
kesuburan antara satu dan dua anak—cenderung berkisar di sekitar
tingkat penggantian penduduk atau bahkan di bawahnya. Di sini,
Amerika Serikat adalah pengecualian dari pola yang berlaku umum
di kalangan negara-negara kaya, seperti juga dalam banyak hal lain,
dengan angka kesuburan sedikit lebih tinggi dan tingkat harapan
hidup yang lebih pendek. Pada ekstrem yang lain, orang-orang
memiliki harapan hidup sekitar 40 tahun atau kurang di negara-
negara agraris termiskin di dunia, seperti Nigeria, Burkina Faso, dan
Guinea-Bissau, dan total angka kesuburan bagi perempuan dalam
masyarakat-masyarakat ini adalah 7-8 anak.

Dampak bersih dari strategi-strategi bertahan hidup ini pada
angka pertumbuhan penduduk tahunan digambarkan dalam Tabel
10.2. Dari 1975 hingga 1997, penduduk di dua lusin masyarakat
paling religius yang dibandingkan tumbuh pada angka 2,2% per
tahun, dibandingkan dengan angka 0,7% di negara-negara kaya dan
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Gambar 10.3. Nilai-nilai Keagamaan dan Angka Pertumbuhan
Penduduk, 1975-1998
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CATATAN: Pentingnya agama: P10: “Seberapa penting agama dalam kehidupan
anda? Sangat penting, agak penting, tidak begitu penting, sama sekali tidak
penting.” Angka pertumbuhan penduduk tahunan 1975-1997: Bank Dunia 2003,
World Development Indicators Washington DC: Bank Dunia, tersedia online di:

www.worldbank.org.
Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia, gabungan 1981-2001.

sekular. Untuk periode kedua, dari 1997 hingga 2015, diperkirakan
bahwa pertumbuhan penduduk dalam masyarakat-masyarakat
religius akan menurun hingga 1,5%, yang masih memunculkan
pertumbuhan yang substansial. Sebaliknya, di negara-negara yang
lebih sekular, rata-rata pertumbuhan penduduk menurun hingga
0,2% dan di beberapa negara telah menjadi negatif. Dalam
masyarakat-masyarakat makmur, kaum perempuan sekarang ini
memiliki kontrol yang lebih besar terhadap reproduksi karena lebih
tersedianya kontrasepsi dan toleransi terhadap aborsi; mereka juga
memiliki kesempatan yang lebih luas dalam pendidikan, kerja, dan
wilayah publik yang lebih luas, dan persepsi yang lebih egaliter
terhadap peran seksual.’ Struktur keluarga yang umum juga telah
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Tabel 10.3. Perkiraan Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Jenis
Masyarakat, 1900-2000

Jenis Masyarakat Total Perkiraan Penduduk (Juta) ~ Pertumbuhan Penduduk (Juta) Pertumbuhan Penduduk (Persentase)
1900 1970 2002 1900-2002 1970-2002 1900-2002 1970-2002

Paling sekular 814 1.468 2.071 1.257 602 154 41

Moderat 379 839 1.350 971 511 256 61

Paling religius 294 935 1.700 1.407 766 479 82

Semua negara 1.486 3.242 5.122 3.635 1.879 245 58

CATATAN: Perkiraan didasarkan pada 73 masyarakat yang diklasifikasikan dalam
Survei Nilai-nilai Dunia gabungan 1981-2001. Jenis masyarakat: berdasarkan rata-
rata nilai-nilai keagamaan tingkat-makro yang diukur dengan skala 10-poin tentang
“pentingnya Tuhan”, Survei Nilai-nilai Dunia gabungan 1981-2001. Harus dicatat
bahwa dengan demikian kami membandingkan religiusitas tingkat-makro sekarang
ini, bukan yang ada pada tahun 1900. Perkiraan penduduk 1900, 1970, dan 2002
(dalam juta).

Sumber: World Christian Encyclopedia.

diubah selama setengah abad terakhir dalam masyarakat-masyarakat
pasca-industri, baik bagi laki-laki maupun perempuan, karena
semakin bertambahnya usia saat pertama kali orang menikah, pola
hidup-bersama, jumlah orang tua tunggal yang semakin banyak,
angka perceraian yang meningkat, dan penduduk yang menua.'®
Gambar 10.3 memperlihatkan kenyataan bahwa masyarakat-masya-
rakat di mana agama dianggap paling penting juga merupakan masya-
rakat-masyarakat yang memiliki angka pertumbuhan penduduk ter-
tinggi selama 30 tahun terakhir, sementara masyarakat-masyarakat
sekular memiliki angka pertumbuhan penduduk yang rendah.

Apa makna proses ini bagi penduduk dunia? Perkiraan-perkiraan
dalam Tabel 10.3 memberikan petunjuk yang luas tentang bagai-
mana hal ini diterjemahkan ke dalam kecenderungan-kecenderung-
an demografis selama abad ke-20, dan juga selama 30 tahun ter-
akhir, berdasarkan klasifikasi kami atas jenis-jenis masyarakat ini. Di
73 masyarakat yang dibandingkan, hanya sekitar dua miliar hidup
dalam masyarakat-masyarakat yang relatif sekular, dan masyarakat-
masyarakat ini mengalami 41% peningkatan jumlah total penduduk
mereka selama 30 tahun terakhir. Jumlah orang yang hampir sama
(1,7 miliar) sekarang ini hidup di negara-negara yang relatif religius,
namun mereka mengalami 82% peningkatan dalam penduduk
mereka selama periode yang sama, dengan kesuburan perempuan
lebih besar, terlepas dari kematian anak yang tinggi dan harapan
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hidup yang rendah. Cara lain untuk memahami dampak-dampak
proses ini adalah membandingkan proporsi publik yang di-
bandingkan yang hidup di masyarakat-masyarakat sekular dan
religius; pada 1970, 45% hidup di masyarakat-masyarakat sekular
dan 29% hidup di masyarakat-masyarakat religius. Pada 2002,
angka tersebut masing-masing menjadi 40% dan 33%.

Dengan demikian, seperti dikemukakan dalam Bab 1, kita me-
nemukan 2 kecenderungan yang jelas bertentangan:

1. Publik dari hampir semua masyarakat industri maju bergerak ke
arah orientasi yang lebih sekular selama 50 tahun terakhir.
Meskipun demikian,

2. Dunia secara keseluruhan sekarang ini memuat lebih banyak
orang dengan pandangan keagamaan tradisional dibanding
sebelumnya—dan mereka merupakan proporsi penduduk dunia
yang terus bertambah.

Kedua proposisi ini tidak bertentangan—karena sekularisasi me-
miliki dampak negatif yang kuat pada angka kesuburan manusia.
Negara-negara kaya, di mana sekularisasi paling maju, sekarang ini
memiliki angka kesuburan manusia jauh di bawah tingkat
penggantian—sementara masyarakat-masyarakat miskin dengan
pandangan dunia religius tradisional memiliki angka kesuburan
yang jauh di atas tingkat penggantian, dan memuat bagian pen-
duduk dunia yang terus bertambah.

Baik budaya maupun perkembangan manusia memengaruhi
proses ini. Dalam penelitian sebelumnya, kami mengembangkan
suatu indikator multi-item yang kuat tentang nilai-nilai Tradisional
versus Sekular-rasional yang menggali suatu dimensi utama dari
variasi lintas-budaya.'” Dimensi ini mencerminkan seberapa kuat
masyarakat-masyarakat tertentu menekankan agama dan sejumlah
orientasi lain yang terkait. Masyarakat-masyarakat yang ber-
orientasi tradisional menekankan pentingnya ikatan orangtua-anak
dan nilai-nilai keluarga; mereka sangat menolak perceraian, aborsi,
pelacuran, dan homoseksualitas. Masyarakat-masyarakat dengan
nilai-nilai sekular-rasional memiliki preferensi-preferensi yang
berlawanan dalam semua masalah ini. Sampai tingkat yang luas,
nilai-nilai tradisional berfokus pada melindungi keluarga, men-
dorong reproduksi dalam pernikahan, dan menghalangi jenis
perilaku seksual yang lain. Pergeseran dari nilai-nilai tradisional ke
nilai-nilai sekular-rasional memunculkan suatu perubahan budaya
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Gambar 10.4. Angka Kesuburan dan Nilai-nilai Tradisional/
Sekular-Rasional, Pertengahan 1990-an
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dari penckanan pada satu peran bagi perempuan—yang hidupnya
sebagian besar terbatas pada menghasilkan dan mengasuh sebanyak
mungkin anak—ke sebuah dunia di mana perempuan memiliki
rangkaian pilihan hidup yang semakin luas, dan sebagian besar
perempuan memiliki karir dan minat di luar rumah. Perkembangan
ini terkait dengan kemerosotan dramatis dalam angka kesuburan,
seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 10.4. Dengan demikian,
meskipun tidak dirancang untuk melakukan hal tersebut, indikator
multi-item tentang nilai-nilai Tradisional/Sekular-rasional kami
adalah sebuah indikator angka kesuburan yang sangat kuat, seperti
diperlihatkan pada Model 1 dalam Tabel 10.4. Satu-satunya item
yang mengukur nilai-nilai keagamaan (pentingnya agama), yang
digunakan di seluruh buku ini, juga terbukti sangat signifikan
sebagai sebuah item alternatif yang memprediksikan angka
kesuburan, seperti diperlihatkan dalam Tabel 10.4 Model 2.8
Namun nilai-nilai budaya bukan keseluruhan cerita, karena pola-
pola perkembangan manusia juga memengaruhi angka kesuburan
manusia, seperti yang juga diperlihatkan Tabel 10.4. Berbagai
kemajuan di wilayah kesehatan yang mengiringi perkembangan
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Tabel 10.4. Menjelaskan Angka Kesuburan

Model 1 Model 2
Perkembangan M ia dan Nilai-nilai Perkemb Manusia dan Nilai-nilai
Tradisional/Sekular-Rasional Keagamaan
B s.e. Beta Sig. B s.e. Beta Sig.
Tingkat perkembangan
manusia (skala 100-poin) -423 0,707  -0,510 e 4,51 0,730  -0,569 e
Nilai-nilai Keagamaan
(skala empat-poin) 0,521 0,153 0313 o
Skala nilai tradisional/ e
sekular-rasional -0,695 0,139 -0,424
Konstan 5,46 4,19
Adjusted R* 0,688 0,644

CATATAN: Tabel di atas menggunakan analisa regresi OLS (ordinary least squares)
di mana angka kesuburan adalah variabel dependen dalam 73 masyarakat. Angka-
angka tersebut menggambarkan Beta (B) yang tidak distandarkan, standar kesala-
han (s.e.), beta yang distandarkan (Beta), dan signifikansi koefisien (Sig.): ***P =
0,001. Model-model tersebut dicek dengan statistik toleransi untuk multikolinear-
itas. Tingkat perkembangan manusia: Indeks Perkembangan Manusia 2001
(UNDP). Angka kesuburan: Rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan seorang
perempuan jika angka kesuburan usia-spesifik tetap tidak berubah selama hidup-
nya, 2000. Bank Dunia Development Indicators 2002. Nilai-nilai tradisional/seku-
lar-rasional: Diukur berdasarkan dukungan terhadap item-item berikut: “Tuhan
sangat penting dalam kehidupan responden; Lebih penting bagi seorang anak
untuk belajar tentang kesalehan dan keyakinan keagamaan ketimbang kemandirian
dan keteguhan-hati; Indeks otonomi; Aborsi tidak pernah dibenarkan; Responden
memiliki kebanggaan nasional yang kuat; Responden mendukung rasa hormat pada
otoritas.” Sebaliknya, dukungan bagi nilai-nilai sekular-rasional diukur dengan
pandangan sebaliknya menyangkut semua hal di atas. Skala tersebut menggunakan
skor-skor analisa faktor. Nilai-nilai keagamaan: P10: “Seberapa penting agama
dalam kehidupan anda? Sangat penting, agak penting, tidak begitu penting, sama
sekali tidak penting.” Survei Nilai-nilai Dunia.

Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia, gabungan 1981-2001.

manusia biasanya memberi kaum perempuan akses yang lebih
mudah untuk perencanaan keluarga, melalui kontrasepsi dan aborsi,
sementara tingkat kemelekhurufan, pendidikan dan pekerjaan kaum
perempuan yang semakin meningkat memperluas kesadaran dan
pengetahuan mereka tentang perencanaan keluarga dan ke-
sempatan-kesempatan di luar wilayah privat. Berbagai perbaikan
dalam hal kematian anak yang bersumber dari gizi yang lebih baik,
imunisasi, dan akses air bersih berarti bahwa lebih sedikit risiko
dalam merencanakan keluarga yang lebih kecil. Selain itu, dalam
masyarakat-masyarakat petani, anak-anak dan kaum remaja
memainkan peran penting dalam menopang kepemilikan tanah
pertanian kecil, dan juga memberikan perlindungan bagi orang tua
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saat mereka menjadi renta, sedangkan dalam perekonomian-
perekonomian industri peran ekonomi keluarga berkurang dan
negara kesejahteraan menyediakan sumber perlindungan alternatif
bagi para manula. Karena alasan-alasan ini, dampak gabungan dari
budaya dan perkembangan secara keseluruhan menjelaskan dua per
tiga dari variasi-variasi dalam angka kesuburan di masyarakat-
masyarakat yang dibandingkan.

Berbagai Implikasi dan Tantangan

Penelitian yang lebih jauh dapat memperdalam pemahaman kita
tentang fenomena-fenomena ini. Survei-survei masa depan bisa
melihat lebih langsung pada persepsi-persepsi tentang risiko dan
keamanan, untuk memberikan bukti-bukti sikap langsung yang
menghubungkan kondisi-kondisi kehidupan masyarakat kaya dan
miskin dengan tingkat religiusitas individu, dan kemudian dengan
angka kesuburan. Ini tampaknya merupakan penafsiran yang paling
masuk akal terhadap bukti-bukti yang dikaji di seluruh buku ini,
namun sangat mungkin bahwa beberapa faktor lain yang terdapat di
negara-negara berkembang — yang tidak diulas oleh kerangka
teoretis kami atau tidak dianalisa dalam model-model kami—
memberikan penjelasan alternatif tentang hubungan-hubungan kuat
yang telah kita temukan antara perkembangan ekonomi dan angka
kesuburan. Dalam hal ini, kita perlu mengembangkan ukuran-
ukuran baru yang menggali persepsi-persepsi menyangkut risiko-
risiko ego-tropik dan sosio-tropik yang paling umum di berbagai
konteks dan budaya. Juga bermanfaat untuk bergerak lebih jauh
dalam menganalisa data survei yang memonitor evolusi jangka
panjang dari keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, dan praktik-praktik
keagamaan dalam studi-studi kasus negara-negara tertentu di luar
masyarakat-masyarakat pasca-industri yang biasanya dikaji di Eropa
Barat, Skandinavia, dan Amerika Utara. Sekarang ini kita memiliki
data survei setengah abad dari sejumlah negara maju, serta data
tambahan yang berasal dari catatan-catatan gereja dan sensus;
namun kita memiliki data dari waktu ke waktu yang sangat sedikit
dari masyarakat-masyarakat berpenghasilan rendah, dan oleh
karena itu kita tidak memiliki ukuran langsung tentang apakah
sekularisasi atau kebangkitan religiusitas yang terjadi dalam
masyarakat-masyarakat tersebut.

Selain itu, pengecualian-pengecualian dan anomali-anomali
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terhadap pola-pola budaya umum yang telah kita tetapkan tersebut
berharga untuk dikaji secara detail. Jelas bahwa Amerika Serikat
sangat religius jika melihat tingkat perkembangannya, namun tetap
tidak jelas mengapa. Sebaliknya, beberapa masyarakat yang relatif
miskin memiliki budaya yang relatif sekular: masyarakat-masya-
rakat yang dipengaruhi Konfusianisme, secara khusus, menekankan
nilai-nilai Sekular-rasional yang secara signifikan lebih kuat ke-
timbang yang terprediksikan dari tingkat ekonomi mereka—dan ini
mungkin merupakan faktor tambahan yang membantu menjelaskan
mengapa China mencapai angka kesuburan yang lebih rendah
dibanding masyarakat-masyarakat lain yang relatif miskin. Kebijak-
an-kebijakan pemerintah yang kuat dan ketat mungkin merupakan
sebab dari angka kesuburan China yang rendah, namun pemerintah-
pemerintah lain telah berusaha untuk mengurangi angka kelahiran
tanpa mencapai keberhasilan yang sepadan dengan China.

Penelitian yang lebih dekat atas pola-pola perkembangan yang
berbeda di kalangan kelompok-kelompok keagamaan Kristen di
negara-negara dan wilayah-wilayah tertentu, seperti munculnya
evangelikalisme dan terkikisnya Katolisisme yang dilaporkan di
Amerika Latin, dan pola-pola religiusitas yang kompleks yang di-
temukan di Afrika, juga akan memberikan wawasan pengetahuan
penting yang jauh melampaui bahan-bahan yang dibahas dalam
buku ini. Kita juga hanya mulai membandingkan data survei lintas-
negara yang sistematis dan representatif di berbagai macam
masyarakat Islam, namun bukti-bukti terbatas yang telah kita kaji
memperlihatkan bahwa pendekatan ini sangat mungkin menantang
sebagian dari pemahaman konvensional tentang opini publik dalam
masyarakat-masyarakat ini.

Buku ini telah memperlihatkan bahwa, dengan tingkat keamanan
eksistensial yang semakin meningkat, publik dari hampir semua
masyarakat industri maju telah bergerak ke arah orientasi yang lebih
sekular selama paling tidak 50 tahun terakhir. Persepsi-persepsi
awal tentang proses ini memunculkan asumsi yang salah bahwa
agama menghilang. “Tuhan telah mati”, ungkap Nietzsche lebih dari
satu abad yang lalu. Sekumpulan besar bukti-bukti empiris mem-
perlihatkan kesimpulan yang sangat berbeda. Sebagai akibat per-
bedaan kecenderungan-kecenderungan demografis di negara-negara
kaya dan miskin, dunia secara keseluruhan sekarang ini memuat
lebih banyak orang-orang dengan pandangan keagamaan tradisional
dibanding sebelumnya—dan mereka merupakan proporsi penduduk
dunia yang terus bertambah.
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Gap yang meluas antara masyarakat yang sekular dan yang sakral
di seluruh dunia akan memiliki dampak-dampak penting bagi
politik dunia, dan membuat peran agama semakin menonjol dalam
agenda global. Hal ini tidak berarti bahwa gap keagamaan tersebut
niscaya akan memunculkan konflik dan kekerasan etno-religius
yang lebih besar. Memang, bukti-bukti terbaik yang tersedia tentang
kecenderungan-kecenderungan jangka-panjang dalam konflik etno-
religius, laporan Minorities at Risk terbaru, bertentangan dengan
skenario ini, dan memperlihatkan tingkat konflik seperti itu yang
menurun selama 1990-an." Faktor-faktor utama yang mendorong
perkembangan ini dapat ditemukan dalam semakin meluasnya
demokratisasi yang terjadi di seluruh dunia sejak akhir 1980-an,
yang mendorong otonomi atau kemandirian bagi banyak kelompok
minoritas etno-religius, dan berakhirnya sebagian dari rezim-rezim
negara yang paling represif.

Meskipun demikian, terus bertahannya keyakinan-keyakinan
keagamaan tradisional dalam masyarakat-masyarakat agraris miskin
mungkin didorong oleh perbedaan-perbedaan antara keadaan
mereka dan semakin tersebar-luasnya sekularisasi di tempat lain.
Meluasnya liberalisasi seksual, emansipasi perempuan, dan kebijak-
an-kebijakan sekular dapat memunculkan berbagai reaksi kuat di
kalangan kelompok-kelompok masyarakat yang menjunjung nilai-
nilai tradisional. Kita telah melihat gejala-gejala seperti kebangkitan
kembali gerakan-gerakan fundamentalis, dan dukungan bagi para
pemimpin dan partai-partai yang memobilisasi dukungan massa
berdasarkan seruan-seruan pada nilai-nilai keagamaan di kalangan
orang-orang dengan keyakinan-keyakinan tradisional. Bahkan da-
lam masyarakat-masyarakat yang cukup kaya, gereja-gereja dan
sekte-sekte Evangelis fundamentalis secara politik mulai terlihat.?
Hal ini tidak berarti bahwa publik dari masyarakat-masyarakat ini
menjadi lebih religius dan lebih tradisional. Bukti-bukti empiris
tersebut memperlihatkan bahwa justru hal yang sebaliknya yang
terjadi di masyarakat-masyarakat industri maju. Kalangan evangelis
dengan nilai-nilai yang relatif tradisional meluas dan kelompok-
kelompok keagamaan garis-utama yang lebih termodernisasi
berkurang sebagian karena perbedaan angka kesuburan yang terkait
dengan pandangan dunia tradisional versus modern di dunia secara
keseluruhan. Gelombang kaum migran yang masuk ke AS dari
negara-negara berkembang di Amerika Latin, wilayah Karibia, dan
Asia, yang membawa serta nilai-nilai konservatif, telah mem-
bangkitkan kembali kehidupan keagamaan. Selain itu, kelompok-
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kelompok fundamentalis di masyarakat-masyarakat industri maju
semakin terlatih dalam melakukan aksi terorganisir karena mereka
melihat bahwa banyak nilai mereka yang paling dasar (yang
berkenaan dengan aborsi, perceraian, homoseksualitas, dan nilai-
nilai keluarga) terancam oleh berbagai perubahan budaya yang
cepat dalam masyarakat-masyarakat mereka. Di dunia pasca-Perang
Dingin, gap yang meluas antara nilai-nilai dasar yang diyakini oleh
masyarakat-masyarakat yang lebih religius dan masyarakat-
masyarakat yang lebih sekular mungkin akan meningkatkan arti-
penting dan menonjolnya isu-isu budaya dalam masalah-masalah
internasional. Seberapa baik kita berusaha mengelola dan me-
noleransi perbedaan-perbedaan budaya ini, atau seberapa jauh kita
gagal, merupakan salah satu tantangan utama abad ke-21.%**
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Lampiran A

Tabel A1. Klasifikasi Jenis Masyarakat

Tercakup dalam Studi Nilai-nilai Dunia

Negara Pada Pada Pada Pada HDI Jenis Negara
(Total 76) Gelombang  Gelombang  Gelombang — Gelombang 1998
1980 1990 1995 2000
Pasca-Industri
1 Australia Ya Ya 0,929 Demokrasi lama
2 Austria Ya Ya 0,908 Demokrasi lama
3 Belgia Ya Ya Ya 0,925 Demokrasi lama
4 Kanada Ya Ya Ya 0,935 Demokrasi lama
5 Denmark Ya Ya Ya 0,911 Demokrasi lama
6 Finlandia Ya Ya Ya Ya 0,917 Demokrasi lama
7 Prancis Ya Ya Ya 0,917 Demokrasi lama
8 Jerman® Ya Ya Ya Ya 0,911 Demokrasi lama
9 Islandia Ya Ya Ya 0,927 Demokrasi lama
10 Irlandia Ya Ya Ya 0,907 Demokrasi lama
11 Italia Ya Ya Ya 0,903 Demokrasi lama
12 Jepang Ya Ya Ya Ya 0,924 Demokrasi lama
13 Luksemburg Ya 0,908 Demokrasi lama
14 Belanda Ya Ya Ya 0,925 Demokrasi lama
15 Selandia Baru Ya 0,903 Demokrasi lama
16 Norwegia Ya Ya Ya 0,934 Demokrasi lama
17 Spanyol Ya Ya Ya Ya 0,899 Demokrasi lama
18 Swedia Ya Ya Ya Ya 0,926 Demokrasi lama
19 Swiss Ya Ya 0,915 Demokrasi lama
20 UK Ya Ya Ya Ya 0,918 Demokrasi lama
21 Amerika Serikat Ya Ya Ya Ya 0,929 Demokrasi lama
Industri
1 Argentina Ya Ya Ya Ya 0,837 Demokrasi Baru
2 Belarus Ya Ya Ya 0,781 Non-Demokrasi
3 Bosnia & Ya Non-Demokrasi
Herzegovina
4 Brasil Ya Ya 0,747  Semi-Demokrasi

(bersambung)
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Tabel A1 (sambungan)

Tercakup dalam Studi Nilai-nilai Dunia

Negara Pada Pada Pada Pada HDI Jenis Negara
(Total 76) Gelombang  Gelombang — Gelombang — Gelombang 1998
1980 1990 1995 2000
5 Bulgaria Ya Ya Ya 0,772 Demokrasi Baru
6 Chile Ya Ya Ya 0,826 Demokrasi Baru
7 Kolombia Ya 0,764 Semi-Demokrasi
8 Kroasia Ya Ya 0,795 Semi-Demokrasi
9 Rep. Ceko Ya Ya Ya 0,843 Demokrasi Baru
10 Estonia Ya Ya Ya 0,801 Demokrasi Baru
11 Georgia Ya 0,762  Semi-Demokrasi
12 Yunani Ya 0,875 Demokrasi lama
13 Hungaria Ya Ya Ya Ya 0,817 Demokrasi Baru
14 Rep. Korea Ya Ya Ya 0,854 Demokrasi Baru
15 Latvia Ya Ya Ya 0,771 Demokrasi Baru
16 Lituania Ya Ya Ya 0,789 Demokrasi Baru
17 Masedonia Ya 0,763 Semi-Demokrasi
18 Malta Ya 0,865 Demokrasi Lama
19 Meksiko Ya Ya Ya Ya 0,784 Semi-Demokrasi
20 Filipina Ya 0,744 Demokrasi Baru
21 Polandia Ya Ya Ya 0,814 Demokrasi Baru
22 Portugal Ya Ya 0,864 Demokrasi Lama
23 Rumania Ya Ya Ya 0,770 Demokrasi Baru
24 Federasi Rusia Ya Ya Ya 0,771 Semi-Demokrasi
25 Slovakia Ya Ya Ya 0,825 Demokrasi Baru
26 Slovenia Ya Ya Ya 0,861 Demokrasi Baru
27 Taiwan Ya Demokrasi Baru
28 Turki Ya Ya Ya 0,732 Semi-Demokrasi
29 Ukraina Ya Ya 0,744  Semi-Demokrasi
30 Uruguay Ya 0,825 Demokrasi Baru
31 Venezuela Ya Ya 0,770  Semi-Demokrasi
32 Rep. Fed. Ya Non-Demokrasi
Yugoslavia®
Agraris
1 Albania Ya 0,713  Semi-demokrasi
2 Aljazair Ya 0,704 Non-demokrasi
3 Armenia Ya 0,721 Semi-demokrasi
4 Azerbaijan Ya 0,722 Non-demokrasi
5 Banglades Ya Ya 0,461 Semi-demokrasi
6 China Ya Ya 0,706 Non-demokrasi
7 Rep. Dominikan Ya 0,729 Demokrasi Baru
8 Mesir Ya 0,623 Non-demokrasi
9 El-Savador Ya 0,696 Demokrasi Baru
10 India Ya Ya 0,563 Demokrasi Lama
11 Indonesia Ya 0,682 Semi-demokrasi
12 Iran Ya 0,709 Non-demokrasi
13 Yordania Ya 0,721  Semi-demokrasi
14 Rep. Moldova Ya 0,700 Semi-demokrasi
15 Maroko Ya 0,589 Semi-demokrasi
16 Nigeria Ya Ya Ya 0,439  Semi-demokrasi
17 Pakistan Ya 0,522 Non-demokrasi
18 Peru Ya 0,737  Semi-demokrasi
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Negara Pada Pada Pada Pada HDI Jenis Negara
(Total 76) Gelombang ~ Gelombang ~ Gelombang — Gelombang 1998
1980 1990 1995 2000
19 Afrika Selatan Ya Ya Ya Ya 0,697 Demokrasi Baru
20 Tanzania Ya 0,415  Semi-demokrasi
21 Uganda Ya 0,409 Non-demokrasi
22 Vietnam Ya 0,671 Non-demokrasi
23 Zimbabwe Ya 0,555 Non-demokrasi

CATATAN: Klasifikasi masyarakat di atas didasarkan atas kategorisasi Indeks
Perkembangan Manusia UNDP (1998), yang didasarkan pada lamanya hidup
(diukur dengan harapan hidup saat lahir); pencapaian pendidikan; dan standar
hidup (diukur dengan GDP per kapita [PPP $US]). Klasifikasi jenis demokrasi di
tiap-tiap negara didasarkan pada perkiraan-perkiraan Freedom House atas hak-hak
politik dan kebebasan sipil (rata-rata 1980-2000).

@ Harus dicatat bahwa negara-negara bangsa merdeka tertentu dibagi ke dalam
masyarakat-masyarakat untuk analisa, karena warisan politik, tradisi historis, dan
perpecahan sosial mereka yang khas, yang mencakup Jerman (Jerman Barat dan
Timur), Kerajaan Inggris (Irlandia Utara dan Inggris Raya), dan Rep. Fed.
Yugoslavia (Serbia dan Montenegro setelah 1992). Karena itu, secara total terdapat
76 negara-bangsa, namun 79 masyarakat, yang dibandingkan dalam studi ini.
Sumber: UNDP: UNDP Human Development Report 2000, New York:
UNDP/Oxford University Press.
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Tabel A2. Jenis Negara-Bangsa yang Tercakup dalam
Tiap Gelombang Survei Nilai-nilai Dunia (WVS)

Total Jumlah Jumlah Negara % Negara yang

Negara- Bangsa dalam Tiap Tercakup dalam

di Dunia Gelombang WVS Wwvs
Ukuran Negara
Kecil (populasi 1 juta atau kurang) 41 2 5
Sedang (populasi dari 1 juta hingga 30 juta) 116 45 39
Besar (populasi di atas 30 juta) 33 29 88
Jenis Masyarakat
Pasca-Industri 21 21 100
Industri 64 32 50
Agraris 106 23 22
Jenis Rezim Pemerintahan
Demokrasi lama 39 25 64
Demokrasi baru 43 19 44
Semi-demokrasi 47 20 43
Non-demokrasi 62 12 19
Wilayah Dunia
Asia-Pasifik 38 13 34
Eropa Tengah dan Timur 26 21 81
Timur Tengah 19 6 32
Amerika Utara 3 3 100
Skandinavia 5 5 100
Amerika Selatan 32 9 28
Afrika Sub-Sahara 49 5 10
Eropa Barat 19 14 70
Semua 191 76 40

CATATAN: Untuk detail klasifikasi rezim pemerintahan dan jenis mayarakat di
atas, lihat Tabel A1.
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Lampiran B

Tabel B1. Konsep dan Ukuran

Definisi, Pengkodean, dan Sumber

INDIKATOR PERKEMBANGAN MANUSIA

Indeks
Perkembangan
Manusia

Jenis Masyarakat

DGP Per Kapita

Kesetaraan Ekonomi

Kematian Anak
yang Rendah

Belanja Kesehatan
Publik

Harapan Hidup

Angka Melek Huruf
Dewasa

% Pendidikan
Sekunder

Angka Penyebaran
Kontrasepsi

Rasio
Ketergantungan

Indeks Perkembangan Manusia (HDI) didasarkan pada lamanya hidup, yang
diukur melalui tingkat harapan hidup saat kelahiran; pencapaian pendidikan;
dan standar hidup, yang diukur dengan GDP per kapita (PPP USS$). UNDP Human
Development Report 2000.

“Masyarakat-Masyarakat Pasca-Industri” didefinisikan sebagai 20 negara paling
makmur di seluruh dunia, dirangking dengan skor HDI di atas 0,900 dan rata-
rata GDP per kapita $29.585. “Masyarakat-masyarakat Industri” diklasifikasikan
sebagai 58 negara dengan HDI moderat (berkisar dari 0,740 hingga 0,899) dan
GDP per kapita moderat $6.314. Terakhir, “Masyarakat-masyarakat agraris”
adalah 97 negara dengan tingkat perkembangan yang lebih rendah (HDI 739
atau di bawahnya) dan rata-rata GDP per kapita $1.098.

Diukur dalam $US dalam Purchasing Power Parity, 1998. UNDP Human
Development Report 2000.

Indeks GINI mengukur tingkat di mana distribusi penghasilan dalam sebuah
perekonomian menyimpang dari distribusi yang sepenuhnya setara. Indeks
tersebut telah dibalikkan sehingga 1 mewakili kesetaraan sempurna. World
Development Indicators 2001, Bank Dunia.

Jumlah bayi yang meninggal sebelum usia satu tahun, per 1000 kelahiran, 1999.
Indikator tersebut dibalikkan sehingga angka yang lebih tinggi mewakili
kematian bayi yang rendah. World Development Indicators 2001, Bank Dunia.
Belanja Kesehatan Publik terdiri dari pengeluaran reguler dari bujet
pemerintah, pinjaman luar, dan bantuan sebagai persentase GDP, 1997-1999.
World Development Indicators 2001, Bank Dunia

Harapan hidup saat kelahiran (tahun) 1995-2000. UNDP Human Development
Report 2000.

Tingkat kemelekhurufan sebagai persentase orang dewasa (15 dan di atasnya)
1998. UNDP Human Development Report 2000.

Pendaftaran kelompok usia sekunder sebagai persentase kelompok usia yang
relevan, 1997. UNDP Human Development Report 2000.

Persentase istri dalam usia hamil (16-44) yang menggunakan semua jenis
kontrasepsi. UNDP Human Development Report 2000.

Rasio penduduk yang dianggap bergantung — mereka yang di bawah usia 15
dan di atas 64 — pada penduduk usia kerja. UNDP Human Development Report
2000.

(bersambung)
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Tabel B1 (sambungan)

Variabel

Rasio
Ketergantungan

Indeks
Perkembangan
yang terkait
dengan Gender

Ukuran
Pemberdayaan
Gender

INDIKATOR POLITIK
Tingkat Demokrasi

Jenis Negara

Aktivisme Sipil

Skala Ideologi
Kanan-Kiri

INDIKATOR BUDAYA
Skala Kesetaraan
Gender

296

Definisi, Pengkodean, dan Sumber

Rasio penduduk yang dianggap bergantung — mereka yang di bawah usia 15
dan di atas 64 — pada penduduk usia kerja. UNDP Human Development Report
2000.

Indeks gabungan yang menggunakan variabel-variabel yang sama seperti indeks
perkembangan manusia namun menyesuaikan harapan hidup, pencapaian
pendidikan, dan penghasilan sesuai dengan perbedaan dalam pencapaian
antara perempuan dan laki-laki di tiap-tiap negara. UNDP Human Development
Report 2000.

Sebuah indeks gabungan yang memadukan indeks-indeks untuk partisipasi
ekonomi dan pembuatan keputusan, untuk partisipasi politik dan pembuatan
keputusan, serta untuk kekuasaan atas sumber-sumber daya ekonomi. UNDP
Human Development Report 2000.

Indeks Gastil, skala tujuh-poin yang digunakan oleh Freedom House, yang
mengukur hak-hak politik dan kebebasan sipil setiap tahun. Tersedia online di:
www.Freedomhouse.com

Didasarkan pada indeks Gastil Freedom House (1999-2000), kami
mendefinisikan demokrasi-demokrasi lama sebagai negara-negara yang memiliki
paling tidak 20 tahun pengalaman demokrasi terus-menerus, dari 1980-2000
dan peringkat Freedom House 5,5 hingga 7,0. Negara-negara yang
diklasifikasikan sebagai demokrasi-demokrasi baru memiliki pengalaman
demokrasi kurang dari 20 tahun dan peringkat indeks Gastil 5,5 hingga 7,0.
Semi-demokrasi adalah negara-negara dengan pengalaman demokrasi kurang
dari 20 tahun dan peringkat indeks Gastil terakhir 3,5 hingga 5,5. Non-demokrasi
adalah negara-negara lain dengan skor indeks Gastil dari 1,0 hingga 3,0; negara-
negara ini mencakup kediktatoran yang didukung militer, negara-negara
otoriter, oligarki elitis, dan monarki absolut.

Keanggotaan: “Mohon lihat secara saksama daftar organisasi dan aktivitas
sukarela berikut ini, dan mana, jika ada, yang di dalamnya anda terlibat?” Aktif:
(jika menjadi anggota) “Untuk yang mana, jika ada, anda belakangan ini
melakukan kerja sukarela yang tidak dibayar?” Partai atau kelompok politik;
Kelompok olahraga atau rekreasi; Gerakan perdamaian; Asosiasi profesional;
Serikat buruh; Kelompok aksi komunitas lokal; Kelompok pemuda; Konservasi,
hak-hak lingkungan atau binatang; Organisasi keagamaan atau gereja;
Organisasi sukarela yang berkaitan dengan kesehatan; Kesejahteraan sosial
untuk manula, orang cacat atau orang papa; Kelompok-kelompok perempuan.
V123: “Dalam masalah politik orang-orang berbicara tentang ‘kiri’ dan ‘kanan’.
Secara umum, di mana anda menempatkan pandangan anda pada skala ini?” Skala
sepuluh-poin dikodekan dari 1 = paling Kiri, 10 = paling Kanan. Sumber:
Survei Nilai-Nilai Dunia.

Skala kesetaraan gender 100-poin gabungan ini didasarkan pada lima item
berikut ini: MENPOL P118: “Secara keseluruhan, laki-laki merupakan pemimpin
politik yang lebih baik ketimbang perempuan.” (Setuju dikodekan rendah);
MENJOBS P178: “Ketika pekerjaan langka, laki-laki lebih berhak atas suatu
pekerjaan dibanding perempuan.” (Setuju dikodekan rendah); BOYEDUC P119:
“Pendidikan universitas lebih penting bagi laki-laki ketimbang perempuan.”
(Setuju dikodekan rendah); NEEDKID P110: “Menurut anda perempuan harus
memiliki anak agar sempurna atau hal ini tidak perlu?” (Setuju dikodekan
rendah); SGLMUM P112: “Jika seorang perempuan ingin memiliki anak sebagai
orang tua tunggal, namun dia tidak ingin memiliki hubungan terus-menerus
dengan seorang laki-laki, apakah anda setuju atau tidak setuju?” (Tidak setuju
dikodekan rendah). Sumber: Survei Nilai-nilai Dunia (WVS), gabungan 1995-
2001.
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Variabel Definisi, Pengkodean, dan Sumber

Jenis Agama V184: “Apakah anda menjadi anggota sebuah kelompok keagamaan?” [Jika Ya]
“Yang mana?” Dikodekan: Tidak, bukan anggota; Katolik Roma; Protestan;
Ortodoks (Rusia/Yunani/dll.); Yahudi; Muslim; Hindu; Budha; Lainnya. Sumber:
WVS, 1981-2001.

Jenis Agama Klasifikasi agama besar (dianut oleh populasi terbesar) di 193 negara di seluruh
Dominan di Seluruh ~ dunia tersebut didasarkan pada CIA. The World Factbook, 2001. (Washington,
Dunia DC: Central Intelligence Agency). Tersedia online di:

http:/www.cia.gov/cia/publications/factbook.

Nilai-nilai Skala Nilai-nilai Tradisional diukur berdasarkan dukungan terhadap item-item
Tradisional versus ~ berikut: Tuhan sangat penting dalam kehidupan responden; Lebih penting bagi
Sekular-Rasional anak-anak untuk belajar tentang kesalehan dan keyakinan keagamaan

dibanding kemandiriaan dan keteguhan-hati; Indeks otonomi; Aborsi tidak
pernah dibenarkan; Responden memiliki kebanggan nasional yang besar;
Responden mendukung rasa hormat bagi otoritas. Sebaliknya, dukungan bagi
nilai-nilai Sekular-rasional diukur berdasarkan pandangan sebaliknya
menyangkut semua hal di atas. Sumber: WVS.

Skala Liberalisasi “Menurut anda apakah masing-masing pernyataan berikut ini selalu dapat
Seksual dibenarkan (10), tidak pernah dapat dibenarkan (1), atau di tengah-tengah,
gunakan kartu ini .. aborsi, homoseksualitas, pelacuran, perceraian.” Sumber:
WVS.
INDIKATOR DEMOGRAFIS
Kelas Pekerjaan Dikodekan untuk pekerjaan responden. “Dalam profesi/pekerjaan apa anda

bekerja, atau pernah bekerja?” Skala 9-poin tersebut dikodekan dari
Majikan/Manajer dengan 10+ pekerja (1), hingga Pekerja Kasar (9). Sumber:
WVS.

Status Kerja Upahan ~ V220: “Apakah anda sekarang bekerja atau tidak?” Dikodekan bekerja-penuh,
paruh-waktu, atau pekerja-bebas (1), lainnya (0). Sumber: WVS.

Pendidikan V217: “Apa tingkat pendidikan tertinggi yang pernah anda capai?” Dikodekan
pada skala 9-poin dari tidak memiliki pendidikan formal (1), hingga tingkat
universitas dengan gelar (9). Sumber: WVS.

Usia Dikodekan dari tanggal lahir. Sumber: WVS.

Kelompok Usia Muda: di bawah 30 tahun; Paruh-baya: 30-59 tahun; Tua: 60 tahun dan di
atasnya. Sumber: WVS.

Cohort Dikodekan ke dalam kelompok-kelompok 10-tahun berdasarkan tahun

kelahiran: 1900-1916, 1917-1926, 1927-1936, 1947-1956, 1957-1966, 1967-
1976, 1977-1984. Sumber: WVS.

CATATAN: Detai-detail menyeluruh tentang buku-kode dan kuesioner tersedia
online di: www.worldvaluessurvey.com
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Lampiran C

Catatan Teknis tentang Skala Kebebasan Beragama

Skala Kebebasan Beragama yang baru dikembangkan berdasarkan
20 kriteria berikut ini. Negara-negara dikodekan dari informasi
yang dimuat dalam laporan Departemen Luar Negeri Amerika
Serikat tentang Kebebasan Keagamaan Internasional, 2002. laporan
tersebut tersedia online di: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/. Tiap-
tiap kriteria dikodekan 0/1 dan skala total tersebut distandarkan
pada 100 poin, dari kebebasan keagamaan rendah ke tinggi. Skala
tersebut mewakili versi yang diperluas dari skala Chaves dan Cann
1992 yang digunakan untuk mengukur peraturan negara dalam 18
masyarakat pasca-industri.'

1. Konstitusi membatasi kebebasan beragama.

2. Konstitusi tidak mengakui kebebasan beragama. (Atau hukum

tidak mengakui kebebasan beragama, dalam sebuah negara

yang tidak memiliki konstitusi tertulis).

Terdapat sebuah gereja resmi negara.

Negara mendukung satu agama.

5. Organisasi-organisasi keagamaan harus mendaftar pada negara
atau disahkan oleh negara untuk bisa beroperasi secara legal,
atau pemerintah memberlakukan berbagai kekangan pada
organisasi-organisasi yang tidak terdaftar atau diakui.

6. Negara mengeluarkan izin hukum bagi bangunan-bangunan
keagamaan.

7. Negara mengangkat atau menyetujui para pemimpin gereja,
para pemimpin gereja mengangkat atau menyetujui para pejabat
pemerintah, dan/atau para pemimpin gereja memiliki posisi
khusus dalam pemerintahan.

OS]
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8. Negara memberikan gaji gereja secara langsung.

9. Negara mensubsidi beberapa/semua gereja.

10. Negara memberikan potongan pajak bagi beberapa/semua
gereja.

11. Negara melarang pendeta/pemimpin agama dari semua/beberapa
agama tertentu untuk memegang jabatan publik.

12. Negara memiliki sebagian properti dan bangunan-bangunan
gereja.

13.Negara memerintahkan pendidikan keagamaan di sekolah-
sekolah negara, meskipun pelajar dapat dibebaskan dari ke-
wajiban ini dengan permintaan orangtua.

14. Ada laporan-laporan tentang konversi keagamaan yang di-
paksakan.

15. Negara melarang beberapa kelompok keagamaan, perkumpul-
an keagamaan, atau sekte.

16. Negara mengekang/melarang para misionaris memasuki negara
tersebut untuk tujuan-tujuan menarik pemeluk baru.

17. Negara mengekang/menyensor beberapa kepustakaan keagama-
an yang masuk atau beredar di negara tersebut.

18.Negara memenjarakan atau menahan beberapa kelompok
keagamaan atau individu-individu.

19. Negara gagal mencegah konflik-konflik dan kekerasan etno-
religius yang serius yang dilakukan terhadap beberapa kelom-
pok minoritas.

20.Negara tersebut disebut sebuah negara khusus dalam hal
kebebasan beragama oleh Departemen Luar Negeri Amerika
Serikat.
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Catatan-catatan

Bab 1

1. Untuk pembahasan, lihat Steve Bruce. 1992. Religion and Modernization.
Oxford: Clarendon Press, 170-194; Alan Aldridge. 2000. Religion in the
Contemporary World. Cambridge, U.K.: Polity Press. Bab 4.

2. C. Wright Mills. 1959. The Sociological Imagination. Oxford: Oxford Uni-
versity Press. Hal. 32-33

3. Harus dicatat bahwa dalam buku ini istilah fundamentalis digunakan secara
netral untuk merujuk pada orang-orang yang memiliki keyakinan absolut pada
prinsip-prinsip fundamental dari keyakinan mereka, sampai tingkat di mana
mereka tidak menerima kesahihan keyakinan-keyakinan lain.

4. Sebagai contoh, lihat Peter L. Berger. Ed. 1999. The Desecularizdtion of the
World. Washington, D.C.: Ethics and Public Policy Center. Hal. 2. Bandingkan
pernyataan ini dengan argumen-argumen dalam Peter L. Berger. 1967. The
Sacred Canopy. Garden City, NY: Doubleday.

5. Rodney Stark and Roger Finke. 2000 Acts of Faith. Berkeley, CA: University of
California Press. Hal. 79. Lihat juga Rodney Stark. 1999. “Secularization, RIR”
Sociology of Religion. 60(3): 249-273

6. Sebagai contoh, Roger Finke mengklaim: “Vitalitas dan pertumbuhan lembaga-
lembaga keagamaan Amerika memperlihatkan penyimpangan paling jelas dari
model sekularisasi tersebut.” Roger Finke. 1992. “An unsecular America.”
Dalam Religion and Modernization. Ed. Steve Bruce. Oxford: Clarendon Press:
Hal. 148.

7. Untuk pembahasan yang berusaha memadukan dua cabang ini ke dalam satu
“paradigma sekularisasi”, lihat Steve Bruce. 2002. God is Dead: Secularization
in the West. Oxford: Blackwell. Bab 1

8. Max Weber. 1930 [1904] The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
New York: Scribner’s; Max Weber. 1993 [1922]. Sociology of Religion. Boston:
Beacon Press. Lihat Mathieu M. W. Lemmen. 1990. Max Weber’s Sociology of
Religion. Heerlen, The Netherlands: UPT-Katernen 10

9. Peter L. Berger. 1967. The Sacred Canopy. Garden City, NY: Doubleday; Brian
R. Wilson. 1966. Religion in Secular Society. Harmondsworth, Middlesex,
U.K.: Penguin Books, Ltd.; David Martin. 1978. A General Theory of
Secularization. Oxford: Blackwell. Harus dicatat bahwa Berger and Martin
kemudian mengubah klaim-klaim ini.

10. Sebagai contoh, lihat E. J. Larson and L. Witham. 1998. “Leading scientists still
reject God.” Nature. 394(6691): 313.
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

. Argumen ini ditekankan oleh Brian R. Wilson. 1969. Religion in Secular
Society. Harmondsworth, Middlesex, U.K.: Penguin Books, Ltd.

Daniel Bell. 1973. The Coming of Post-Industrial Society. New York: Basic
Books.

Steve Bruce. 2002. God is Dead. Secularization in the West. Oxford: Blackwell.
Hal. 36.

Emile Durkheim. 1995 [1912]. The elementary forms of the religious life. New
York: The Free Press.

Thomas Luckmann. 1967. The Invisible Religion. New York: Macmillan; Karel
Dobbelaere. 1985. “Secularization theories and sociological paradigms: A re-
formulation of the private-public dichotomy and the problem of social inte-
gration.” Sociological Analysis. 46(4): 377-387; Karel Dobbelaere. 1987,
“Some trends in European sociology of religion: The secularization debate.”
Sociological Analysis. 48(2): 107-137; Karel Dobbelaere. 1999. “Towards an
integrated perspective of the processes related to the descriptive concept of
secularization.” Sociology of Religion. 60(3): 229-247; Steve Bruce. 2002. God
is Dead. Secularization in the West. Oxford: Blackwell.

Wolfgang Jagodzinski dan Karel Dobbelaere. 1995. “Secularization and church
religiosity.” Dalam The Impact of Values. Eds. Jan W. van Deth dan Elinor
Scarbrough. Oxford: Oxford University Press. Hal. 115

Lihat J. Verweij, Peter Ester, dan R. Nauta. 1997. “Secularization as an
economic and cultural phenomenon: A cross-national analysis.” Journal for the
Scientific Study of Religion 36(2): 309-324.

Untuk kritik, lihat, misalnya, Fran Hagopian. 2000. “Political development,
revisited.” Comparative Political Studies. 33(6/7): 880-911.

Lihat, misalnya, the Pew Research Center for the People and the Press. 2002.
Americans Struggle with Religion’s Role at Home and Abroad. News Release by
the Pew Forum on Religion and Public Life, March 2002. Tersedia online di:
http://pewforum.org/publications/reports/poll2002.pdf

O. Tschannen. 1991. “The secularization paradigm.” Journal for the Scientific
Study of Religion 30(1): 395-415; Andrew M. Greeley. 2003. Religion in Eu-
rope at the End of the Second Millennium. New Brunswick, NJ: Transaction
Publishers.

Rodney Stark. 1999. “Secularization, RIP” Sociology of Religion. 60(3):
249-273

Jeffrey Hadden. 1987. “Toward desacralizing secularization theory.” Social
Forces. 65(3): 587-611.

R. Stephen Warner. 1993 “Work in progress toward a new paradigm in the
sociology of religion.” American Journal of Sociology. 98(5): 1044-1093.
Rodney Stark dan William Sims Bainbridge. 1985. “A supply-side reinterpre-
tation of the ‘secularization’ of Europe.” Journal for the Scientific Study of Reli-
gion. 33: 230-252; Rodney Stark dan William Sims Bainbridge. 1987, A The-
ory of Religion. New York: Peter Lang; Roger Finke dan Rodney Stark. 1992.
The Churching of America, 1776-1990. New Brunswick, NJ: The University of
Rutgers Press; Roger Finke dan Lawrence R. lannaccone. 1993. “The illusion
of shifting demand: Supply-side explanations for trends and change in the
American religious market place.” Annals of the American Association of
Political and Social Science. 527: 27-39; R. S. Warner. 1993. “Work in progress
toward a new paradigm in the sociology of religion.” American Journal of
Sociology 98(5): 1044-1093; Roger Finke dan Rodney Stark. 2000. Acts of
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Faith: Explaining the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of
California Press.

25. Emile Durkheim. 1995 [1912]. The elementary forms of the religious life. New
York: The Free Press. Hal. 159. Poin ini juga ditekankan oleh Peter L. Berger.
1967. The Sacred Canopy. Garden City, NY: Doubleday. Hal. 112-113.

26. Roger Finke dan Rodney Stark. 1992. The Churching of America. New
Brtinswick, Nj: The University of Rutgers Press; Roger Finke dan Laurence R.
Tannaccone. 1993. “The illusion of shifting demand: Supply-side explanations
for trends and change in the American religious market place.” Annals of the
American Association of Political and Social Science. 527: 27-39.

27. Robert Wuthnow. 1988. The Restructuring of American Religion. Princeton,
Nf: Princeton University Press; Tom Smith. 1992. “Are conservative churches
really growing?” Review of Religious Research. 33: 305-329; Michael Hout,
Andrew M. Greeley, dan Melissa J. Wilde. 2001. “The demographic imperative
in religious change in the United States. “ American Journal of Sociology
107(2): 468-500.

28. Rodney Stark dan Lawrence lannaccone. 1994. “A supply-side reinterpretation
of the ‘secularization’ of Europe. “ Jourwal for the Scientific Study of Religion
33: 230-252; Roger Finke dan Rodney Stark. 2000. Acts of Faith: Explaining
the Human Side of Religion. Berkeley, CA: University of California Press.

29. J. Verweij, Peter Ester, dan R. Nauta. 1997. “Secularization as an economic and
cultural phenomenon: A cross-national analysis.” Journal for the Scientific
Study of Religion. 36(2): 309-324. Namun, para pemikir lain berusaha untuk
menyelamatkan teori sisi-penawaran tersebut dengan menyatakan bahwa posisi
monopolistik Gereja Katolik di Italia terhalangi oleh persaingan internal. Lihat,
L Diotallevi. 2002. “Internal competition in a national religious monopoly:
The Catholic effect and the Italian case.” Sociology of Religion. 63(2):
137-155. Lihat juga Anthony M. Abela. 1993. “Post-secularisation: The social
significance of religious values in four Catholic European countries.” Melita
Theolgica. XLIV: 39-58.

30. David Voas, Daniel V. A. Olson, dan Alasdair Crockett. 2002. “Religious plu-
ralism and participation: Why previous research is wrong.” American Socio-
logical Review. 67(2): 212-230.

31. Mark Chaves dan Philip S. Gorski. 2001. “Religious pluralism and religious
participation.” Annual Review of Sociology 27: 261-281.

32. Rodney Stark dan Roger Finke. 2000. Acts of Faith. Berkeley, CA: University
of California Press. Hal. 33. Para pemikir lain juga menyatakan bahwa teori
sekularisasi tradisional perlu perbaikan, dan menyatakan bahwa teori tersebut
bukan mengadaikan kemerosotan agama per se, namun lingkup otoritas
keagamaan yang semakin menyusut pada tingkat analisa individu, organisasi,
dan sosial. Lihat D. Yamane. 1997. “Secularization on trial: In defense of a
neosecularization paradigm.” Journal for the Scientific Study of Religion. 36(1):
109-122.

33. United Nations Development Program. 1994. New Dimensions of Human
Security. New York: Oxford University Press; Gary King dan Christopher J. L.
Murray. 2001. “Rethinking human security.” Political Science Quarterly.
116(4): 585-610

34. Oxford English Dictionary.

35. Untuk ringkasan, lihat laporan tahunan: United Nations. 2002. Human De-
velopment Report 2002. New York: United Nations/Oxford University Press;
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

World Bank. 2002. World Development Report, 2002. Washington, D.C.:
World Bank.

Lihat the Pew Research Center for the People and the Press. 2002. Americans
Struggle with Religion’s Role at Home and Abroad. News Release by the Pew
Forum on Religion and Public Life, March 2002. Tersedia online di:
http://pewforum.org/publications/reports/poll2002.pdf. Lihat juga Pippa
Norris, Montague Kern, dan Marion Just. Eds. 2003. Framing Terrorism. New
York: Routledge.

Ronald Inglehart dan Wayne E. Baker. 2000. “Modernization, globalization
and the persistence of tradition: Empirical evidence from 65 societies.”
American Sociological Review. 65: 19-55

Max Weber. 1930 [1904] The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism.
New York: Scribner’s.

Samuel P Huntington. 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order. New York: Simon & Schuster.

Untuk diskusi menyeluruh, lihat Ronald Inglehart and Pippa Norris. 2003.
Rising Tide. New York and Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. Bab 1
Monty Marshall dan Ted Robert Gurr. 2003. Peace and Conflict 2003.
University of Maryland, Center for Systemic Peace/Minorities At Risk. Tersedia
online di: http://www.cidem.umd.edu/inscr/pc03web.pdf. Untuk informasi
paling mutakhir, lihat juga website proyek Minorities at Risk di:
http://www.cidem. umd.edu/inscr/mar/.

Untuk studi-studi empiris tentang proses sosialisasi, lihat J. Kelley dan N. D.
DeGraaf. 1997. “National context, parental socialization, and religious belief:
Results from 15 nations.” American Sociological Review. 62(4): 639-659; S. M.
Myers. 1996. “An interactive model of religiosity inheritance: The importance
of family context.” American Sociological Review. 61(5): 858-866.

Samuel P Huntington. 1996. The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order. New York: Simon & Schuster.

Lihat Robert Putnam. 2000 Bowling Alone. New York: Simon & Schuster;
Robert Wuthnow. 1988. The Restructuring of American Religion: Society and
Faith since World War II. Princeton, NJ: Princeton University Press; Robert
Wathnow. 1579. “Mobilizing civic engagement: The changing impact of
religious involvement.” Dalam Civic Engagement in American Democracy. Eds.
Theda Skocpol and Morris P. Fiorina. Washington, D.C.: Brookings Institution
Press.
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Untuk kecenderungan-kecenderungan umum dalam kuatnya voting keagamaan
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University Press. Untuk bertahannya keberpihakan keagamaan dalam perilaku
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Millennium. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. Hal. xi.
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Review. 62(4): 639-659; N. D. De Graaf. 1999. “Event history data and
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analisa periode, kelompok kelahiran, dan dampak putaran hidup dalam pola-
pola kehadiran di gereja dengan menggunakan data Survei Sosial Umum
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Values Surveys), termasuk kuesioner, prosedur pengambilan sampel, kerja-
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masyarakat yang berbeda, yang mencakup Kerajaan Inggris (Irlandia Utara dan
Britania Raya), Jerman (Timur dan Barat), dan Republik Federal Yugoslavia
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thesis: Talking at cross purposes.” Journal of Contemporary Religion. 12:
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Untuk pembahasan tentang relevansi teoretis dan kebijakan dari Human De-
velopment Index, validitasnya dan keterpercayaan data yang digunakan untuk
menyusun indeks tersebut, lihat The LTNDP 1995. LIWDP Human Develop-
ment Report 1995 New York: Oxford University Press/UNDP; Mark McGillivrav
dan Howard White. 1993. “Measuring development? The UNDPs Human
Development Index.” Journal of International Development, 5(2): 183-192.
Lihat Lampiran Teknis A di akhir buku untuk klasifikasi mendetail terhadap
semua negara. Ingat bahwa klasifikasi ini bukan yang digunakan oleh UNDP,
yang memberikan distingsi yang berbeda antara tingkat perkembangan
manusia “menengah” dan “rendah”
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Masyarakat-masyarakat didefinisikan dengan berdasarkan pada peringkat
tahunan yang diberikan oleh Freedom House sejak 1972. Tingkat kebebasan
tersebut diklasifikasikan menurut skor rata-rata gabungan untuk hak-hak
politik dan kebebasan sipil dalam survei tahunan Freedom House 1972-2000,
Freedom in the World. Tersedia online di: www.freedomhouse.org.
Departemen Luar Negeri AS. International Religious Freedom, 2002.
Washington, D.C. Tersedia online di: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/.
Laporan tersebut diproduksi karena International Religious Freedom Act of
1998 (U.S. Public Law 105-92) dan dimonitor oleh the U.S. Commission on
International Religious Freedom. Tersedia online di: http://www.uscirfgov.
Harus dicatat bahwa laporan itu digunakan untuk menghasilkan sebuah indeks
yang membandingkan tingkat kebebasan keagamaan pada 2002, untuk
perbandingan dengan tingkat partisipasi keagamaan dalam survei Survei Nilai-
nilai Dunia 1990-2001. Hal ini berarti bahwa studi kami tidak bisa memonitor
sampai tingkat mana sejarah represi dan penganiayaan keagamaan sebelumnya
memainkan peran penting di masa lalu. Laporan oleh Departemen Luar Negeri
AS tersebut secara umum mencerminkan penilaian-penilaian tentang keadaan
kebebasan keagamaan yang dilaporkan oleh organisasi-organisasi hak-hak asasi
manusia seperti Freedom House dan Amnesty International dan oleh studi-
studi perbandingan. Lihat, misalnya, Kevin Boyle dan Juliet Sheen. Eds. 1997.
Freedom of Religion and Belief: A World Report. New York: Routledge; Pauf
Marshall. Ed. 2000. Religious Freedom in the World: A Global Report on
Freedom and Persecution. Nashville, TN: Broadman and Holman.

Mark Chaves dan David E. Cann. 1992. “Regulation, pluralism and religious
market structure.” Rationality and Society. 4: 272-290.

Korelasi-korelasi antara Religious Freedom Index dan indikator-indikator lain
adalah sebagai berikut:
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Indeks Kebebasan Keagamaan, 2002 Corr. (R) Sig. Jumlah Negara
Tingkat demokrasi, 1999-2000 (Freedom 0.488™ 188
House)
Tingkat kebebasan keagamaan, 2001 (Freedom 0.703* 70
House)
Indeks fraksionalisasi/pluralisme keagamaan 0.403** 187
(Alesina et al. 2003)
Regulasi negara terhadap agama (Chaves and 0.742* 18
Cann 1992)

* Signifikan pada tingkat 0,05. ** Signifikan pada tingkat 0,01.

Bab 3

1. Jelas, dapat dikatakan bahwa proses modernisasi sosial pada dirinya sendiri
bergantung pada budaya keagamaan dominan, sebagaimana diperlihatkan oleh
klaim Weber bahwa etika Protestan menyebabkan munculnya ekonomi ka-
pitalis di Barat. Karena itu, kami mengakui bahwa bisa terdapat efek interaksi
antara keduanya. Lihat Bab 7 untuk pembahasan lebih jauh tentang poin ini.

2. Untuk detail, lihat Gallup International. 2000. Religion in the World at the End
of the Millennium. Tersedia online di: www.gallup-international.com.

3. Lihat Bradley K. Hawkins. 2002. Asian Religions. New York: Seven Bridges;
Donald S. Lopez. 1999. Asian Religions in Practice: An Introduction. Princeton,
NJ: Princeton University Press; C. Scott Littleton. Ed. 1996. The Sacred East.
London: Macmillan.

4. Stephen Sharot. 2002. “Beyond Christianity: A critique of the rational choice
theory of religion from a Weberian and comparative religions perspective.”
Sociology of Religion. 63(4): 427-454.

5. Robert J. Kisala. 2003. “Japanese religiosity and morals.” Dalam Religion in a
Secularizing Society. Eds. Loek Halman dan Ole Riis. Leiden: Brill.

6. Dalam Survei Nila-nilai Dunia gabungan tersebut, korelasi-korelasi antara
partisipasi keagamaan (frekuensi menghadiri ibadah keagamaan) dan frekuensi
berdoa (semuanya terbukti signifikan pada tingkat 0,01) bagi para penganut
keyakinan-keyakinan yang berbeda pada tingkat individu adalah sebagai
berikut. Katolik Roma: 0,568, Protestan: 0,663, Orthodoks: 0,454, Yahudi:
0,443, Muslim: 0,344, Hindu: 0,251, Budha: 0,336, agama lain: 0,249, dan
none: 0,441.

7. Dalam Survei Nila-nilai Dunia gabungan tersebut, korelasi-korelasi antara
partisipasi keagamaan dan skala sepuluh-poin menyangkut pentingnya Tuhan
semuanya signifikan bagi para penganut keyakinan-keyakinan yang berbeda
pada tingkat individu di setiap kelompok kecuali umat Budha dan agama lain,
sebagai berikut. Katolik Roma: 0,357, Protestan: 0,467, Orthodoks: 0,411,
Yahudi: 0,407, Muslim: 0,181, Hindu: 0,238, Budha: 0,107, agama lain:
0,012, dan tak-beragama: 0,389

8. Pola ini juga ditemukan oleh Robert A. Campbell dan James E. Curtis. 1994
“Religious involvement across societies: Analysis for alternative measures in
national surveys.” Journal for the Scientific Study of Religion. 33(3): 215-229.

9. The Pew Research Center for the People and the Press. Desember 19, 2002.
Survey Report: Among Wealthy Nations, U.S. Stands Alone in Its Embrace of
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Religion. Tersedia online di: http://people-press.org/reports/display.php3?Re-
portID=167.

10. Pola ini juga ditegaskan dalam perbandingan atas kehadiran di gereja dalam
Gallup International Millennium Survey, di mana 82% warga Afrika me-
laporkan menghadiri ibadah keagamaan paling tidak seminggu sekali. Untuk
detail, lihat Gallup International. 2000. Religion in the World at the End of the
Millennium. Tersedia online di: www.gallupinternational.com/survey15htm.

11. Survei Nila-nilai Dunia memperkirakan bahwa sekitar 44% warga Amerika
hadir di gereja setiap minggu. Untuk perbandingan, harus dicatat bahwa
perkiraan-perkiraan serupa dihasilkan oleh poling-poling reguler Gallup di
Amerika Serikat. Sebagai contoh: Poling GallupCNNIUSA Today 14 Maret
2003 menanyakan: “Seberapa sering anda hadir di gereja atau sinagog?” Hasil-
hasilnya adalah sedikitnya sekali seminggu (31 %), hampir setiap minggu (9%),
sekitar sekali sebulan (16%), jarang (28%), atau tidak pernah (16%). Namun,
seperti dibahas lebih jauh dalam Bab 4, ukuran-ukuran yang digunakan oleh
Gallup mungkin memunculkan suatu bias sistematis. Prosedur-prosedur Gallup
mungkin secara sistematis membesar-besarkan kehadiran karena kurangnya
saringan desirabilitas sosial dalam pengukuran kehadiran di gereja dan juga
karena angka penyelesaian sampel yang tidak representatif yang didasarkan
pada jumlah digit random yang terbatas dalam tanggapan-balik dan peng-
gantian responden. Lihat R. D. Woodberry. 1998. “When surveys lie and
people tell the truth: How surveys over-sample church attenders.” American
Sociological Review. 63(1): T19-122.

12. Untuk kecenderungan-kecenderungan jangka panjang Skandinavia tersebut,
lihat G. Gustafsson. 1994- “Religious change in the five Scandinavian
countries, 1930-19807; dan juga Ole Riis. 1994 “Patterns of secularization in
Sandinavia.” Keduanya dalam, Scandinavian Values. Religion and Morality in
the Nordic Countries. Eds. Thorleif Pettersson dan Ole Riis. Upssala: Acta
Universitatis Upsaliensis.

13. Irena Borowik. 2002. “Between orthodoxy and eclecticism: On the religious
transformations of Russia, Belarus and Ukraine.” Sociat Compass
49(4):497-508; Andrew M. Greeley. 2003. Religion in Europe at the End of the
Second Millennium. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. Bab 6.
“Russia: The biggest revival ever?”

14. Untuk pembahasan yang lebih menyeluru, lihat R. Grier. 1997. “The effects of
religion on economic development: A cross-national study of 63 former
colonies.” Kyklos. 50W: 47-62; Robert J. Barro dan Rachel M. McCleary.
2003.”Religion and economic growth.” Tidak diterbitkan. Tersedia online di:
http://post.economics.harvard.edu/faculty/barro/papers.

15. Banyak studi menemukan perbedaan-perbedaan gender yang serupa dalam
religiusitas; lihat, misalnya, David A. de Vaus dan Ian McAllister. 1987,
“Gender differences in religion: A test of the structural location theory.”
American Sociological Review 52: 472481; Alan S. Miller dan Rodney Stark.
2002. “Gender and religiousness: Can socialization explanations be saved?”
American Journal of Sociology. 107(6): 13991423.

16. Untuk perbandingan, lihat B. C. Hayes. 2000. “Religious independents within
Western industrialized nations: A socio-demographic profile.” Sociology of
Religion. 61(2): 191-207.

17. Lihat J. Kelley dan N. D. De Graaf. 1997. “National context, parental sociali-
zation, and religious belief: Results from 15 nations.” American Sociological
Review. 62(4): 639-659; A. Argue, D. R. Johnson, and L. K. White. 1999. “Age
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18.

19.

20.

and religiosity: Evidence from a three-wave panel analysis.” Journal for the
Scientific Study of Religion 38(3): 423-435.

Untuk pendekatan ini, lihat N D. De Graaf. 1999. “Event history data and
making a history out of cross-sectional data - How to answer the question
“‘Why do cohorts differ?”* Quality & Quantity. 33(3): 261-276.

Sebagai contoh, sebuah studi yang menggunakan data survei panel dan lintas-
wilayah di Britania, yang didasarkan pada rangkaian British Election Studies
and the British Household Panel Study, menyimpulkan bahwa perbedaan-
perbedaan generasi, bukan faktor-faktor pembentukan keluarga seperti
pernikahan dan pengasuhan anak, menjadi sebab bagi perbedaan-perbedaan
usia dalam kehadiran di gereja. Lihat J. R. Tilley. 2003 . “Secularization and
aging in Britain: Does family formation cause greater religiosity?” Journal for
the Scientific Study of Religion 42(2): 269-278.

AndrewM. Greeley. 1994 “Areligious revival in Russia? “Journal for the
Scientific Study of Religion 33(3): 253-272.

Bab 4

1.

Peter L. Berger. Ed. 1999. The Desecularization of the World. Washington,
D.C.: Ethics and Public Policy Center; Andrew M. Greeley. 2003. Religion in
Europe at the End of the Second Millennium. New Brunswick, NJ: Transaction
Publishers.

Negara-negara pasca-industri didefinisikan sebagai negara-negara yang oleh
UN Development Report diperkirakan memiliki skor Human Development
Index di atas 0,900. Negara-negara ini memiliki mean GDP per kapita $29585.
Dalam peringkat ini, Malta, negara lain dalam Gambar 31 yang memiliki
partisipasi keagamaan yang tinggi, diklasifikasikan sebagai negara “industri”
Peter L. Berger. Ed. 1999. The Desecularization of the World. Washington,
D.C.: Ethics and Public Policy Center. Lihat juga pembahasan tentang eksepsi-
onalisme budaya Amerika dalam Louis Hartz. 1955. The Liberal Tradition in
America. New York: Harcourt, Brace; Seymour Martin Lipset. 1990.
Continental Divide: The Values and Institutions of Canada and the United
States. New York: Routledge; Edward A. Tiryakian. 1993 “American religious
exceptionalism: A reconsideration.” The Annals of the American Academy of
Political and Social Science. 527: 40-54; Graham K. Wilson. 1998. Only in
America? The Politics of the United States in Comparative Perspective.
Chatham, NJ: Chatham House.

R. Currie, A. D. Gilbert, dan L. Horsley. 1977. Churches and Churchgoers:
Patterns of Church Growth in the British Isles since 1700. Oxford: Oxford
University Press; Sabine, Samele Acquaviva. 1979. The Decline of the Sacred in
Industrial Society. Oxford: Basil Blackwell; Steve Bruce. 1996. Religion in the
Modern World: From Cathedrals to Cults. Oxford: Oxford University Press;
Sheena Ashford dan Noel Timms. 1992. What Europe Thinks. A Study of
Western European Values. Aldershot UX: Dartmouth; Wolfgang Jagodzinski
dan Karel Dobbelaere. 1995 “Secularization and church religiosity.” Dalam
The Impact of Values. Eds. Jan W van Deth dan Elinor Scarbrough. Oxford:
Oxford University Press; L. Voye. 1999. “Secularization in a context
ofadvanced modernity.” Sociology of Religion. 60(3): 275-288; Hollinger F.
1996. Volksreligion und Herrschaftskirche. Die Wiirzeln Religisen Verbaltens in
Westlichen Gesellschaften. Opladen: Leske und Budrich. Untuk kritikan
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terhadap pandangan ini, lihat Rodney Stark dan William Sims Bainbridge.
1985. “A supply-side reinterpretation of the ‘secularization’ of Europe.”
Journal for the Scientific Study of Religion 33: 230-252.

5. Wolfgang Jagodzinski dan Karel Dobbelaere. 1995. “Secularization and church
religiosity.” Dalam The Impact of Values. Eds. Jan W van Deth dan Elinor
Scarbrough. Oxford: Oxford University Press. Hal. 105.

6. Steve Bruce. 2002. God is Dead. Oxford: Blackwell. Bab 3; G. Gustafsson.
1994 “Religious change in the five Scandinavian countries, 1930-1980” dan
juga O Riis. “Patterns of secularization in Scndinavia.” Keduanya dalam
Scandinavian Values: Religion and Morality in the Nordic Countries. Eds. T
Pettersson dan O Riis. Upssala: Acta Universitatis Upsaliensis. Lihat juga T
Pettersson dan E. M. Hamberg. 1997. “Denominational pluralism and church
membership in contemporary Sweden: A longitudinal study of the period,
1974-1995.” Journal of Empirical Theology. 10: 61-78. Untuk ringkasan, lihat
Tabel 1 dalam Steve Bruce. 2000. “The supply-side model of religion: The
Nordic and Baltic states.” Journal for the Scientific Study of Religion 39W:
32-46; V Cesareo, et al. 1995. La Religiosita in Italia. 2nd ed. Milan: A.
Mondadori; Reginald W Bibby. 1979. “The state of collective religiosity in
Canada: An empirical analysis.” Canadian Review of Sociology and
Anthropology. 16(1): 105-116; Alain Baril dan George A. Mori. 1991.
“Leaving the fold: Declining church attendance.” Canadian Social Trends.
Autumn: 21-24; Peter Beyer. 1997 “Religious vitality in Canada: The
complimentarity of religious market and secularization perspectives.” Journal
for the Scientific Study of Religion 36(2): 272-288; G. Michelat et al. 1991. Les
Frangais, Sont-ils Encore Catholiques?: Analyse dun Sondage d’Opinion. Paris:
Editions du Cerf; G. Dekker ] de Hart, dan J. Peters. 1997. God in Nederland
1966-1996. Amsterdam: Anthos; R J. Lechner. 1996. “Secularization in the
Netherlands?” Journal of the Scientfic Study of Religion 35: 252-264

7. Sebagaimana diperlihatkan dalam Tabel 3.5, dengan menggunakan analisa
regresi, satu-satunya negara Eropa di mana kemerosotan itu secara statistik
tidak signifikan (pada level 0,10) adalah Italia (karena sedikit perbaikan pada
awal 1990-an). Pada level 0,05, Inggris Raya, Irlandia Utara, dan Yunani juga
tampak tidak signifikan. Lihat juga Anthony M. Abela. 1993 “Post-seculari-
sation: The social significance of religious values in four Catholic European
countries.” Melita Theolgica. XLIV: 39-58.

8. Andrew M. Greeley. 2003. Religion in Europe at the End of the Second
Millennium. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. Hal. xi.

9. Reginald W Bibby. 1979 “The state of collective religiosity in Canada: An
empirical analysis.” Canadian Review of Sociology and Anthropology. 16(1):
105-116. Tabel III memperlihatkan bahwa di Kanada kehadiran di gereja
merosot dari 67% pada 1946 menjadi 35% pada 1978; Hans Mol. 1985. The
Faith of Australians. Sydney: George, Allen, & Unwin; Ian McAllister. 1988.
“Religious change and secularization: The transmission of religious values in
Australia.” Sociological Analysis. 49(3): 249-263.

10. Wade Clark Roof. 2001. Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the
Remaking of American Religion. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Lihat juga Robert C. Fuller. 2002. Spiritual, but Not Religious: Understanding
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